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ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum untuk membantu masyarakat dalam
membuat perjanjian. Perlunya perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang
notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Kewenangan
Notaris sebagai pembuat akta otentik disertai dengan perkembangan kebutuhan
masyarakat yang begitu pesat dan dinamis telah meningkatkan intensitas dan
kompleksitas hubungan hukum yang tentunya memerlukan kepastian, ketertiban,
dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Memahami
syarat-syarat otentisitas dan sebab-sebab kebatalan suatu akta notaris, sangat
penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat yuridis akta notaris yang
dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta notaris.

Rumusan masalahnya adalah tentang bagaimana pelaksanaan kebatalan
dan pembatalan Akta Notaris dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Jabatan Notaris, bagaimana implikasi hukumnya terhadap kebatalan
dan pembatalan Akta Notaris serta bagaimana hambatan dan solusi tentang
kebatalan dan pembatalan Akta Notaris dalam perspektif Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis
penelitian empiris. Menggunakan pendekatan undang-undang, mempelajari
bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum
menggunakan wawancara dan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum
secara analisis deduksi.

Hasil penelitiannya adalah 1) kebatalan dan pembatalan akta notaris dapat
terjadi karena beberapa hal tidak terpenuhinya syarat objektif; ketidakcakapan
absolut; ketidakcakapan bertindak; ketidakcakapan relatif; bertentangan dengan
undang-undang; ketertiban umum atau kesusilaan; terpenuhinya peristiwa hukum
dalam perjanjian dengan syarat batal; adanya cacat kehendak; penyalahgunaan
keadaan; wanprestasi sebagai syarat batal; tidak terpenuhinya perjanjian formil. 2)
Implikasi hukum akibat dari kebatalan dan pembatalan yang dilakukan oleh
notaris maupun para pihak yang berkepentingan ada bermacam-macam. Pertama,
akta notaris yang dapat dibatalkan, akta notaris batal demi hukum, akta notaris
yang hanya memiliki kekuatan pembuktian akta dibawah tangan, akta notaris
yang dibatalkan oleh para pihak sendiri, notaris batal berdasar asas praduga yang
sah. 3) Hambatan dan solusinya yaitu Tidak semua Notaris mengetahui dan
memahami Syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan dan
pembatalan suatu akta notaris. Notaris yang belum memahami tersebut harus
mempelajari sebab-sebab kebatalan dan pembatalan akta terutama mengacu
kepada ketentuan UUJN dan KUHPerdata, notaris lalai dan kurang hati-hati
menjalankan jabatanya sehingga diharapkan notaris harus lebih berhati-hati,
Dalam praktek biasanya ada notaris nakal yang tidak mengikuti aturan hukum
yang berlaku, tidak bersifat netral dan mandiri, Tidak semua penghadap bersikap
secara jujur dan dapat terbuka, tidak mempunyai itikad baik kepada notaris.

Kata Kunci : Akta Notaris, kebatalan dan pembatalan.
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ABSTRACT

A notary is a public official to assist the community in making an
agreement. The need for this written agreement made before a notary is to
guarantee legal certainty for the parties. The authority of the Notary as the maker
of authentic deeds accompanied by the development of the needs of the
community that is so rapid and dynamic has increased the intensity and
complexity of legal relations which certainly requires certainty, order and legal
protection with the truth and justice. Understanding the terms of authenticity and
reasons for the cancellation of a notary deed, it is very important to prevent
preventive juridical deeds from notary deeds which can result in the loss of
authenticity and cancellation of the notary deed, and make it easier for the notary
to make a deed.

The formulation of the problem is about how the implementation of the
cancellation and cancellation of the notary deed in the perspective of law number
2 of 2014 concerning the position of the notary public, what are the legal
implications of the cancellation and cancellation of the notary deed, and how
obstacles and solutions to the notary deed and cancellation in the perspective of
law number 2 of 2014 concerning the position of notary.

The research method used in this study is a type of empirical research.

Using a legal approach, studying primary and secondary legal materials. The legal
material collection technique uses library research and legal material analysis
techniques in deduction analysis.
The results of the research are 1) the cancellation and cancellation of the notary
deed can occur due to several things that do not meet the objective requirements;
absolute incompetence; inability to act; relative incompetence; contrary to the
law; public order or decency; fulfillment of legal events in the agreement provided
that they are canceled; the existence of a disability; misuse of circumstances;
default as a condition for cancellation; failure to fulfill formal agreements. 2)
Legal implications resulting from cancellations and cancellations made by
notaries and interested parties vary. First, a notary deed that can be canceled, a
notary deed null and void, a notary deed that only has the power of proof of the
deed under the hand, a notary deed canceled by the parties themselves, the notary
is canceled based on the legal presumption principle. 3) Obstacles and solutions,
namely Not all Notaries know and understand the terms of authenticity, validity
and causes of cancellation and cancellation of a notary deed. The notary who does
not understand must learn the reasons for the cancellation and cancellation of the
deed, mainly referring to the provisions of the UUJN and the Civil Code, the
notary is negligent and inadvertently carrying out his position so that the notary
must be more careful. applicable law, not neutral and independent, not all viewers
are honest and open, do not have good faith in the notary.

Keywords: Notary Deed, cancellation and cancellation.

xii



DAFTAR ISl

HALAMAN SAMPUL ..., i

HALAMAN JUDUL ..., I

HALAMAN PERSETUJUAN. .. ..o, ii
HALAMAN PENGESAHAN ..ot \Y
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ..., v
PERNYATAAN PUBLIKASI ..o Vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .......ccccoooiiiiiiiinn vii
KATAPENGANTAR ..o viii
ABSTRAK ..o Xi
ABSTRACT ..o Xii
DAFTAR ISI. ... Xiii

BAB | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian............c....cooviiiiiiiiinn.n. 1
B. Rumusan Masalah.................coimiiii 5
C. Tujuan Penelitian..............ooooiiiiiiiiiiiii i, 6
D. Kegunaan Penelitian...............coooiiiiiiiiiiiiiiiiinenn, 6
E. Kerangka TeOr .occceeviiniiiiie e 7
F. Kerangka Konseptual...............ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiin. 21
G. Metode Penelitian .........ccovoveiiiieiiiseeieeee e 26
H. Sistematika Penulisan ..o 32

xiii



BAB Il LANDASAN TEORI

A

Tinjauan Tentang Akta Notaris

1. Pengertian AKLa .......ccccovvveiiiieiece e 34
2. Pembagian AKta-AKLa .........cccoveiiiiieiece e 38
3. Fungsi AKLA NOTAITS .....ccooovereiiiiieiisieie e 48
4. Syarat — Syarat Sahnya Akta NOtaris ...........ccccceveveieieennnn 55

Tinjauan Tentang Kebatalan dan Pembatalan
1. Pengertian Kebatalan dan Pembatalan ................cccccoeeveneee. 58

Tinjauan Tentang Jabatan Notaris

1. Sejarah Notaris di INdONESIA ........ceveveriiriiicieieercreseiae 61
2. Pengertian NOtaris .........ccccovveveeie i 67
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris ..............cccc....... 71
4. Tugas dan Wewenang NOTaris ...........ccocevverenencneneseneenns 80
5. Kewajiban dan Larangan NOaris ..........c.cceoevererenencnnnn. 85
6. Tanggung Jawab NOLarisS .........ccccveviveeiieiie e 89

Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
1. Kepastian Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ...........cccccevevveiiieennen. 90
2. Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris ............... 94
Kajian Islam
1. Pengertian Kebatalan dan Pembatalan dalam Hukum Islam.. 96
2. Dasar Hukum Notaris dalam Hukum Islam ............cccoeuee. 97
3. Pembuatan Akta Notariil Menurut Hukum Islam ................. 104

BAB 11l HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A

Pelaksanaan Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris dalam

Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Xiv



Jabatan NOTAIS .....ccveiieieieeeee e 107
B. Implikasi Hukum Terhadap Kebatalan dan Pembatalan

AKEE NOTAIS ..o 128
C. Hambatan dan Solusi Tentang Kebatalan dan Pembatalan

Akta Notaris dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 Tentang Jabatan NOtaris .........cccccevevereeieenverinseene 153

BAB IV PENUTUP

A SIMPUIAN . 169

B. SAraN ..o 171
DAFTAR PUST AK A . e, 172
LAMPIRAN

XV



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai mahluk individu senantiasa membutuhkan hubungan
dan menjalin kerja sama dengan manusia lain. Dalam hidup bermasyarakat
manusia mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam, dimana
kebutuhan itu dapat terpenuhi dengan mengadakan kerja sama. Manusia selain
sebagai mahkhluk individu juga dikenal sebagai mahkluk sosial. Manusia
sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa
mengadakan kerja sama dan hubungan satu sama lain.

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk
membantu masyarakat umum dalam membuat perjanjian-perjanjian yang ada
atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat
dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para
pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian digunakan dalam berbagai
hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan
lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin
meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum
dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional,

regional, maupun global. Notaris produk akhirnya yaitu akta otentik.



Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai
peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.
Begitu pentingnya fungsi dari akta Notaris tersebut, oleh karena itu untuk
menghindari tidak sahnya dari suatu akta, maka lembaga Notaris diatur
didalam Peraturan Jabatan Notaris untuk selanjutnya ditulis (PJN), yang
sekarang telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris, dan di ganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor. 30
tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dan selanjutnya disebut Undang-Undang
Jabatan Notaris yang disingkat UUJN.

Pada tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan sekarang telah diganti dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jaabatan Notaris, yang diundangkan
pada tanggal 15 Januari 2014. Diundangkan UUJN ini tentu saja disambut baik
oleh kalangan llmu Hukum, Hukum Notariat, dan masyarakat pada umumnya
terlebih lagi mereka yang biasa menggunakan layanan dari notaris. Notariat,
dalam posisi Pejabat Notaris dan Hukum Notaris secara umum Kini lebih
efisien menuju kodifikasi yang positif. Dengan diundangkanya UUJN maka
tidak berlaku lagi peraturan berikut ini :

1. Reglementop Het Notaris Ambt in Indonesia (Stb 1860:3) sebagaimana
telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;

2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris:



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil
Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);

4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji
Jabatan Notaris (Pasal 91 UUJN).

Sejak berlakunya UUJN peraturan perihal jabatan dan Hukum Notaris
sudah terkodifikasi didalam satu Undang-Undang saja. Kondisi seperti ini
membuat hukum menjadi lebih efisien dengan harapan dapat mendukung
aktifitas perikatan menjadi lebih teratur dan ada kepastian hukum, dalam
rangka menuju kepada tujuan hukum itu sendiri yang salah satunya adalah
keadilan.!

Kewenangan notaris sebagaimana dimaksud didalam Pasal 15 UUJN
dengan profesinya sebagai pembuat akta otentik disertai dengan perkembangan
kebutuhan masyarakat yang begitu pesat dan dinamis telah meningkatkan
intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang tentunya memerlukan
kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan
keadilan. Memahami syarat-syarat otentisitas dan sebab-sebab kebatalan suatu

akta notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat

L http:/fidehukum.blogspot.com/2012/05/sejarah-lahirnya-notaris.html, diakses pada tanggal 23
Februari 2019.
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yuridis akta notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan
batalnya akta notaris itu, serta memudahkan setiap notaris dalam membuat
akta-akta notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan aturan-
aturan hukum lainnya yang berlaku.?

Dalam menjalankan kewenanganya notaris dalam membuat suatu akta
notaris harus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UUJN, apabila
tidak memenuhi salah satu atau beberapa unsur tersebut maka suatu akta
notaris tersebut mengakibatkan kebatalan maupun pembatalan akta notaris. Hal
ini menunjukkan bagaimana pertanggungjawaban notaris dalam melaksanakan
kewenangan maupun kewajibannya. Dalam kenyataanya notaris nakal jelas
ada. Tetapi notaris yang menjadi sasaran pemerasan juga ada. Di dalam
prakteknya banyak notaris yang melakukan penyimpangan atau kesalahan di
dalam membuat akta notaris, baik itu disebabkan karena ketidakjujuran notaris
itu sendiri atau para pihak yang menghadap.

Agar akta yang dibuatnya memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan
memiliki keabsahanya. Notaris bukan semata-mata sebagai juru tulis, namun
notaris juga perlu mengkaji apakah yang diinginkan para penghadap untuk
dinyatakan dalam akta otentik tidak bertentangan dengan UUJN dan aturan
hukum lain yang berlaku. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-
syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan dan pembatalan suatu
akta notaris sangat penting untuk menghindari adanya cacat hukum yang dapat

mengakibatkan kebatalan dan pembatalanya akta notaris, dimana hal tersebut

2 Pjeter E. Latumeten, 2011, Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan
Implikasi Hukumnya, Tuma Press, Jakarta, h.31.



akan merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang

berkepentingan.®

Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut terkait dengan judul tesis yaitu: “Analisis Kebatalan
Dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas, maka masalah yang hendak ditelaah

dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kebatalan dan pembatalan akta notaris dalam
perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan
Notaris?

2. Bagaimana implikasi hukumnya terhadap kebatalan dan pembatalan akta
notaris?

3. Apa hambatan dan solusi tentang kebatalan dan pembatalan akta notaris
dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan

Notaris?

8 Idris Aly Fahmi, 2013, Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Notaris
Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Arena
Hukum, Nomor 2 VVolume 6, h.220.



C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan  kebatalan dan
pembatalan akta notaris dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukumnya terhadap
kebatalan dan pembatalan akta notaris berdasarkan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan mencari solusi tentang
kebatalan dan pembatalan akta notaris dalam perspektif Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum
ini akan mempunyai manfaat bagi penulis dan orang lain. Adapun manfaat

yang diperoleh dari penelitian hukum ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang
berkaitan dengan pengembangan dibidang ilmu hukum. Manfaat teoritis

dari penulisan ini adalah sebagai berikut :



a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai
pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Perdata pada
umumnya, khusunya mengenai hukum perjanjian dan jabatan notaris.

b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi dan literatur
kepustakaan dibidang hukum perdata dalam kajian mengenai
kebatalan dan pembatalan akta notaris.

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan serta informasi
bagi pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang
berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini
sebagai berikut :

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan
jawaban atas permasalahan yang diteliti serta dapat memberikan
pemikiran bagi pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait degan
penelitian ini.

b. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangankan penalaran dan
membentuk pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan

penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh.

E. Kerangka Teori
Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis,

sebagaimana dikemukan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis



merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun
konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun
permasalahan.Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka
pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji mengunakan teori-teori hukum.
Konsep-konsep hukum, asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk
menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang
relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.*

Teori berasal dari kata theoria dimana dalam bahasa Latin artinya
perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata thea yang
artinya cara atau hasil pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu
bentuk kontruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia
jumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapatlah dikatakan kalau teori
adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelasan fenomena
alamiah.’

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta
memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan
penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah
yang di bahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-
penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk
penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga sebuah teori bisa
digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh

karena itu orang dapat meletakan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pendoman

4 Salim, HS, 2010, Perkembangan Teori Dalam IImu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, h.54.
5 1bid.



untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang
diajukan dalam sebuah masalah.
1. Teori Tanggung Jawab
Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang
menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang
telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk
memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas
kesalahannya maupun karena kealpaannya. Menurut Hans Kelsen dalam
teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang
bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau
bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia
bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang
bertentangan™® Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:’
“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum
disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang
sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras
kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki,
dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.
Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab

terdiri dari:®

® Hans Kelsen , sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, 2007, General Theori Of Law and
State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar limu Hukum Normatif Sebagai Ilmu
Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, h. 81.

" 1bid, h. 83.

8 Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutagin, 2006, Teori Hukum Murni
Nuasa dan Nusa Media, Bandung, h. 140.



o

Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung
jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu
bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh
orang lain;

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa
seorang  individu  bertanggungjawab  pelanggaran  yang
dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan
menimbulkan kerugian;

Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu
bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena

tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap

segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat

tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib

menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut,

dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada

2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu liability (the state of being

liable) dan responsibility (the state or fact being responsible).

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana liability

menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab gugat
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akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedagkan istilah

responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.®

Liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif,
meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti,
yang bergantung atau yang mungkin. Liability didefenisikan untuk
menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Liability juga merupakan
kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi
bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti
kerugian, ancaman, Kkejahatan, biaya atau beban, kondisi yang
menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera

atau pada masa yang akan datang.

Sedangkan responsibility berarti hal dapat
dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban dan termasuk putusan,
keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Responsibility juga berarti
kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan,
dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan

apapun yang telah ditimbulkannya.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan,
pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati
dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya

kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban,

® Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 337.
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sejalan dengan prinsip umum; “geen bevegdedheid zonder
verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la
sulthota bila mas-uliyat” (tidak ada kewenangan tanpa

pertanggungjawaban).°

2. Teori Kewenangan

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan
kewenangan sangatlah penting, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), kata “wewenang” memiliki arti hak dan kekuasaan untuk
bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan

melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.!

Istilah Wewenang digunakan dalam bentuk kata benda. Istilah
ini sering kali dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Istilah
wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah
“bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Dalam kepustakaan hukum
administrasi Belanda soal wewenang menjadi bagian penting dan bagian
awal dari hukum administrasi, karena obyek hukum administrasi adalah
wewenang pemerintah (bestuurbevoegdheid). Menurut Phillipus M.
Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan
dengan istilah bevoegheid. Perbedaan tesebut terletak pada karakter

hukumnya. Istilah bevoegheid digunakan dalam konsep hukum publik

10 HR. Ridwan, Op, Cit, h. 352.
11 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka, Jakarta, h. 1011.
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maupun dalam konsep hukum privat. Dan didalam hukum kita istilah
kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum
publik. Wewenang secara umum diartikan sebagai kekuasaan untuk

melakukan semua tindakan hukum publik.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan
perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi,

delegasi dan mandat.

a. Kewenangan atribusi
Pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang
kepada organ pemerintahan.

b. Kewenangan delegasi
Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada
oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah memperoleh
wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan
tata usaha Negara lainnya.

c. Kewenangan Mandat
Pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain
untuk mengambil keputusan atas namanya.

Dari ketiga sumber kewenangan diatas dalam pembahasan tesis
ini  menggunakan kewenangan delegasi dimana terjadinya suatu
pelimpahan wewenang oleh pemerintah secara atributif kepada badan
atau Jabatan Tata Usaha Negara Lainnya. komponen pengaruh

merupakan penggunaan wewenang dimaksud untuk mengendalikan
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prilaku subyek hukum, komponen dasar hukum bahwa wewenang itu
selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas
hukum, mengandung makna adanya standar wewenang (semua jenis
wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Dalam tulisan ini, konsep wewenang hanya di batasi pada
wewenang pemerintahan  (bestuurbevoegdheid). Ruang lingkup
wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang untuk
membuat keputusan pemerintahan (besluit), tetapi juga semua wewenang
dalam rangka melaksanakan tugasnya. Kewenangan memiliki kedudukan
yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan, dimana didalam
kewenangan mengandung hak dan kewajiban dalam suatu hubungan

hukum public.

Teori Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman
secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala
tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah
akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan
memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh

notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika
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terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para
pihak.?
Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

a. Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh
dilakukan;

b. Kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah
karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka
individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau
dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Pendapat kepastian hukum menurut Jan M. Otto menyatakan
bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu diantaranya;

a. Tersedianya aturan hukum yang jelas dan jernih, konsisten dan
mudah di peroleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan Negara.

b. Bahwa istansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-
aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat
kepadanya.

c. Bahwa mayoritas warga pada prinsip menyetujui muatan isi dan
karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan

tersebut.

12 Habib Adjie, 2008, Hukum notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, h. 37.

15



d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten
sewaktu mereka menyelesaiakan sengketa hukum.

e. Bahwa keputusan peradilan kongkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut
menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi
hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang
mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan
mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah
yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (realistic legal
certainly) yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara Negara
dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dan Undang-
Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara
putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya, untuk
kasus yang serupa yang telah diputuskan. Hukum pada hakikatnya adalah
sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud
konkrit, persepsi orang mengenai hukum itu beranekaragam, tergantung
dari sudut mana mereka memandang. Kalangan hakim akan memandang
hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuan

hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka,
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rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan
sebagainya. **

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa
dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara
normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti
karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak
menimbulkan keraguan- raguan (Multi tafsir) dan logis dalam artian ia
menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak
berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma.

Dalam hal notaris adalah pejabat umum yang berwenang
membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna, akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan
oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta
notaris. Bila akta notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta
notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada
(para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.

Dengan ketaatannya notaris menjalankan sebagian kekuasaan
Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan
masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta autentik yang
mempunyai  kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi

permasalahan.

13 peter Mahmud Marzuki, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, h. 158.
14 Habib Adjie, op. cit., h. 42.
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4. Teori Perjanjian

Teori perjanjian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1313 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian
adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap satu orang.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Purwahid Patrik
yang menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan yang terjadi sesuai
dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung
dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukkan
untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas
beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara
timbal balik.®

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa didalam
perjanjian terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Ada pihak-pihak, pihak disini adalah subjek perjanjian sedikitnya
dua orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang
melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh undang-
undang.

2. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan

suatu perundingan.

15 patrik Purwahid, 1988, Hukum Perdata 11, Undip, Semarang, h. 1-3.
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3.

4.

5.

Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan
para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan dan undang-undang.

Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa
prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak
sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa
perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai
ketentuan undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan
bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan
bukti yang kuat.

Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat

(Pasal 1320 KUHPerdata), yaitu:*®

1.

Sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kesepakatan mereka yang
megikatkan diri adalah asas yang esensial dari hukum perjanjian.
Asas ini dinamakan juga asas Konsensualime yang menentukan
adanya perjanian. Asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal
1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” para pihak untuk
saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri.

Kecakapan diperlukan untuk membuat suatu perjanjian. Mengenai
kecakapan, Subekti menjelaskan bahwa seseorang adalah tidak

cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-

18 1bid, h. 4.
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undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan
dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Yang tidak cakap
adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang
dewasa yang ditempatkan dibawah pengawasan, (curatele), dan
orang sakit jiwa.

3. Suatu hal tertentu. Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah objek
yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut harus jelas, setidak-
tidaknya dapat ditentukan. Jadi objek perjanjian, tidak boleh samar.
Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada
para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif.

4. Suatu sebab yang hala. Ini dimaksudkan bahwa isi perjanjian kredit
tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, yang bersifat
memaksa, mengganggu/melanggar ketertiban umum dan atau
kesusilaan.

Kedua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena
kedua syarat tersebut mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang
mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat
objektif karena mengenai objek dari perjanjian atau objek dari perbuatan
hukum yang dilakukan itu.!’

Teori perjanjian ini  untuk menentukan kebatalan dan

pembatalan dari suatu akta.

17 Subekti, R, 1991, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, h.1.
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F. Kerangka Konseptual
Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai
dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan
suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan
definisi operasional, dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa
kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.*®
Adapun konsep — konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Notaris

Di dalam Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan
Notaris di Indonesia (Reglement op het Notariat-ambt in Indonesie) telah
dirumuskan pengertian Notaris. Pasal 1 berbunyi:

“Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang
untuk mmbuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan, dan
ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang
umum atau yang dikehendakioleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan
terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan
akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan, dan Kkutipan-
kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu
undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-
pejabat atau orang-orang lain”.

Ada dua hal yang tercantum dalam pasal ini, yaitu kedudukan notaris

dan kewenanganya. Kedudukan notaris, dalam Pasal 1 Staatsblaad 1860 Nomor

18 Soejono Soekanto dan Sri Mamudi, 1995, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Raja Grafindo Persada ,Jakarta, h.7.
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3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Reglement op het Notariat-
ambt in Indonesie), yaitu sebagai Pejabat Umum. Pejabat Umum yaitu orang
yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang banyak.
Kewenangan notaris dalam ketentuan ini, yaitu untuk membuat akta autentik,
dan akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang berkepentingan.*®

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik
dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini, atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.?°

Dalam hukum Inggris, notars dikontruksikan sebagai:

“A notary Inggris (or notary public notary) of teh common law is a
public officer constituted by law to serve the public in non-contentious matters
usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney, and foreign and

international business”.

Notaris dalam definisi ini dikontruksikan sebagai Pejabat Publik, yang:

a. Yang dilantik menurut hukum
b. Kewenanganya untuk melayani masyarakat, yang berkaitan dengan

1) Tanah

2) Akta

3) Pembuatan surat kuasa, dan

4) Usaha bisnis asing dan internasional.

Notaris dikontruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum

merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani

kepentingan masyarakat secra keseluruhan. Kewenangan notaris yang dalam

19 Salim HS, 2018, Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta, h. 14.
20 pasal 1 angka 1 UUJN.
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bahasa Inggrisnya disebut dengan notary authory, sedangkan dalam bahasa
Belanda disebut dengan de notaris autoriteit merupakan kekuasaan yang
diberikan kepada notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya.
Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari notaris untuk melaksanakan
jabatannya. Kewenangan notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Kewenangan membuat akta autentik, dan

2. Kewenangan lainnya.

Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada
notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan lainny, selain yang telah
ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Jabatan Notaris. Seperti kewenangan membuat akta koperasi.?

Sedangkan para ahli hukum berpendapat Notaris adalah pejabat
umum yang dapat membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum
atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam
suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya
dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang
pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.??

2. Kebatalan dan Pembatalan
Kamus besar Bahasa Indonesia menyebutkan berbagai arti kata
“batal”. Diantaranya ialah bermakna tidak berlaku atau tidak sah. Seperti dalam

kalimat: “perjanjian itu dinyatakan batal”. Membatalkan artinya menyatakan

21 |bid, h. 15.
22http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-notaris-definisi-syarat.ntml  diakses  pada
tanggal 27 Februari 2019.
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batal (tidak sah), seperti dalam kalimat “mereka membatalkan perjanjian yang
pernah disetujui bersama. Oleh karena itu, pembatalan adalah proses, cara,
perbuatan, membatalkan.?

Dalam hukum perjanjian, batal demi hukum (nietig) merupakan istlah
untuk perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif (hal tertentu dan kausa
yang halal). Sedangkan dapat dibatalkan dimaksudkan untuk perjanjian yang
tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan). Berbeda dengan
keadaan yang dapat dibatalkan, keadaan batal demi hukum tidak memerlukan
permintaan dari para pihak. Walaupun begitu, menurur R. Subekti, jika suatu
perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, namun ada yang menggugat, maka
hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan tidak pernah ada suatu
perjanjian atau perikatan.?*

Perbedaan antara kebatalan dan pembatalan terletak pada ada atau
tidaknya permintaan suatu pihak. Menurur Wiirjono Prodjodikoro, dari berbagai
pasal dalam BW, terdapat dua jenis batal: pembatalan mutlak (absolute
nietigheid) dan pembatalan tak mutlak (relatief). Yang pertama, perjanjian
harus dianggap batal sejak semula dan terhadap siapapun juga meskipun tidak
diminta oleh suatu pihak, sedangkan yang kedua, pembatalan terjadi bila
diminta oleh orang-orang tertentu dan hanya berlaku terhadap orang tertentu.?
Akta Notaris

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan akta adalah:”suatu tulisan
yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu

peristiwa dan ditandatangani”.

23 http://kbbi.web.id, diakses pada tanggal 03 Maret 2019.
24 R. Subekti, 2005, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, h. 22.
25 Wirjono Prodjodikoro, 2000, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Cet. VIII, Bandung, Mandar Maju,
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Dalam Pasal 165 H.I.R bahwa Akta Otentik adalah :

“Akta Otentik, yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan
pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang
cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang
mendapatkan hak daripadanya, yaitu tentang segala hal yang disebut didalam
surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan
sahaja, tetapiyang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu

langsung berhubung dalam pokok akte itu’.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Tentang
Jabatan Notaris. Pengertian Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah
akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata

cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Akta notaris merupakan suatu akta otentik, dimana akta otentik adalah
akta yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu
hak atau perikatan, yang dibuat sejak semua dengan sengaja untuk

pembuktian.?®

Pengertian akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang
menyebutkan bahwa suatu akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan
Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang

ini.

% Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi Ke empat, Liberty,
Yogyakarta, h. 121.
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4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris. Notaris diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Jabatan Notaris, dan sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengaturan Jabatan
Notaris di Indonesia diatur dalam Reglement Op Het ambt in Indonesie
(Stb. 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam lembaran negara
tahun 1954 Nomor 101, Ordonantie 16 September 1931 tentang
Honorarium Notaris, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang
Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara Lembaran Negara Tahun
1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700, Undang-
Undang Nomor 8 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4379), dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

1949 Tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.?’

G. Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab

isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan

27 https://hasyimsoska.blogspot.com/2011/05/implentasi -undang-undang-no-30-tahun.html?m=1,
diakses pada tanggal 05 Maret 2019.
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argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan
masalah yang dihadapi.?®
Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini
menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut :
1. Metode Pendekatan
Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan
keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan
secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu
pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai
dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam
menjalankan penelitian.?® Dalam penelitian ini penulis mengunakan
metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang sudah ada sejalan dengan
pengamatan dilapangan penelitian, kemudian dikaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan acuan untuk
memecahkan masalah.
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan.
Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan
informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang coba dicari jawabanya.
Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum
diantaranya adalah sebagai berikut.*°

a. Pendekatan kasus (case approach)

28 peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian hukum, Kencana, Jakarta, h. 35.
2% Soejono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, h. 6.
30 Ibid, h. 93.
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b. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)
c. Pendekatan historis (historical approach)
d. Pendekatan perbandingan (comparative approach)

e. Pendekatan konseptual (conceptual approach)

Dalam pendekatan ini penulis menggunakan pendekatan
Undang-Undang (statute aproach). Pendekatan Undang-Undang
dilakukan dengan menelaah semua hukum yang sedang ditangani. Dalam
metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki, dan

asas-asas peraturan perundang-undangan.!

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk deskriptif
analitik, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku berkaitan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum
positif yang menyangkut permasalahan diatas. Dalam penelitian ini
penulis akan memberikan penjelasan sekaligus memberikan rekomendasi
solusi terhadap masalah yang dikaji yaitu tentang kebatalan dan
pembatalan akta notaris dalam preskriptif Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

31 1bid.
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Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui
wawancara. Diamati, dicatat untuk pertama kalinya. Data ini
merupakan data utama yang dipakai dalam penelitian. Penulis dalam
melakukan penelitian ini, mangacu pada Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan
atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan
Kode Etik Notaris

Data Sekunder

Yaitu data tambahan yang diperoleh dari bebagai sumber yang

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder ini

sifatnya sebagai data penunjang atau sebagai pendukung data primer.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat
autriatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-
undangan, catatan resmi atau risalah dalam perbuatan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahkan
hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah : Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi

tentang hukum meliputi buku-buku teks,, jurnal-jurnal hukum
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dan artikel serta bahan dari media internet dan sumber lainnya
yang memiliki korelasi untuk mendukung penulisan ini. Dalam
hal ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa
jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian hukum serta hasil
karya dari kalangan hukum termasuk artikel-artikel hukum di
internet.®?

c. Bahan hukum tersier, dalam hal ini penulis menggunakan bahan
hukum tersier berupa kamus-kamus hukum dan kamus bahasa
Indonesia.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas, yakni

data primer dan data sekunder, data ini diperoleh melalui kamus-

kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia dan lain sebagainya yang

masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data
Pada umumnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data,
yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan observasi, dan
wawancara atau interview®, Dalam penelitian ini pengambilan data
utama dari wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Penulis
mengumpulkan, membaca dan mengkaji dokumen, buku-buku teks,

peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, artikel-artikel, penelitian

32 | bid.
33 Soerjono Soekanto, op. cit., h.21.
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terdahulu, dan bahan pustaka lainnya berbentuk data tertulis yang erat
kaitannya dengan permasalahan yang dibahas untuk kemudian

dikategorikan menurut pengelompokkan yang tepat.

5. Metode Analisis Data

Analisis bahan hukum adalah langkah yang dilakukan penulis
untuk menganalisis berbagai bahan hukum yang telah dikategorisasikan
selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan atau isu hukum
yang diangkat penulis dalam penulisan ini. Analisa bahan hukum ini
digunakan untuk mengajukan argumentasi hukum untuk mencapai tujuan
penelitian hukum, sehingga diperlukan kegiatan penalaran hukum atau
legal reasoning. Dan disinilah letak kekuatan penelitian hukum. Dalam
penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deduksi. Metode
deduksi merupakan metode yang berpangkal dari pengajuan premis
mayor yang kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua
premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.®* Dalam hal ini
yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum Undang-Undang,
sedangkan pemis minor adalah fakta hukumnya yang kemudian dapat
ditarik suatu konklusi atau kesimpulan guna mendapatkan jawaban atas

rumusan masalah.

3 peter Mahmud Marzuki, op. cit., h. 47.
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H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan

meberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum, maka penulis

menjabarkannya dalam bentuk sitematika penulisan hukum yang terdiri dari 4

(empat) bab yang menjabarkan tiap-tiap bab yang terbagi dalam sub-sub bagian

yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan

hasil penelitian. Adapun penulis menyusun sistematika penulisan tesis adalah

sebagai berikut :

BAB |

BAB Il

BAB Il

: Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian,
Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian Hukum

dan Sistematika Penulisan.

: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis memaparkan tinjauan pustaka, terdiri dari
Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris, Tinjauan Umum Tentang
Kebatalan dan Pembatalan, Tinjauan Umum Tentang Jabatan
Notaris, Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Beserta Kajian Menurut

Hukum Islam.

: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis menguraikan pembahasan dan hasil

perolehan dan penelitian yang ada, maka bab ini penulis akan
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BAB IV

membahas tiga pokok permasalahan, yaitu pelaksanaan kebatalan
dan pembatalan akta notaris dalam perspektif Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Implikasi
hukumnya terhadap kebatalan dan pembatalan akta notaris, serta
hambatan dan solusi tentang kebatalan dan pembatalan akta
notaris dalam preskriptif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Jabatan Notaris.

: Penutup

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang
diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti,
serta saran yang dapat dikemukakan oleh penulis kepada para

pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini.
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BAB |1

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Akta Notaris

1. Pengertian Akta

Istilah akta merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu acta,
dalam bahasa Perancis disebut dengan acte, sementara dalam bahasa
Inggris, disebut dengan deed. Akta adalah surat atau tulisan. Dalam hukum
perancis, akta merupakan dokumen formal.

“suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat oleh seseorang
atau oleh pihak-pihak dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat
bukti dalam proses hukum”.

Dalam definisi ini, akta dikonstruksikan hanya berkaitan dengan
akta dibawah tangan, karna akta ini ditandatangani dan dibuat oleh
seseorang. Padahal akta, tidak hanya akta dibawah tangan, tetapi juga akta
otentik, yang dibuat dimuka dan dihadapan pejabat yang berwenang untuk
itu. Tujuan utama dari pernyataan ini adalah sebagai alat bukti dimuka
pengadilan.

Menurut Algra, ddk. Akta adalah:

“Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu

perbuatan hukum atau tulisan yang ditunjukkan untuk pembuktian

sesuatu’”’.
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Dalam definisi ini, akta dikontruksikan pada aspek penggunaanya.
Tujuan penggunaanya adalah sebagai bukti suatu perbuatan hukum.
Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang menimbulkan hak dan
kewajiban. Kelemahan definisi ini adalah melihat akta pada aspek
pembuktian semata-mata, padahal akta tidak hanya sebagai alat bukti,
tetapi sarana untuk memberikan kepastian hukum para pihak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, yang diartikan
dengan akta adalah:

“surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan,

keputusan, dan sebagainya) resmi yang dibuat menurut peraturan

yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat
pemerintah yang berwenang.

Ada empat unsur yang tercantum dalam pengertian ini, yaitu :

1. Surat tanda bukti;

2. Isinya pernyataan resmi;

3. Dibuat menurut peraturan yang berlaku;

4. Disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang
berwenang.

Surat tanda bukti merupakan, tulisan yang menyatakan kebenaran
suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Isi akta berupa pernyataan resmi,
artinya bahwa apa yang terulis dalam akta itu merupakan pernyataan yang
sah dari pejabat atau para pihak. Dibuat menurut peraturan yang berlaku

artinya bahwa akta yang dibuat dimuka pejabat atau dibuat oleh para pihak
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selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Misalnya, untuk membuat akta perkawinan, harus didasarkan kepada
Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan
pembuatan akta kelahiran didasarkan pada Pasal 4 s.d Pasal 16 KUH
Perdata, dan berbagai Stb (Lembar Negara) yang telah dikeluarkan oleh
Pemerintah Hindia Belanda (sekarang pembuatan akta Kkelahiran
didasarkan pada UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan).

Pada prinsipnya, akta tidak hanya dibuat oleh notaris, tetapi juga
oleh pejabat pemerintah lainnya, seperti akta perkawinan dibuat oleh
Kantor Urusan Agama, akta kelahiran dibuat oleh Kantor Catatan Sipil.
Pengertian disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat yang
berwenang adalah bahwa akta yang dibuat itu, terutama akta dibawah
tangan, disaksikan dan dinyatakan benar atau asli oleh notaris atau pejabat
yang berwenang untuk itu.

Definisi akta yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
hanya dikonstruksikan sebagai akta dibawah tangan, karena pernyataan itu
disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang
berwenang. Dalam realitasnya, akta itu tidak hanya akta dibawah tangan,
tetapi juga akta otentik. Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh atau
dihadapan pejabat yang berwenang.

Menurut Salim HS, dkk. Ketiga definisi akta sebagaimana disajikan

diatas, kurang lengkap, karna yang ditonjolkan hanya pada akta dibawah
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tangan dan penggunaanya. Oleh karena itu, ketiga definisi diatas perlu
disempurnakan sehingga menurut hemat penulis, yang diartikan dengan
akta adalah:
“surat tanda bukti tertulis, yang berisi pernyataan resmi dari para
pihak maupun dimuka dan dihadapan pejabat yang berwenang
untuk itu, yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”.
Unsur-unsur akta dalam definisi ini, meliputi :
1. Surat tanda bukti tertulis
2. Berisi pernyataan resmi para pihak maupun dimuka dan dihadapan
pejabat
3. Pembuatan dan penyusunanya didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku
Dari ketiga unsur diatas, maka yang perlu dijelaskan hanya
berkaitan dengan pernyataan resmi para pihak maupun pernyataan para
pihak dimuka dan dihadapan pejabat yang berwenang, sedangkan unsur
satu dan ketiga telah dijelaskan diatas. Penyataan resmi para pihak adalah
bahwa apa yang tertulis dalam akta itu merupakan pernyataan dan
kehendak dari para pihak secara bersama-sama. Pernyataan dan kehendak
para pihak ini dituangkan dalam bentuk akta dibawah tangan. Pernyataan
resmi para pihak dimuka dan dihadapan pejabat yang berwenang,
merupakan pernyataan para pihak yang dinyatakan kepada pejabat yang

berwenang untuk itu. Pernyataan ini dituangkan dalam bentuk akta otentik,
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baik akta otentik yang dibuat oleh pejabat maupun dibuat oleh para pihak
dihadapan pejabat. Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah

notaris dan pejabat lainnya.*®

2. Pembagian Akta-Akta
Pada dasarnya, akta dibagi menjadi dua jenis, yaitu akta
dibawah tangan, dan akta autentik.
a. Akta Dibawah Tangan
Akta dibawah tangan lazim disebut dengan onder hands.
Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak,
tanpa perantaran seorang pejabat. Akta ini dapat dibagi menjadi 3
(tiga) jenis, yaitu :
1) Akta dibawah tangan dimana para pihak menandatangani
kontrak itu diatas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum);
2) Akta dibawah tangan yang didaftar (waarmerken) oleh
notaris/pejabat yang berwenang;
3) Akta dibawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris/pejabat yang

berwenang.

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b UUJN, istilah yang
digunakan untuk akta dibawah tangan yang dilegalisasi adalah akta
dibawah tangan yang disahkan, sementara akta dibawah tangan yang

didaftar (waarmerken) adalah dibukukkan. Akta dibawah tangan

% salim HS, dkk, 2007, Perancangan kontrak dan memorandum of Understanding (MoU),
Sinar Grafika, Jakarta. H. 29-31.
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yang disahkan merupakan akta yang harus ditandatangani dan
disahkan didepan notaris/pejabat yang berwenang. Makna dilakukan

pengesahan terhadap akta dibawah tangan adalah:

1) Notaris menjamin bahwa benar orang yang tercantum namanya
dalam kontrak adalah orang yang menandatangani kontrak;
2) Notaris menjamin bahwa tanggal tanda tangan tersebut

dilakukan pada tanggal yang disebutkan dalam kontrak.

Akta dibawah tangan yang dibukukkan (gawaarmeken)
merupakan akta yang telah ditandatangani pada hari dan tanggal
yang disebut dalam akta oleh para pihak, dan tanda tangan tersebut
bukan didepan notaris/pejabat yang berwenang. Makna akta di
bawah tangan yang dibukukkan adalah bahwa yang dijamin oleh
notaris adalah bahwa akta tersebut memang benar telah ada pada

hari dan tanggal dilakukan pendaftaran/pembukuan oleh notaris.
Akta dibawah tangan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:*’

1) Dibuat sendiri, tidak dihadapan yang berwenang;

2) Tidak ada kepastian tanggal;

3) Tidak ada kepastian siapa yang menandatangani ataupun
identitas;

4) Isi akta belum tentu mengenai hal yang tidak dilarang oleh

suatu hal peraturan atau perundang-undangan;

% bid, h. 31.
87 Freddy Harris dan Leny Helena, 2017, Notaris Indonesia, Lintas Cetak Djaja, Jakarta, h. 62.
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5) Orang harus membuktikan kebenaran isi akta tersebut;

6) Rahasia tidak terjamin kerahasiannya.

b. Akta Autentik

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan
Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-
undang ini.

Dalam Al-Quran Surat Al Bagoroh ayat 282 telah
menerangkan bahwasannya dalam suatu perjanjian hendaknya
dicatatkan oleh yang berwenang untuk menulis, artinya penulis
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah notaris.

Akta autentik, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan
authentic deed, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan
authentieke akte van, diatur di dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan
berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.®

Secara konseptual, pengertian akta autentik tercantum dalam
berbagai peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam

kamus, baik kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta autentik

merupakan:

38 Salim HS, 2016, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris,
Bentuk, dan Minuta Akta), Edisi 1, Cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta, h.17.

%9 1bid.
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“akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang
berwenang membuat akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh

undang-undang”.

Dalam definisi ini, pejabat yang berwenang untuk membuat
akta autentik, yaitu pegawai umum. Namun, dalam definisi ini tidak
jelas kriteria pegawai umum. Pegawai umum tidak hanya notaris,
tetapi juga panitera, pejabat lelang negara dan lain-lain.

Pengertian akta autentik tercantum di dalam Pasal 1868 KUH
Perdata. Akta autentik adalah :

“suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan

undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang

berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”.

Apabila dikaji definisi ini, maka ada tiga unsur akta autentik,
yang meliputi:

a. Dibuat dalam bentuk tertentu;
b. Dihadapan pejabat yang berwenang;
c. Tempat dibuatnya akta.

Akta dalam bentuk tertentu merupakan akta autentik yang
telah ditentukan bentuknya, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, seperti awal akta, badan akta dan penutup
akta. Maksud di hadapan di pejabat yang berwenang adalah bahwa
akta autentik itu harus dibuat pejabat tersebut. Pejabat yang

berwenang merupakan pejabat yang diberikan hak dan kekuasaan
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untuk membuat akta autentik. Pejabat yang berwenang membuat
akta adalah notaris, PPAT, pejabat lelang, pengadilan, dan lain-lain.
Tempat dibuatnya akta merupakan tempat dilakukanya perbuatan
hukum, yang berkaitan dengan pembuat akta. Misalnya, akta itu
dibuat di Mataram, maka tempat perbuatan hukum itu dilakukan,

yaitu Mataram.*°
Akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:*!

1. Akta notaris adalah akta yang dibuat oleh dan dihadapan yang
berwenang untuk itu;

2. Ada kepastian tanggalnya;

3. Ada kepastian siapa yang menandatangani, dan identitas;

4. Notaris telah menasihatkan sebelum akta dibuat, tantang legalitas
isi akta;

5. Jika ada penyangkalan maka dia harus membuktikan;

6. Akta notaris harus dirahasiakan oleh notaris.

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris, tidak ditemukan pengertian akta otentik, namun yang ada, yaitu

pengertian akta notaris. Akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah :

40 |bid.
41 Freddy Harris dan Leny Helena, op. cit., h. 62.
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“Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan

tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.

Dalam konstruksi ini, akta autentik merupakan salah satu jenis akta notaris.
Ini berarti bahwa masih ada akta yang lainnya, selain akta autentik yang

dibuat oleh notaris, seperti akta relaas dan akta partij.
1) Pembagian Akta Notaris

Jenis akta Notaris terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Akta Relaas dan Akta

Partij.

a) Akta Relass

Salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta berita
acara. Istilah berita acara berasal dari bahsa Inggris, yaitu deed a
minutes atau minutes of deed, sedangkan dalam bahasa Belanda
disebut dengan das protokoll der.  Namun, dalam praktik
kenotariatan, maka istilah yang sering digunakan, yaitu akta relaas.
Akta relaas, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan deed relaas,
sedangkan dalam bahasa Belandanya disebut dengan daad relaas
atau akte relaas mempunyai hubunganya dengan uraian dari notaris
tentang apa yang dilihat dan disaksikannnya. Algra mengartikan

relaas sebagai:*?

42 salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan
Minuta Akta), op. cit, h.89.
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“Berita acara (proses verbaal) dari pegawai penyidik, relaas

pendaftaran dari suatu akte pencantuman”.

Dalam kosntruksi ini, tidak tampak definisi tentang akta
relaas. Relaas dalam definisi ini diartikan sebagai berita acara.

Berita acara diartikan sebagai:

“Catatan laporan yang dibuat oleh polisi atau pejabat lain mengenai
waktu terjadi, tempat, keterangan dan petunjuk lain mengenai suatu

perkara atau peristiwa”.

A.A. Andi Prayitno menyajikan pengertian akta relaas.

Mengemukakan bahwa akta relaas adalah:

“Mencatat segala peristiwa apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan

dari pelaksanaan jalannya rapat atau acara yang diliput”.

G.H.S. Lumbun Menyajikan pengertian akta relaas atau akta

berita acara. Akta relaas atau berita acara adalah:

“Berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas
permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak

dituangkan ke dalam bentuk akta notaris”.

Unsur-unsur akta relaas dalam definisi ini, yaitu berisi uraian

tentang:

1. Yang dilihat;
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2. Disaksikan; dan
3. Atas permintaan pihak.

b) Akta Partij

G.H.S. Lumbun Tobing mengartikan akta Partij atau akta pihak

yaitu:*

“Berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diceritakan di
hadapan notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya

dituangkan dalam bentuk akta notaris”.
Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini, meliputi:

1. Berisi uraian atau keterangan;
2. Adanya para pihak;
3. Diceritakan di hadapan notaris; dan

4. Adanya keinginan agar dibuatkan dalam bentuk akta notaris.

G.H.S Lumbun Tobing menggunakan istilah akta pihak, namun
definisinya difokuskan pernyataan para pihak. Kata pihak dalam konsep
bahasa Indonesia diartikan sebagai satu dari dua orang. Dengan
demikian, pihak berarti satu orang, sedangkan dalam lalu lintas hukum,
terutama dalam bidang hukum kontrak, bahwa pihak terdiri dari dua
orang atau lebih. Sehingga, cenderung menggunakan istilah akta para
pihak. Pertimbangannya, karena di dalam akta ini, memuat tentang

klausula-klausula yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau

“3 Ibid, h.105.
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lebih. Akta para pihak, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan deed
of the parties, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan acte van

de partijen terdiri dari dua suku kata, yaitu:

1. Akta; dan

2. Para pihak.

Akta dikonstruksikan sebagai surat tanda bukti. Para pihak,
yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan the parties, sedangkan dalam

bahasa Belanda disebut dengan de partijen. The parties diartikan sebagsi:

“Are those with whom the deed or contract is actually made or

entered into”

Parties dalam definisi diatas, diartikan sebagai mereka yang
sebenarnya akan membuat akta atau memasuki suatu kontrak. Konsep
mereka diartikan antara dia dengan orang lainnya. Ini berarti ada dua

orang atau lebih.

Dari uraian diatas, maka istilah digunakan, yaitu akta para

pihak. Akta para pihak dikonsepkan sebagai:

“Surat tanda bukti yang dibuat di muka dan di hadapan notaris, yang
memuat kehendak dan pernyataan para pihak atau penghadap yang

dituangkan dalam bentuk akta notaris”.

Unsur-unsurnya, meliputi:
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1. Adanya surat tanda bukti;
2. Dibuat di muka dan di hadapan notaris; dan
3. Adanya kehendak dan pernyataan para pihak.

Pembuatan akta notariil menurut hukum islam, berkaitan dengan
kebatalan dan pembatalan akta notaris dihubungkan dengan pembuatan
akad dalam hukum islam salah satunya ijab-gabul, ijab gabul adalah suatu
perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam
berakad diantara dua orang atau lebih sehingga terhindar atau keluar dari
satu ikatan yang tidak berdasarkan syara’.

Dalam Islam, perjanjian (agad) secara harfiah berarti ikatan atau
peraturan yang dipergunakan dalam arti janji dan juga segala yang
menunjukkan ikatan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu
baik sesuai dengan hukum maupun tidak. Lebih lanjut sebagaimana
dikemukakan oleh Ahmad Abu Al-Faht yang dikutif oleh Syamsul Anwar,
agad didefinisikan sebagai tempat bertemunya gabul (penerima) dengan
ijjab (penawaran) yang menimbulkan akibat hukum. Perjanjian dalam
hukum islam juga diartikan sebagai suatu cara untuk mendapatkan hak
milik yang sah atau cara memindahkan hak milik. Perjanjian juga
dipergunakan untuk mewujudkan hubungan yang sah antara para pihak.

Secara etimologi (bahasa), agad mempunyai beberapa arti, antara

lain:**

4 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.
13.
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a. Mengikat (ar-Aabthu), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan
mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung
dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.

b. Sambungan (Aqdatun), vyaitu: sambungan yang menjadi
memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

c. Janji (Al-Ahdu) sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. ali-Imran
3:76), yang artinya sebenarnya siapa yang menepati janji dan
bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang

yang bertakwa.

3. Fungsi Akta Notaris
Akta Notaris atau akta autentik merupakan akta kekuatan
pembuktian yang sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang
berwenang. Ada 3 (tiga) kekuatan pembuktian akta autentik, yaitu
kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan
pembuktian materiil, yaitu:*

a. Kekuatan Pembuktian Lahir
Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan
dirinya sebagai akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1875
KUH Perdata. Kemampuan ini tidak dapat diberikan kepada akta yang
dibuat dibawah tangan. Karena akta yang buat dibawah tangan baru

berlaku sah apabila semua pihak yang menandatanganinya mengakui

45 Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan
Minuta Akta),, op. cit., h.29.
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kebenaran dari tanda tangan itu, atau apabila dengan cara yang sah
menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang
bersangkutan. Apabila suatu akta kelihatan sebagai akta autentik,
artinya dari kata-katanya yang berasal dari seseorang pejabat umum
(notaris) maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta
autentik.

Pembuktian lahiriahn (Uiwendige bewijskracht). Bahwa dari
bentuk lahiriah tampak luar sebuah akta diakui otentik karena sesuai
dengan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (acta publica
probant seseipsa). Aturanya ditentukan dalam Pasal 38 dan 43

UUJN.*6

Pasal 38 UUJN

(1) Setiap akta terdiri atas:
a. Awal akta atau kepala akta;
b. Badan akta; dan
c. Akhir atau penutup akta.
(2) Awal akta atau kepala akta memuat:
a. Judul akta;
b. Nomor akta;
c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan

d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

46 Freddy Harris dan Leny Helena, op.cit., h. 66.

49



(3) Badan akta memuat:

a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,
pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap
dan/atau yang mereka wakili;

b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak
yang berkepentingan; dan

d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan,
jabatan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup akta memuat:

a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);

b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan
atau penerjemahan akta jika ada;

c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam
pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang
dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta
jumlah perubahanya.

(5) Akta notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, selain

memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),
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dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan

pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Pasal 42 UUJN

(1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia

(2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan
dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi
akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.

(3) Jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa
asing.

(4) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
notaris wajib menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

(5) Apabila  notaris  tidak  dapat menerjemahkan  atau
menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan
oleh seorang penerjemah resmi.

(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap sisi akta
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan
adalah akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

b. Kekuatan Pembuktian Formal
Dalam arti formal, akta itu membuktikan kebenaran dari apa
yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan
oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.
Dalam arti formal terjamin:

a. Kebenaran tanggal akta itu;
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b. Kebenaran yang terdapat dalam akta itu;
c. Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir; dan

d. Kebenaran tempat dimana akta dibuat.

Pembuktian formal (formele bewijskracht). bahwa notaris
menjamin kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun,
pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan
tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa
yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita
acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap
(pada akta pihak), sebagaimana kewenangan notaris yang diatur dalam

Pasal 15 ayat (1) UUIN.*

Jika secara formil dipermasalahkan otentisitasnya oleh para
pihak, maka harus dibuktikan dari formalitas akta, yaitu harus dapat
membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul
menghadap, membuktikkan ketidakbenaran mereka yang menghadap,
membuktikan ketidakbenaran apa yang mereka lihat, disaksikan dan
didengar oleh para notaris, juga harus dapat membuktikan
ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang
diberikan/disampaikan dihadapan notaris, dan keaslian tanda tangan
para pihak, saksi, dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta

yang tidak dilakukan. Bahwa pihak yang mempermasalahkan akta

47 1bid, h. 68.
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tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek

formil dari akta notaris.

c. Kekuatan Pembuktian Materiil

Isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang.
Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, Pasal
1871, dan Pasal 1875 KUH Perdata. Isi keterangan yang termuat dalam
akta itu berlaku sebagai yang benar diantara para pihak dan para ahli
waris serta para penerima hak mereka.

Apabila akta itu dipergunakan di muka pengadilan, maka sudah
dianggap cukup bagi hakim tanpa harus maminta alat bukti lainnya
lagi, karena akta itu dibuat secara tertulis, lengkap para pihaknya,
objeknya jelas, serta tanggal dibuatnya akta.

Fungsi atau manfaat akta otentik, yang dalam Bahasa Inggris
disebut dengan the benefits of dees authentic, sedangkan dalam bahasa
Belanda disebut dengan wet uitkeringen authentiek berkaitan dengan
kegunaan atau keuntungan dari akta autentik. Manfaat itu, meliputi:

1. Menentukan secara jelas hak dan kewajiban;

2. Menjamin kepastian hukum;

3. Terhindar dari terjadinya sengketa;

4. Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh; dan

5. Pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa

yang diberitahukan para pihak kepada notaris.
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Habib Adjie mengemukakan tiga manfaat akta notariil atau
akta autentik, yang meliputi:

1. Bagi para pihak yang membuat perjanjian secara akta notariil
ialah mendapatkan kepastian hukum yang pasti dari apa yang
dituliskan dalam akta notariil tersebut.

2. Memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian
karena apabila salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak
lainnya, maka, pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat
menuntut dengan berdasarkan akta notariil tersebut; dan

3. Dalam hal pembuktian, akta notariil mempuyai pembuktian yang
sempurna. Kesempurnaan akta notariil sebagai alat bukti, maka
harus dilihat apa adanya tidak perlu atau dinilai atau ditafsirkan
lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.

Apabila diperhatikan pendapat yang dikemukakan oleh Habib
Adjie, maka ada tiga manfaat akta, yaitu:
1. Kepastian hukum;
2. Rasa aman bagi para pihak; dan

3. Sebagai alat bukti.

Pembuktian materiil (materiele bewijskracht). keterangan atau
pernyataan yang dituangkan dalam akta pejabat (akta berita acara) atau
keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan notaris (akta pihak)
dan para pihak harus dinilai benar sebagai kejadian sebenarnya yang

diinginkan dan kemudian dituangkan dalam akta. Jika ada yang
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menyangkut maka secara materi hal tersebut bukan tanggung jawab

notaris namun menjadi tanggung jawab para penghadap sendiri.*?

Terpenuhinya tiga syarat tersebut secara lahiriah, formil dan
materiil, suatu akta otentik mempunyai kepastian sebagai fakta yang
sebenarnya, menjadi bukti yang sah (mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna) diantara para penghadap dan para ahli warisnya serta

penerima hak mereka.
Pasal 41 UUJN

“Pasal 41 pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan akta hanya

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan”.

Ketiga pembuktian diatas merupakan syarat kesempurnaan akta
otentik, jika dapat dibuktikan dalam suatu pengadilan bahwa salah satu
atau keseluruhan pembuktian tersebut tidak benar, maka akta yang
bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta

dibawah tangan saja.

4. Syarat — Syarat Sahnya Akta Notaris
Syarat-syarat akta autentik, yang dalam bahasa Inggris disebut
dengan the terms of the deed of authentic, sedangkan dalam bahasa

Belanda disebut dengan de voorwaarden van de akte van authentic,

“8 Ibid, h. 69.
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yaitu berkaitan dengan hal-hal yang harus ada supaya suatu disebut akta
autentik. Secara yuridis, syarat akta autentik telah ditentukan dalam:*°
a. KUH Perdata; dan
b. Undang-Undang Jabatan Notaris, yang disebut UUJN.
Di Pasal 1868 KUH Perdata ditentukan tiga syarat suatu disebut
akta autentik, yang meliputi:
a. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan)
seorang pejabat umum;
b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-
undang; dan
c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus
mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.
Di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
tentang Jabatan Notaris telah ditentukan tiga syarat suatu akta disebut
akta autentik, yang meliputi:
1. Dibuat oleh atau dihadapan notaris;
2. Bentuknya ditentukan dalam undang-undang; dan
3. Tata caranya juga ditentukan dalam undang-undang.
Philipus M. Hadjon mengemukakan dua syarat suatu akta

disebut akta autentik, yang meliputi:

49 Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan
Minuta Akta),, op. cit., h.28-29.
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1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya
baku), dan

2. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum.

Di samping itu, C.A. Kraan mengemukakan lima ciri akta
autentik, yang meliputi:

1. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan
bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di
dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
Tulisan  tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya
ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.

2. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari
pejabat yang berwenang;

3. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi, ketentuan
tersebut mengatur tata cara pembuatanya (sekurang-kurangnya
memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya
akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan pejabat yang
membuatnya data di mana dapat diketahui mengenai hal-hal
tersebut);

4. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat
dan pekerjaan yang mandiri seta tidak memihak dalam
menjalankan jabatannya; dan

5. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat

adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.
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B. Tinjauan Tentang Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris
1. Pengertian Tentang Kebatalan dan Pembatalan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan berbagai arti kata
“batal”. Diantaranya ialah bermakna tidak berlaku atau tidak sah.
Seperti dalam kalimat: "perjanjian itu dinyatakan batal”. Membatalkan
artinya menyatakan batal (tidak sah), seperti dalam kalimat: “mereka
membatalkan perjanjian yang pernah disetujui bersama”. Oleh karena
itu, pembatalan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan.>°

Batal berasal dari bahasa Arab bathala-yabthulu-bathlan wa
buthuulan wa buthlaanan. Artinya, hilang, rusak dan rugi. Seperti
dalam kalimat: “dzahaba dhiya’an wa khusnan”. Batal juga berarti
kebalikan dari benar (al-bathilu nagidhu al-hag). Makna lainnya ialah:
“laa yakuunu shahihan biashlihi wa maa ya’tadii bihi wa laa yufidu
syaian”.

Sedangkan menurut ushuliyyun (para ahli ilmu ushul fikih),
batal ialah suatu keadaan yang tidak sah. Sehingga manfaat yang dituju
atau yang diinginkan tidak tercapai. Faidah yang hendak dicapai
tersebut seperti peralihan hak milik. Batal terbagi atas dua maksud. Bila
mengenai ibadah artinya tidak memadai dan belum melepaskan
tanggung jawab serta belum menggugurkan kewajiban. Sedangkan
dalam muamalah, artinya tidak tercapai manfaat yang diharapkan

darinya secara hukum.

50 http://kbbi.web.id/, di akses pada tanggal 20 Maret 2019.
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Dalam khazanah hukum Indonesia, Habieb Adjie mengutip
Herlien Budiono menyebutkan bahwa:

Manakala undang-undang hendak menyatakan tidak adanya
akibat hukum, maka dinyatakan dengan istilah sederhana ‘“batal”,
tetapi adakalanya menggunakan istilah ‘batal dan tidak berharga’
(Pasal 879 KUHPerdata) atau “tidak mempunyai kekuatan” (Pasal
1335 KUHPerdata). Penggunaan istilah-istilan tersebut cukup
membingungkan karena adakalanya istilah yang sama hendak
digunakan untuk pengertian yang berbeda untuk ‘batal demi hukum’
atau ‘dapat dibatalkan’. Pada Pasal 1446 KUHPerdata dan seterusnya
untuk menyatakan batalnya suatu perbuatan hukum, kita temukan
istilan ‘batal demi hukum’, ‘membatalkan’ (Pasal 1449 KUHPerdata),
‘menuntut pembatalan’ (Pasal 1450 KUHPerdata),” pernyataan batal’
(Pasal 1451-1452 KUHPerdata), ‘gugur’ (Pasal 1545 KUHPerdata),
dan ‘gugur demi hukum’ (Pasal 1553 KUHPerdata).

Dalam hukum perjanjian, batal demi hukum (nietig) merupakan
istilah untuk perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif (hal
tertentu dan kausa yang halal). Sedangkan dapat dibatalkan
dimaksudkan untuk perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif
(kesepakatan dan kecakapan). Berbeda dengan keadaan yang dapat
dibatalkan, keadaan batal demi hukum tidak memerlukan permintaan
dari para pihak. Walaupun begitu, menurut R. Subekti, jika suatu

perjanjian sudah tidak memenuhi syarat objektif, namun ada yang

59



menggugat, maka hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan
tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

Mengutip pendapat Marjanne Termorshizen dan A van den End,
M. Yahya Harahap, menerangkan bahwa istilah batal demi hukum
berasal dari van rechtswege nietig (nietigheid ex tunc atau legally void,
null and void, void by operation of law, void ipso jure), yang artinya
adalah sesuatu hal yang tidak sah sejak semula. Berbeda halnya dengan
dapat dibatalkan (vernietigbaar, voidable), sesuatu tersebut dapat
dinyatakan tidak sah, dapat juga sebaliknya. Persetujuan atau hal,
keadaan dan produk itu dianggap tetap berlaku sah sampai ada putusan
hakim yang menyatakan tidak sah.

Perbedaan antara kebatalan dan pembatalan terletak pada ada
atau tidaknya permintaan suatu pihak. Menurut Wirjono Prodjodikoro,
dari berbagai pasal dalam BW, terdapat dua jenis batal: pembatalan
mutlak (absolute nietigheid) dan pembatalan tak mutlak (relatief). Yang
pertama, perjanjian harus dianggap batal sejak semula dan terhadap
siapapun juga meskipun tidak diminta oleh suatu pihak, sedangkan
yang kedua, pembatalan terjadi bila diminta oleh orang-orang tertentu
dan hanya berlaku terhadap orang tertentu.

Tan Thong Kie menjelaskan bahwa Kebatalan (nietigheid)
disebut juga batal absolut atau batal demi undang-undang, sedangkan
Pembatalan (vernietiging) dapat menyebabkan suatu akibat yang dapat

membatalkan atas permintaan pihak. Lebih lanjut dijelaskan bahwa
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terdapat tiga perbedaan antara keduanya. Pertama, batal absolut tidak
dapat dikuatkan, sedangkan yang batal relatif dapat dibatalkan, Kedua,
tindakan yang batal absolut tidak menjadi suatu alasan atau dasar (titel)
untuk memperoleh kadaluarsa, sedangkan batal relatif sebaliknya,
Ketiga, hakim karena jabatannya tidak memperhatikan tindakan yang
batal demi undang-undang, ia hanya memerhatikan kebatalan relatif
apabila ada suatu pihak yang mengajukan permintaan untuk itu.®*
Penelitian ini berpegang pada pendapat Wirjono Prodjoikoro
dan Tan Thong Kie, bahwa kebatalan merujuk kepada maksud batal

demi hukum, sedangkan pembatalan untuk yang dapat dibatalkan.

C. Tinjauan Tentang Jabatan Notaris

1. Sejarah Notaris di Indonesia

Di Indonesia peraturan mengenai notaris dicantumkan dalam
“Reglement of hat Notarisambt” dari tahun 1860 (Stb. 1860 No. 3). Di dalam
“Reglement of het Notrisambt” di Indoenesia di dalam Pasal 1 diadakan juga
ketentuan yang sama mengenai kedudukan dan fungsi notaris seperti tersebut
dalam Pasal 1 dari “De wet op het Notarisambt” di Nederland, hanya ada

perbedaan sedikit dalam redaksinya.

Sejarah notariat di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah notariat di

Nederland dan Perancis, karena bersumber pada Hukum Notariat di

51 Abdil Baril Basith, Kebatalan dan Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya (Analisis
Terhadap Poligami Lebih dari Empat), Mahkamah Agung Republik Indonesia (Pengadilan
Agama Talu Kelas 1), tanggal 17 Maret 2017.
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Nederland atas dasar azas concordantie, sedangkan yang tersebut belakangan
ini mengoper ketentuan-ketentuan dari Hukum Notariat di Perancis. (Loi

organique du notariat).

Apa yang tersebut dalam pasal dari ketiga perundang-undangan
mengenai Notariat itu (Perancis, Nederland, Indonesia) adalah penting,

karena merupakan pokok dari kedudukan dan fungsi Notaris.

Di Indonesia, yang pertama kali diangkat sebagai Notaris ialah
Melchior Kerchem, Sekretaris dari College van schepenen pada tanggal 27
Agustus 1620 sesudah didirikannya kota “Jakarta” pada tanggal 4 Maret 1621
sebagai ibukota dari Oost Indische Compagnie. Intruksi mengenai tugas dan
wewenangnya dicantumkan dalam surat pengangkatanya. Dengan singkat
disebutkan bahwa ia ditugaskan menjabat jabatan “Notarius publicus” dalam
wilayah kota Jacatra, dan untuk kepentingan publik di wilayah itu membuat
akte-akte, surat-surat dan lain-lainnya serta mengeluarkan salinan-salinanya.
Selanjutnya ditugaskan kepadanya untuk menjalankan jabatannya sesuai
dengan sumpah kesetiaan, dengan kewajiban secara jujur dan tidak ada
penyelewengan membuat semua alat-alat (bukti) dan akte-akte notaris, serta
mencatatnya dalam buku tertentu, selanjutnya berbuat segala sesuatu yang

baik yang patut diharapkan dari seoarang notaris.

Lima tahun kemudian sesudah jabatan notaris publicus dipisahkan
dari Sekretaris Pengadilan, maka pada tanggal 16 Juni 1625 ditetapkanlah

“Intruksi untuk para notaris” yang pertama di Indonesia (Hindia Belanda).
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Intruksi ini yang hanya terdiri dari sepuluh pasal, antara lain menetapkan
bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan
kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akte-akte

kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.

Sesudah pengangkatan notaris pertama oleh Gubernur Jendral Jan
Pieterszoon Coen, maka kemudian jumlah notaris dalam kota Jakarta
ditambah berhubung dengan dirasakannya kebutuhan akan pejabat ini.
Sementara itu diluar kota Jacatra timbul juga kebutuhan akan notaris, maka
diangkatlah Notaris-notaris di “pos-pos luar” oleh penguasa-penguasa
setempat. Dengan demikian, maka mulailah notariat berkembang di wilayah

Hindia Belanda dulu.

Pada tahun 1795 Pengurus dari Vareenigde Oost Indische
Compagnie (VOC) dihapuskan dan diganti dengan Committee untuk urusan
dagang dan harta benda di Hindia Timur. VOC dihapuskan dan pengurusan
serta pemimpinan dari kolonial beralih ke tangan Negara ialah bataafsche
Republiek (1795-1806), tetapi baru pada tahun 1800, VOC telah betul-betul
bubar, baik dan utang-utangnya dioper oleh Bataafsche Republiek. Dengan
demikian maka yang berkuasa tidak lagi suatu perusahaan dagang dengan
nama Vereenigde Oost Indische Compagnie atau VOC melainkan negara

dengan nama Bataafsche Republiek.
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Sementara itu Bataafsche Republiek di Nederland berubah menjadi
“Koningrijk Holland” (Kerajaan Belanda) dibawah Raja Lodewijk Napoleon,

saudara dari Napoleon Bonaparte.

Peperangan yang terjadi antara Nederland dan Perancis disatu
pihak dan di negara Inggris dilain pihak (1795-1881) berakhir bahwa
kekuasaan di Nusantara kita, termasuk jawa beralih kepada Inggris.
Kekuasaan ini dipulau jawa berlaku mulai tahun 1811 sampai 1816. Tetapi
selama itu notariat yang terbanyak dijlankan dipulau jawa tidak mengalami

perubahaan.

Sesudah kekuasaan Inggris berakhir, maka kekuasaan kepulauan
kita kembali lagi kepada Pemerintah Belanda. Gubernal Jenderal pertama
yang diangkat oleh Koningrijk Holland (Lodewijk Napoleon) adalah Mr.
Herman Willem Daendels, yang dikalangan bangsa kita dikenal sebagai
penguasa yang keras dan kejam, antara lain terkenal sebagai yang membuat
jalan dari ujung barat sampai ujung timur pulau Jawa untuk kepentingan
pertahanan, dan dikenal sebagai jalan Daendels. la diberi kekuasaan penuh
untuk membuat Undang-Undang, peraturan-peraturan dan ordonansi-
ordonansi yang dianggap perlu untuk kepentingan kerajaan dan tanah-tanah
jajahan di Asia. Yang penting diketahui, ialah bahwa meskipun perubahan-
perubahan dalam Pemerintahan, mulai dari zaman V.O.C, Bataafsche
Republiek, Kerajaan Belanda, Penguasaan Inggris, lalu kembali lagi ke

kekuasaan Nederland, notariat di jawa tidak mengalami perubahan dan
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berjalan terus atas dasar peraturan-peraturan yang telah berlaku pada waktu

itu.

Pada tahun 1822 (Stbl. No. 11) dengan Resolusi Gubernur Jenderal
7 Maret 1822, No. 8, diadakan Instruksi untuk Notaris (Instructie voor de
Notarissen), yang mengadakan peraturan yang lebih luas dan terperinci

mengenai jabatan notaris.

Dalam Pasal 1 dari Instruksi ini yang terdiri dari 34 Pasal sudah
ditentukan bahwa Notaris adalah “publiek ambtenaar” (Pejabat Umum) yang
bertuga untuk memuat akte-akte dan kontak-kontak agar supaya diberikan
kekuatan dan kebenaran kepadanya”, dan sterusnya. Selanjutnya diadakan
peraturan-peraturan yang sudah lebih terperinci antara lain tentang bentuk
dari akte, harus adanya dua orang saksi instrumentair, tentang larangan untuk
membuat akte dimana Notaris sendiri dan sanak keluarganya berkepentingan

dan lain sebagainya.

Teranglah bahwa Instruksi tahun 1822 ini sudah lebih mengarah
kepada Peraturan Notaris yang lebih lengkap dan sudah mendekati Peraturan
Jabatan Notaris dari tahun 1860 yang hingga sekarang masih berlaku. Hal
demikian itu dapat kita mengerti karena sementara itu di Nedeland telah
berlaku ventosewet (Loi organisque du Notariat) dari Perancis, sehingga
undang-undang Perancis mempunyai pengaruh juga dalam pengaturan

Notariat di Indonesia.
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Meskipun Intruksi tahun 1822 itu dalam masa berlakunya sampai
38 tahun lamanya, beberapa kali mengalami perubahan, namun berdasarkan
atas Intruksi itu, akte notaris hanya mempunyai kekuatan otentik, tidak
mempunyai kekuatan eksekusi. Hanya mengenai akte-akte notaris yang
merupakan surat utang dalam wilayah Indonesia, diadakan pengecualian
seperti tersebut dalam Pasal 440 Rechsvordering (Hukum Acara Perdata).
Menurut Pasal 440 ayat 2 Rechtsvordering tersebut Gubernur Jendral diberi
wewenang untuk jika perlu memberikan kekuatan eksekusi kepada ante

otentik.

Sesungguhnya hal yang diuraikan diatas mengenai kekuatan otentik
dan kekuatan eksekusi, berdasarkan Intruksie tahun 1822, sekarang masih
pula berlaku berdasarkan Peratura Jabatan Notaris tahun 1860. Ini berarti
bahwa Peraturan yang sekarang ini berlaku pun hanya memberikan kekuatan
otentik kepada akte notaris, sedangkan kekuatan eksekusi harus dicari
dasarnya pada Pasal 440 Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering atau

disingkat Rechtsvordering (Rv).

Akhirnya dengan berlakunya Undang-Undang baru di Nedeland
mengenai Notariat ialah “De Wet op her Notarisambt” dari tahun 1842, maka
Pemerintah Hindia Belanda menganggappeluh mengadakan perundang-
undangan baru mengenai Notariat di Indonesia yang disesuaikan dengan
perundang-undangan Notariat di Nederland. Maka risambt in Nederlands
Indie” (Stbl 1860 No. 3) untuk menggantikan “De intructie voor de

Notarissen, reside-reside in Nederlands Indie” dari tahun 1822. “Reglement
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op het Notarisambt” atau Peraturan Jabatan Notaris inilah yang berlaku
sebaai perudang-undangan Notaris di Indonesia, yang semenjak berlakunya
dari tahun 1860 mengalami beberapa perubahan, terutama dengan Stbl. 1907

No. 485.

Perubahan terkahir terjadi dengan Undang-Undang No. 33 Tahun
1954, hanya beberapa tahun setelah terjadinya penyerahan kedaulatan dari
Nederland kepada Republik Indonesia atas wilayah apa yang dahulu
dinamakan Nederlands Indie, kecuali Irian Barat. Perubahan status
kenegaraan ini berakibat bahwa para Notaris yang berkewarganegaraan
Belanda harus meninggalkan jabatannya, sehingga terjadinya vacuum yang
harus diisi. Perlu diperhatikan bahwa dalam undang-undang ini untuk
pertama kali diciptakan jabatan “Wakil Notaris” dan “Wakil Notaris
Sementara”, yang sifatya agak lain dengan ‘“tijdelijk waarnemend Notaris

(Notarisreglement).>?

2. Pengertian Notaris
Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan
dalam bahasa Belanda disebut dengan van notaris, mempunyai peranan yang
sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum
keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang

mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan

52 R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, Hukum Notaris Di Indonesia Suatu Penjelasan, Rajawali,
Jakarta, h. 22-27.
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lainnya. Secara yuridis, pengertian tercantum dalam peraturan perundang-

undangan berikut ini:

1. Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia,
(Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie)

Di dalam Pasal 1 Staatsblaad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan

Jabatan Notaris di Indonesia (Reglement op het Notaris-ambt in
Indonesie) telah dirumuskan pengertian notaris. Pasal 1 berbunyi:
“Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khusunya berwenang untuk
membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan
ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-
undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang Yyang
berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari
dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse,
salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan
akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan
atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain”.
Ada dua hal yang tercantum dalam pasal ini, yaitu:
a. Kedudukan notaris, dan

b. Kewenangannya.

Kedudukan Notaris dalam Pasal 1 staatsblaad 1860 Nomor 3
tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Reglement op het

Notaris-ambt in Indonesie), yaitu sebagai Pejabat Umum. Pejabat Umum,
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yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang

banyak. Kewenangan notaris dalam ketentuan ini, yaitu untuk:

a. Membuat akta autentik, maupun
b. Akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang berkepentingan.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Noor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris adalah:
“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan
memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
3. Dalam hukum Inggris, notaris dikontruksikan sebagai:
“A notary public (or notary or public notary) of the common law is
a public officer constituted by law to serve the pubic in non-
contentious matters usually concerned with estates, deeds, powers-
of-attorney, and foreign and international business”.
Notaris dalam definisi ini dikontruksikan sebagai Pejabat Publik,
yang:
a. Yang dilantik menurut hukum,
b. Kewenanganya untuk melayani masyarakat, yang berkaitan dengan:
1) Tanah,
2) Akta,
3) Pembuatan surat kuasa,

4) Usaha bisnis asing dan internasional.
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Apabila diperhatikan ketiga definisi diatas, maka ada dua hal
yang diatur, yaitu:

a) Konsep teoritis tentang notaris, dan
b) Kewenanganya.

Notaris dikontruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat
umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk
melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan
notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan notary authority,
sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan de notaris autoriteit
merupakan kekuasaan yang diberikan kepada notaris untuk membuat
akta autentik dan kekuasaan lainnya. Kekuasaan diartikan sebagai
kemampuan dari notaris untuk melaksanakan jabatannya. Kewenangan
notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Kewenangan membuat akta autentik, dan

2. Kewenangan lainnya.

Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang diberikan kepada
notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya, selain yang
telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentnang
Perubahan atas Jabatan Notaris. Seperti kewenangan membuat akta

koperasi.>

53 Salim HS, 2018, Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta, h. 14-16.
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3. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris
a. Pengangkatan Notaris
1) Pengertian Pengangkatan Notaris

Pengangkatan notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut
dengan appointment of a notary, sedangkan dalam bahasa Belanda,
disebut dengan benoeming van notarissen merupakan proses atau
perbuatan mengangkat. Mengangkat notaris dikonsepkan sebagai
tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menetapkan atau
menunjuk notaris untuk melayani penduduk yang berada setiap
Provinsi yang terdapat di Indonesia. Filosofi pengangkatan notaris itu
adalah dalam rangka pemerataan dan penyebaran notaris di seluruh
Indonesia, sehingga mereka dapat memberi jasa hukum kepada
penduduk Indonesia.>*

2) Pengangkatan Notaris

Pengagkatan Notaris diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 7 UUJN.%®
Pasal 2
Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
Pasal 3
Syarat untuk diangkat menjadi notaris sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2 adalah:

a. Warga Negara Indonesia;

5 1bid, h. 58.
%5 Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung, h. 55-57.
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Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

Sehat jasmani dan rohani;

Penjelasan

Yang dimaksud dengan “sehat jasmani dan rohani” adalah
mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan
wewenang dan kewajiban sebagai notaris.

Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua
kenotariatan;

Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai
keryawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) berturut-
turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas
rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua
kenotariatan,.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “prakarsa sendiri” adalah bahwa calon
notaris dapat memilih sendiri dikantor yang diinginkan dengan
tetap mendapatkan rekomendasi dari Organisasi notaris.

Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat,
atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-
undang dilarang untuk merangkat jabatan notaris, dan

Penjelasan:
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Yang dimaksud dengan “pegawai negeri” dan “pejabat negara”
adalah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Yang dimaksud dengan “advokat” adalah sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih.
Pasal 4

(1) Sebelum menjalankan jabatan, notaris wajib mengucap sumpah
atau janji menurut agamanya dihadapan menteri atau jabatan yang
ditunjuk.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi
sebagai berikut:
“saya bersumpah atau berjanji:
Bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik
Indoneisia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan
Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya
akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama,

mandiri, dan tidak berpihak.
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Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan
menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi,
kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang
diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”.

Pasal 5

Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan

terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatansebagai Notaris.

Pasal 6

Dalam hal pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan dalam

jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, keputusan

pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.

Pasal 7

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan

wajib:

a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;

b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris
kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas
Daerah; dan

c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan

paraf, serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna
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merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung
jawab di bidang agraria pertanahan, Organisasi Notaris,
Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta
bupati atau walikota di tempat Notaris diangkat.

Penjelasan:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengetahui Notaris yang

bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan nyata.

b. Pemberhentian Notaris Dari Jabatannya
1) Pengertian Pemberhentian Notaris Dari Jabatannya

Jabatan Notaris bukanlah jabatan yang dapat dilakukan seumur
hidup, namun jabatan itu, dibatasi oleh waktu dan sebab-sebab lain.
Pemberhentian notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan
termination of notary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut
dengan de beeindiging notarissen dikonsepkan melepas, mengakhiri,
atau memecat notaris dari jabatannya.

Melepas dikonsepkan sebagai membebaskan notaris dari
jabatannya. Mengakhiri diartikan sebagai selesai atau habis masa
jabatan notaris sesuai dengan yang telah ditentukan dalam UUJN.
Memecat artinya bahwa notaris itu diberhentikan dengan tidak hormat,
karena melanggar UUJN dan undang-undang lainnya.

Dari  uraian diatas, dapat dikemukakan pengertian

pemberhentian notaris dari jabatannya. Pemberhentian notaris dari
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jabatannya adalah berakhirnya atau berhentinya notaris dalam

menjalankan kewenanganya yang disebabkan habisnya waktu yang

ditentukan dalam surat keputusan maupun yang disebabkan karena

diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat dari jabatannya.

2) Pemberhentian Notaris Dari Jabatannya

Pemberhentian Notaris dari jabatannya diatur dalam Pasal 8

sampai Pasal 14 UUJN.*’

Pasal 8

(1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan homat

karena:

a. Meninggal dunia;

b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;

c. Permintaan sendiri

d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk
melaksanakan tugas jabatannya Notaris secara terus menerus
lebih dari 3 (tiga) tahun; atau

e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf

g.
Penjelasan:

Ketidakmampuan secara rohani dan/atau jasmani secara terus
menerus dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat

keterangan dokter ahli.

%6 Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris, op. cit., h. 143.
5" Habib Adjie, op. cit., h. 57-59.
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(2) Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun
dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran
utang;

b. Berada dibawah pengampuan;

c. Melakukan perbuatan tercela; atau
Penjelasan:
Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama,
norma kesusilaan, dan norma adat.

d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan
jabatan.

(2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk
membela diri dihadapam Majelis Pengawas secara berjenjang.
Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “secara berjenjang” dalam ketentuan ini
dimulai dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas

Wilayah, sampai dengan Majelis Pengawas Pusat.

77



(3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

(4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d berlaku paling lama 6
(enam) bulan.

Pasal 10

(1) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali
menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.

(2) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢ atau huruf d dapat diangkat kembali
menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian
sementara berakhir.

Pasal 11

(1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negaraa wajib mengambil
cuti.

Penjelasan:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pertentangan
kepentingan karena sebagai Notais, ia bersifat mandiri atau
berkewajiban tidak berpihak.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris

memangku jabatan sebagai pejabat negara.

78



(3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk
Notaris Pengganti.

(4) Apabila notaris tidak menunjuk Notaris Pengganti sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Majelis Pengawas Daerah menunjuk
Notaris lain untuk menerima protokol Notaris yang daerah
hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat
menjadi pejabat negara.

(5) Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan pemegang sementara Protokol Notaris.

(6) Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kembali
jabatan Notaris dan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diserahkan kembali kepadanya.

Pasal 12

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh

Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

b. Berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3
(tiga) tahun;

c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan
martabat jabatan notaris; atau

Penjelasan:
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Yang dimaksud dengan “perbuatan yang merendahkan
kehormatan dan  martabat” misalnya berjudi, mabuk,
menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan
jabatan.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “pelanggaran berat” adalah tidak

memenuhi kewajiban dan larangan jabatan Notaris.

Pasal 13

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena
dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan
dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan pasal 13 diatur dalam

Peraturan Menteri.

4. Tugas dan Wewenang Notaris

a.

Pengertian Tugas dan Kewenangan Notaris

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai

kewenangan atau authority yang telah ditentukan dalam peraturan
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perundang-undangan. Kewenangan notaris, yang dalam bahasa
Inggrisnya disebut dengan the notary of authority, sedangkan dalam
bahasa Belanda disebut dengan the notaris autoriteit, yaitu berkaitan
dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris. Ada dua hal

yang terkandung dalam kewenangan notaris, yang meliputi:

1. Kewenangan, dan

2. Notaris

H.D. Stoud, menyajikan pengertian tentang kewenangan.

Kewenangan adalah:

“Keseluruhan  aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan
penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam

hubungan hukum publik™.

Ada 2 unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan yang

disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu:

1. Adanya aturan-aturan hukum, dan

2. Sifat hubungan hukum.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang
melaksanakan, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, Peraturan
Pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat

hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut
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paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan
hukumnya ada yang bersifat publik dan privat. Sementara itu, notaris
dikonstruksikan sebagai pejabat pejabat umum. Pejabat umum
merupakan orang yang melaksanakan pekerjaan atau tugas untuk

melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dari uraian diatas, dapat disajikan pengertian kewenangan notaris.

Kewenangan notaris dikonstruksikan sebagai:

“Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada notaris untuk

membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya”.

Unsur-unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan notaris,

yang meliputi:

1. Adanya kekuasaan
2. Ditentukan oleh undang-undang, dan

3. Adanya objek.

Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari notaris untuk
melaksanakan jabatannya. Kewenangan notaris dibagi menjadi dua

macam, yaitu:

1. Kewenangan membuat akta autentik, dan

2. Kewenangan lainnya.

Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang telah ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan, selain undang-undang jabatan
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notaris, seperti pembuatan akta koperasi, sebagaimana yang diatur dalam

undang-undang koperasi.

b. Tugas dan Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN yang berbunyi:

a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal
pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan
kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga
ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang
ditetapkan oleh undang-undang.

b. Notaris berwenang pula :

1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat
dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

2) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku
khusus;

3) Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang
memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat
yang bersangkutan;

4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan

Akta;
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6) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7) Membuat Akta risalah lelang.

c. Selain kewenangan sebagaimana dmaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-

undangan.

Kewenangan notaris dalam pasal tersebut di atas dapat dibagi
menjadi:
a. Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJNP menegaskan bahwa salah satu kewenangan

notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai

kewenangan umum notaris dengan batasan sepanjang :>®

1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-
undang.

2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta
autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang
diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang
bersangkutan.

3) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan
siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

b. Kewenangan Khusus Notaris Pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur mengenai
kewenangan khusus seorang Notaris untuk melakukan tindakan hukum

tertentu.>®

%8 Habib Adjie, op. cit., h. 78.
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c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian Berkaitan dengan
Pasal 15 ayat (3) UUJN, maka Notaris melakukan tindakan diluar
wewenang yang telah ditentukan, sehingga produk atau akta Notaris
tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan
(nonexecutable) dan pihak dan atau mereka yang merasa dirugikan oleh
tindakan Notaris diluar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat

secara perdata ke Pengadilan Negeri.°

5. Kewajiban dan Larangan Notaris

1. Pengertian Kewajiban Notaris

Kewajiban atau disebut juga dengan duty atau obligation atau
responsibility  (bahasa Inggris) atau verplichting (belanda)
dikonsepkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau
badan hukum atau notaris di dalam melaksanakan kewenangannya.
Kewajiban notaris merupakan sesutu yang wajib dilakukan oleh
Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas

pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris.

2. Kewajiaban Notaris

Kewajiban Notaris tercantum dalam Pasal 16 UUJN, yaitu:®

%9 |bid, h. 81.
60 |bid, h. 82.
61 Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris, h. 24.
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Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan
menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya
sebagai bagian dari protokol notaris;

Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari menghadap pada
minuta akta;

Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta
berdasarkan minuta akta;

Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-
undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan
segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuali
dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang menentukan
lain;

Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) satu bulan menjadi
buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika
jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, fakta tersebut
dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah
minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap
buku;

Membuat daftar dari kata protes terhadap tidak dibayar atau tidak

diterimanya surat berharga;
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9. Membuat daftar ak yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan
waktu pembuatan akta setiap bulan;

10. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan
wasiat ke pusat daftar wasiat pada Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam
waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat
pada setiap akhir bulan;

12. Mempunyai cap atau Stempel yang memuat lambang negara
Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya
dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang
bersangkutan;

13. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh
paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi
khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan
ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan
notaris;

14. Menerima magang calon Notaris, dan;

15. Kewajiban menyimpan minuta akta.

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta tidak berlaku, dalam

hal notaris mengeluarkan akta in origanaly.
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3. Larangan Notaris

Larangan bagi notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut

dengan prohibiton for notary, sedangkan dalam bahasa Belanda

disebut dengan verbod voor notaris merupakan aturan yang

memerintahkan kepada notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Larangan bagi notaris telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang

meliputi:®2

1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;

2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja
berturut-turut tanpa alasan yang sah;

3. Merangkap sebagai pegawai negeri;

4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

5. Merangkap jabatan sebagai advokat;

6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta;

7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan atau
Pejabat Lelang Kelas Il diluar tempat kedudukan notaris;

8. Menjadi notaris pengganti; atau

62 Salim HS, 2017, Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA), Edisi 1, Cet. 1, Rajawali Pers,

Jakarta, h. 44.
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9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma
agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi
kehormatan dan martabat jabatan notaris;

Larangan notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang
dilakukan oleh notaris. Jika larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka
kepada notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana
tersebut dalam Pasal 85 UUJN.®® Bagi notaris yang melanggar
larangan itu, maka ia dikenakan sanksi-sanksinya, berupa:

1. Peringatan tertulis;

2. Pemberhentian sementara;

3. Pemberhentian dengan hormat;

4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

6. Tanggung Jawab Notaris

Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi
akta yang dibuat dihadapannya, melainkan notaris hanya bertanggung
jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang diisyaratkan oleh Undang-
Undang. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang
berhubungan dengan kebenaran materil dibedakan menjadi empat point,
yaitu:
a. Tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran materil terhadap akta

yang dibuatnya;

83 Habib Adjie, op. cit., h. 90.
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b. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil
dalam akta yang dibuatnya;

c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris
terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya;

d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya

berdasarkan kode etik Notaris.*

D. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Notaris
1. Kepastian Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menentukan secara tegas bawah negara Republik Indonesia adalah negara
hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan
perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain,
bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya
alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang
sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta otentik sebagai alat bukti
terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan
hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis,

kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain,

& Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika,
UlI Press, Jakarta, h.16.
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kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat
sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam
berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional,
maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan
kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat
dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat
dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang
merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata
bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat
umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan
perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan
notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan,
tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk
memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan
perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi
masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai
dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris
mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam

akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak
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para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta
notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap
peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan
akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk
menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan
ditandatanganinya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan notaris
yang kini berlaku sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-
undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan sebagian lagi
merupakan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu:

1. Reglement Op Notaris Ambt In Indonesia (sth.1860:3) Sebagaimana telah
diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101,

2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;

3. Undang-undang Nomor 33 tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil
Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);

4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji

Jabatan Notaris.
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Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum
masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan
pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang
mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi
hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara
Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang

kenotariatan tersebut, dibentuk Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Dalam undang-undang ini diatur secara rinci tentang jabatan umum
yang di oleh notaris, sehingga diharapkan bahwa akan otentik yang dibuat
oleh atau dihadapan notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan
perlindungan hukum. Mengingat akan notaris sebagai Asa otentik merupakan

alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh.

Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, Apa yang
dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang
berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan
di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi notaris di luar pembuatan akta
otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam Undang-
Undang ini. Demikian pula Kketentuan tentang pengawasan terhadap
pelaksanaan jabatan notaris dilakukan dengan mengikutsertakan pihak
ahli/akademisi, di samping Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di

bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris. Ketentuan ini dimaksudkan

93



untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi

masyarakat.

Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Tentang Jabatan Notaris

Sebelum profesi notaris diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Setelah hampir 10 tahun untuk
menyesuaikan perkembangan yang ada di masyarakat, pengaturan notaris
masuk ke dalam tatanan baru dengan adanya perubahan terhadap Undang-
Undang Jabatan Notaris. Pada saat ini notaris diatur dalam Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan pasal 1 undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik
dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini
atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dari pasal ini terlihat sebuah

perbedaan dengan pada masa awal notaris di Indonesia.

Menurut Widiajatmoko Ketua Litbang Pengurus Pusat Ikatan Notaris
Indonesia (2010) Notaris bukan lagi pegawai pemerintah melainkan pejabat
umum yang mandiri yang memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik

panjang untuk pembuatan atap tersebut tidak dikecualikan kepada pejabat
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lain. Seiring dengan pentingnya notaris dalam kehidupan masyarakat
khususnya dalam pembuatan akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti,
maka notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang
membuat akta otentik dan sekaligus merupakan perpanjangan tangan

pemerintah.

Secara administratif, notaris memiliki hubungan dengan negara dalam
hal pemerintahan. Salah satunya adalah berkaitan dengan pengangkatan dan
pemberhentian notaris. Menurut Khomar Andasasmita, bentuk atau corak

notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama yakni:

Notariat functional, hal mana wewenang wewenang pemerintah
didelegasikan (gedelegeerd) dan demikian itu diduga mempunyai kebenaran
isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan
eksekusi. Di negara-negara yang menganut bentuk notariat ini terdapat
pemisahan yang keras antara wettelijke dan niet wettelijke, wekzaamheden
yaitu pekerjaan-pekerjaan yang didasarkan undang-undang atau hukum dan
yang tidak/ bukan dalam notariat. Notariat profesional, dalam kelompok ini
walaupun pemerintah mengatur tentang organisasi nya tetapi akta akta notaris
ini tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan

bukti demikian kekuatan eksekutorialnya.®

85 Alif Nur Cholig, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris, Fakultas Hukum UMP.
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E. Kajian Islam
1. Pengertian Kebatalan dan Pembatalan Menurut Hukum Islam

Batal berasal dari bahasa Arab bathala-yabthulu-bathlan wa
buthuulan wa buthlaanan. Artinya, hilang, rusak dan rugi. Seperti
dalam Kkalimat: “dzahaba dhiya’an wa khusnan”. Batal juga berarti
kebalikan dari benar (al-bathilu nagidhu al-hag). Makna lainnya ialah:
“laa yakuunu shahihan biashlihi wa maa ya’tadii bihi wa laa yufidu
syaian”.

Sedangkan menurut ushuliyyun (para ahli ilmu ushul fikih),
batal ialah suatu keadaan yang tidak sah. Sehingga manfaat yang dituju
atau yang diinginkan tidak tercapai. Faidah yang hendak dicapai
tersebut seperti peralihan hak milik. Batal terbagi atas dua maksud. Bila
mengenai ibadah artinya tidak memadai dan belum melepaskan
tanggung jawab serta belum menggugurkan kewajiban. Sedangkan
dalam muamalah, artinya tidak tercapai manfaat yang diharapkan
darinya secara hukum.®

Tidak menerangkan lebih jelas maksud dari kebatalan dan
pembatalan itu sendiri, tetapi dijelaskan bahwa maksud dari batal itu
sendiri, batal tersebut yang kaitannya dengan jabatan Notaris yaitu
dalam muamalah yang artinya tidak tercapai manfaat yang diharapkan

darinya secara hukum, artinya dalam pembuatan akta ini batal tersebut

66 Abdil Baril Basith, Kebatalan dan Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya (Analisis
Terhadap Poligami Lebih dari Empat), Mahkamah Agung Republik Indonesia (Pengadilan
Agama Talu Kelas 1), tanggal 17 Maret 2017.
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tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah
pihak/penghadap.

2. Dasar Hukum Notaris dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, ketentuan terhadap jabatan Notaris
tidaklah dijelaskan secara khusus. Akan tetapi terdapat beberapa ayat
yang sifathya umum yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum Islam
mengenai peranan Notaris.

Ayat tersebut mengandung beberapa ketentuan-ketentuan pokok
tentang kenotariatan, antara lain:®’

a. QS Al-Bagarah : 282

C8al5 T AR LAna Jal 1) oans 25003 030 1hal 0l 16l
S8l Tall dale a8 QG o1 Lals ol ¥ T ghadly Lals a8
OIS LT UaE ada 0eals ¥ 435 all gils 52l ade il glails
A5l Jlaala 5a Jul O abing ¥ 51 WGeaia 51 Laadae 3al) adle 2])
345 Odazdd a2 Q) Radsy X ) Laga ) lga8m 3 Ale (5

U558 03la5 W,50 a1 Hla7a8Ma ) b oihaeld 15063015 © Jaally
laalaa) H&NEE Lahina) Juad O 10l (e G35a03 Oae olElnals
| eaia 555585 5T 156l3 ¥551585 16 13) singkl Qs Y5603
&% P _ s, o @ e 2 0% P - % - _ _ %
VI G300y salglll 258l alll die bkd) RS13 Talal ) 15008 %)
Flis 280 (aald 28330 18050008 5 huala $5lad (5,85 G V)71 50603
O)3 Tuel Y3 Q& Hlamd ¥ T aEailad 13) )shells *la g5KE Y

sle e 0% allg®aly a&adad s = all 185 5% 25, G ,0E 2318 ) kel

87 Anton, 2017, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual
Beli (Studi di Kantor Notaris-PPAT Riadh indrawan, SH.,MH.,M.Kn), Skripsi, Universitas
Islam Negeri Raden Intan Lampung, h.89-95.
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Artinya : Hai orang-orang Yyang beriman, apabila kamu
bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di
antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak
mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan
dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-
orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi
yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang
mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi
keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu
menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu
membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak

ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan
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persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan

saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian),

Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha

mengetahui segala sesuatu.”

Analisa :

- Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau
sewa menyewa dan sebagainya.

- Kalimat “hai orang-orang yang beriman” menegaskan bahwa
subyek hukum yang dibebani perintah di sini adalah orang-
orang beriman.

- Kalimat “maka catatkanlah” ( & & 1 & & 9 &) mengandung
perintah yang sifatnya anjuran kepada para pihak untuk
mencatat/menulis perjanjian utangpiutang. Jika dikaitkan
dengan kalimat setelahnya, yakni «“ G s d Gl 3 G L8 o G &
ddd) e & eaedJdda” mengandung maksud bahwa
hendaknya perjanjian dibuat secara tertulis di hadapan Notaris.

- Kalimat “hendaklah dia menulis” ( < o & Cid & & i)
mengandung perintah yang sifatnya anjuran bagi juru tulis ( <!
< & @), dalam hal ini adalah Notaris untuk menulis perjanjian,

dan isi perjanjian tersebut diwajibkan adil (& Jd &«
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- Begitu juga Notaris tidak boleh menolak untuk membuatkan
akta (G db g 1ol Godddydddda)kecuali ada
alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk menolaknya.

- Keharusan adanya wali atau pengampu (< (il & e d Jdd w)
bagi orang yang tidak cakap ( <@ (i | @@ & 5 G )
melakukan perbuatan hukum.

- Kalimat “dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki ( <1y &
dd gagdgdlidapddgaaajaalddd)
mengandung  ketentuan bahwa dalam  melaksanakan
akad/transaksi dihadiri oleh 2 (dua) saksi laki-laki atau 1 (satu)
saksi laki-laki dan 2 (dua) saksi perempuan (.(<ich & Gdilgd
G Gild o

- Anjuran adanya saksi dalam perjanjian jual beli, serta penegasan
bahwa Notaris dan saksi bukan merupakan pihak dalam akad (
Gl¥ylydladid) ol G oddyyda &) Hal ini sejalan
dengan Pasal 38 ayat (3) huruf ¢ UUJN bahwa isi akta
merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri,
bukan keinginan atau kehendak Notaris, tapi Notaris hanya
membingkainya/memformulasikannya dalam  bentuk akta
Notaris sesuai UUJN.

QS An-Nisa’ ayat (58)

O el o a5R8a 1305 Leda T L) alila¥i 15555 o W80als aln &)

Vpaamd Vaaie L& adll 312 4y akkag Veas 2l 51 ° ghally 152843
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Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

mendengar lagi Maha melihat.”

Analisa :

Amanat ( <)) < <l @) ) adalah sesuatu yang dipercayakan oleh
orang lain untuk dilaksanakan. Notaris adalah jabatan
kepercayaan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang
Islam untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak ( &t <
& cda G ¢ ) dan memberikan putusan adil terhadap sesama.

Di samping Notaris berkewajiban untuk tidak memihak, Notaris
diberi amanat oleh para pihak yang harus dijaga, Yaitu
merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat
(1) huruf e UUJN. Jadi, ayat ini secara tegas mewajibkan
Notaris untuk menggunakan “wajib ingkar” kepada pihak yang
tidak berkepentingan.

Jika ayat ini dikaitkan dengan QS An-Nisa’ ayat (59), maka
Notaris dapat menggunakan ‘“hak ingkar” ketika Hakim

memerintahkan untuk membuka segala sesuatu mengenai akta.

Karena perintah Hakim adalah perintah undang-undang.
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- Dengan demikian, dasar hukum “wajib ingkar” Notaris adalah
QS An-Nisa' ayat (58), dan “hak ingkar” Notaris adalah QS An-
Nisa’ ayat (58) juncto QS An-Nisa’ ayat (59).

c. QS An-Nisa’ ayat (59)

2a8ia a9 LIl Oamddl saakly alll 1gaakl ial gasdl tedl L
allly (shath 2538 ) Jslilis alll J1155503 o b aie 5l L

Jasls Hualy maa @la® Ha¥ 5allg

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu
berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada

Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar

beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Analisa :

- Ulil Amri (& & aly &l & @) adalah orang yang membawahi
sesuatu urusan (pemerintah). Mukhatab dari ayat ini adalah
orang-orang beriman termasuk Notaris. Dengan demikian
Notaris wajib taat terhadap peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh ulil amri (pemerintah) dalam hal ini UUJN,
yang mencakup tentang kewenangan, kewajiban, larangan dan
sanksi.

- Jika Notaris mempunyai kewenangan yang ditentukan oleh

undangundang, maka secara argumentum a contrario, Notaris
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tidak berwenang melakukan tindakan di luar kewenangannya
yang sudah ditentukan (misalnya saja membuat akta di luar
wilayah jabatan Notaris). Dengan demikian, bahwa dengan tidak
melakukan tindakan di luar kewenangan itu termasuk
menjalankan perintah ulil amri.

- Ayat ini sejalan dengan sumpah jabatan Notaris yang tercantum
dalam Pasal 4 UUJN.

d. QS Al-Maidah ayat (1)

G155 L V) Alad Y Bases 281 &IaTE agkall 1E50 kAT Gaddl il

N ohla a&apalll G)#ana iy atal) Jlaz ie a&ile

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu
Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”
Analisa :

- Ayat ini mengandung perintah yang sifatnya mewajibkan bagi
para pihak untuk melaksanakan isi akad/perjanjian yang sah.
Suatu akad dianggap sah apabila telah dipenuhi rukun dan
syaratnya.

- Oleh karena itu, Notaris punya peran penting dalam membuat
akta dan harus memahami kaidah-kaidah atau ketentuan-
ketentuan yang berlaku dalam hukum perikatan Islam (di
samping harus memahami undang-undang yang berkaitan

dengan isi pokok perjanjian), agar suatu akta syariah yang telah
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dibuatnya dapat dilaksanakan dengan benar sesuai prinsip
syariah.

- Berdasarkan Putusan MA RI nomor 1440 K/Pdt/1996, tanggal
30 Juni 1998 dan nomor 1462 K/Pdt/1989, tanggal 29
November 1993, bahwa akta Notaris tidak mempunyai kekuatan
eksekusi dan batal demi hukum jika:

1) Memuat lebih dari 1 (satu) perbuatan atau tindakan hukum.
2) Materi akta bertentangan dengan hukum yang mengatur

perbuatan atau tindakan hukum tersebut.

3. Pembuatan Akta Notariil Menurut Hukum Islam

Pembuatan akad dalam Hukum Islam salah satunya ijab gabul,
ijjab qgabul adalah salah suatu perbuatan atau pernyataan untuk
menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih
sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan
syara’.

Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan
atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan
yang tidak didasarkan pasa keridaan dan Syariat Islam. Dari beberapa
istilah yang telah dijelaskan diatas, dapat memperlihatkan tiga kategori,
bahwasannya:

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan

gabul yang berakibat timbunya akibat hukum. ljab adalah penawaran
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yang diajukan oleh salah satu pihak, dan gabul adalah jawaban
persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari
penawaran dari pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila
pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain
karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang
tercemin dalam ijab dan gabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad
adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak pihak lain.
Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf,
atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut
tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan gabul.
Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli
Hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan
pendapat. Sebagaian besar fugaah memang memisahkannya secara tegas
kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagaian yang lain menjadikan
akad meliputi juga kehendak sephak. Bahkan ketika berbicara tentang
aneka ragam akad khusus, mereka tidak membedakan antara akad dan
kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat,
dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan jual beli, sewa menyewa,
dan semacamnya, serta mendiskusikan apakah hibah juga memerlukan
ijab dan gabul ataukah cukup dengan ijab saja.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat

hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju
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dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.
Akibat hukum akad dalam Hukum Islam disebut “hukum akad’ (hukum

al-agad).®®

BAB 111

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

88 Syamsul Anwar, 2010, Hukum Perjanjian Syariah, Rajawali Pers, Jakarta, h.68-69
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Akta Notaris sebagai “AKTA OTENTIK” yang memiliki kekuatan
bukti yang lengkap dan telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa
lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata, dapat
mengalami degradasi kekuatan bukti dari kekuatan bukti lengkap menjadi
permulaan pembuktian yang dapat memiliki cacat yuridis yang menyebabkan
kebatalan atau ketidakabsahan dan pembatalanya. Notaris oleh undang-undang
diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan
yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang kehadapan
notaris untuk meminta mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta otentik dan
agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti lengkap dan memiliki
keabsahannya. Notaris wajib memenuhi semua ketentuan dalam UU Jabatan
Notaris dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Notaris bukan menjadi juru
tulis semata-mata namun notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan oleh
penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik, tidak bertentangan dengan UUJN
dan aturan hukum yang berlaku. Mengetahui dan memahami syarat-syarat
otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan dan pembatalan suatu akta
notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat yuridis
akta notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta
notaris itu. Peran notaris hanyalah media (alat) untuk lahirnya suatu akta otentik
dan notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan kewajiban
hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta notaris,
hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, dan jika terjadi sengketa mengenai isi

perjanjian, maka notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam
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menuntut suatu hak, karena notaris berada diluar perbuatan hukum pihak-pihak

tersebut.5°

1. Konsep Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan berbagai arti kata
“batal”. Diantaranya ialah bermakna tidak berlaku atau tidak sah. Seperti
dalam Kkalimat: "perjanjian itu dinyatakan batal”. Membatalkan artinya
menyatakan batal (tidak sah), seperti dalam kalimat: “mereka membatalkan
perjanjian yang pernah disetujui bersama”. Oleh karena itu, pembatalan
adalah proses, cara, perbuatan membatalkan.™

Dalam hukum perjanjian, batal demi hukum (nietig) merupakan istilah
untuk perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif (hal tertentu dan kausa
yang halal). Sedangan dapat dibatalkan dimaksudkan untuk perjanjian yang
tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan). Berbeda
dengan keadaan yang dapat dibatalkan, keadaan batal demi hukum tidak
memerlukan permintaan dari para pihak. Walaupun begitu, menurut R.
Subekti, jika suatu perjanjian sudah tidak memenuhi syarat objektif, namun
ada yang menggugat, maka hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan
tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

Perbedaan antara kebatalan dan pembatalan terletak pada ada atau
tidaknya permintaan suatu pihak. Menurut Wirjono Prodjodikoro, dari

berbagai pasal dalam KUHPerdata, terdapat dua jenis batal: pembatalan

%9 Pieter Latumeten, Kebatalan dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model
Aktanya, Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, 28 Januari 2009.
70 http://kbbi.web.id/, di akses pada tanggal 20 Maret 2019.
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mutlak (absolute nietigheid) dan pembatalan tak mutlak (relatief). Yang
pertama, perjanjian harus dianggap batal sejak semula dan terhadap siapapun
juga meskipun tidak diminta oleh suatu pihak, sedangkan yang kedua,
pembatalan terjadi bila diminta oleh orang-orang tertentu dan hanya berlaku
terhadap orang tertentu.

Mengenai ke batalan dan pembatalan perikatan-perikatan diatur dalam
buku 111, Bagian Kedelapan, Bab IV (Pasal 1446-1456 KUHperdata). Bagian
ini hanya secara sumier mengatur sebagian dari kebatalan, Kkhususnya
perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap, yaitu mereka yang
di bawah umur, ditaruh di bawah curatele, serta cacat dalam kehendak. Cacat
dalam kehendak terjadi karena adanya paksaan, kekeliruan, tipuan, dan
penyalahgunaan keadaan. Istilah kebatalan tersebut tidak ada istilah yang
pasti penerapannya, sebagaimana diuraikan oleh Herlien Budiono, bahwa:
“Manakala undang-undang menyatakan tidak adanya akibat hukum, maka
dinyatakan dengan istilah yang sederhana ‘batal’, tetapi adakalanya
menggunakan istilah ‘batal dan tak berharga’ ( Pasal 8§79 KUHPerdata) atau
‘tidak mempunyai kekuatan’ (Pasal 1335 KUHPerdata). Penggunaan istilah-
istilah tersebut cukup membingungkan karena adakalanya istilah yang sama
Hendak digunakan untuk pengertian yang berbeda untuk ‘batal demi hukum’
atau ‘dapat dibatalkan’. Pada Pasal 1446 KUHP Perdata dan seterusnya untuk
menyatakan batalnya suatu perbuatan hukum, kita temukan istilah-istilah
‘batal demi hukum’, ‘membatalkannya’ (Pasal 1449 KUHPerdata), ‘menuntut

pembatalan’ (Pasal 1450 KUHPerdata), ‘pernyataan batal’ (Pasal 1451-1452
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KUHPerdata), ‘gugur’ (Pasal 1545 KUHPerdata), dan ‘gugur demi hukum’

(Pasal 1553 KUHPerdata).”

Ada istilah pembatalan dan kebatalan dalam uraian di atas dua hal
yang berbeda, tapi dipergunakan dengan alasan yang sama. Pembatalan dan
kebatalan tidak dijelaskan penerapannya dalam aturan tersebut di atas, artinya
dalam keadaan bagaimana atau dengan alasan apa suatu perikatan atau

perjanjian termasuk dalam kualifikasi kebatalan atau pembatalan.

Penerapan kedua istilah tersebut perlu dikaitkan dengan istilah
batal demi hukum (nietig) merupakan istilah yang biasa dipergunakan untuk
menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal
tertentu (een bepaald onderwerp) dan sebab yang tidak dilarang (een
geoorloofde oorzaak), dan istilah dapaet dibatalkan jika suatu perjanjian
tidak memenuhi syarat subjektif, itu sepakat mereka yang mengikatkan
dirinya (de toetsemmimg van degenen die zich verbinden) kecakapan untuk
membuat suatu perikatan ( De bekwaamheid om eene verbindtenis aan te

gaan).

Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat
dibatalkan (vernietigbaar) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang
tertentu atau yang berkepentingan. Syarat subjek ini senantiasa dibayangi
ancaman untuk dibatalkan oleh para pihak yang berkepentingan dari orang
tua, wali atau pengampu. Agar ancaman seperti itu tidak terjadi, maka dapat

dimintakan penegasan dari mereka yang berkepentingan, bawa perjanjian
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tersebut akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. Kebatalan seperti ini

disebut kebatalan nisbi atau relatif (relatif nietigheid).

Jika syarat objektif tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum
(nietig), tak perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian
dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Perjanjian yang batal
mutlak dapat juga terjadi, jika suatu perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi,
padahal aturan hukum sudah menentukan atau perbuatan hukum tersebut
harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan
kesusilaan atau ketertiban umum. Karena perjanjian sudah dianggap tidak
ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut
atau menggugat dengan cara dan bentuk apapun. Misalnya jika suatu
perjanjian wajib dibuat dengan akta notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT), tapi ternyata tidak dilakukan, maka perbuatan hukum atau perjanjian
tersebut batal demi hukum. Kebatalan seperti ini disebut kebatalan mutlak

(absolute nietigheid).”*

2. Sebab atau Alasan Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris
Dasar Hukum: Pasal 1868 KUHPerdata Jo Pasal 84 UUJN Jabatan Notaris.

Pasal 1868 KUHPerdata mengatakan:

! Habib Adjie, 2017, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Refika Aditama, Bandung, H. 63.
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“Akta Otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh
undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang
berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat”.
Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, agar suatu akta mempunyai stempel
otentisitas harus dipenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal ini yaitu:
a. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat Umum;
b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
c. Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus
mempunyai wewenang untuk membuat akta itu;

Pasal ini hanya merumuskan arti kata otentik dan tidak
menyebutkan siapa pejabat umum itu, bagaimana bentuk aktanya dan kapan
Pejabat Umum itu berwenang. Secara implisit Pasal 1868 KUHPerdata
menghendaki adanya suatu UU yang mengatur tentang Pejabat Umum dan
Bentuk Aktanya. UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
merupakan satu-satunya UU organik yang mengatur Notaris sebagai Pejabat
Umum dan Bentuk Akta Notaris.

Penjabaran kewenangan Notaris selaku Pejabat Umum dimuat
dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang berbunyi:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan Kketetapan yang diharuskan oleh Peraturan perundang-
undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta

menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan, semuanya itu
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sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan
kepada pejabat lain atau orag lain yang ditetapkan oleh undang-undang.’
Adapun peraturan hukum terkait dengan pembatalan akta yang ada
dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan KUHPerdata adalah sebagai
berikut:"
a. Undang-Undang Jabatan Notaris
Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwasannya
ada 2 kemungkinan apabila akta tersebut mengandung cacat hukum, yaitu
akta dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah
tangan, dan akta tersbut batal demi hukum. Akta notariil mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika disebutkan dengan
tegas dalam pasal-pasal yang bersangkutan. Jika tidak disebutkan dengan
tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka termasuk sebagai akta menjadi
batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan
oleh undang-undang. Ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini
dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam UUJN, yang
menyebabkan jika dilangar oleh notaris, sehingga akta notaris memiliki
kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan yaitu:
a) Melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf m tentang membacakan
Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2

(dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan

2 Pieter Latumeten, Kebatalan Dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model
Aktanya, Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya 28 Januari 2009.
73 http://jiptummpp-gdI-tasyamoedy-47509-3-babiii, di akses pada tanggal 21 Maret 2019.
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b)

Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga
oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

Melanggar ketentuan Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada
yang tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta
tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri,
mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal
tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman

Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

c) Pasal 41 yang merujuk kepada Pasal 39, dan 40 berkaitan dengan

aspek subyektif sahnya akta notaris.

Selanjutnya adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan akta

notaris menjadi batal demi hukum antara lain:

a)

b)

d)

f)

Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf i membuat daftar Akta
yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan
Aktas setiap bulan;

Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf | mengenai cap dan
stempel notaris.

Pelanggaran Pasal 44 UUJN yang mengatur penandatanganan akta
notaris dan kewajiban notaris untuk menjelaskan kepada penghadap.
Pelanggaran Pasal 48 UUJN tentang larangan pengubahan isi akta
Pelanggaran Pasal 49 UUJN mengenai perubahan isi akta

Pelanggaran Pasal 50 UUJN mengenai pencoretan kata, huruf dan

angka.

114



g) Pelanggaran Pasal 51 UUJN yang mengatur keenangan notaris unuk
membetulkan kesalahan tertulis.

Pasal 84 UUJN yang berbunyi: “Tindakan pelanggaran yang
dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44,
Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52, yang mengakibatkan
suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah
tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan
bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya,
ganti rugi, dan bunga kepada notaris”.

Pasal ini memuat sanksi perdata terhadap pelanggaran pasal-
pasal tertentu yang disebutkan yaitu AKTA HANYA MEMPUNYAI
KEKUATAN BUKTI DIBAWAH TANGAN atau AKTA MENJADI
BATAL DEMI HUKUM. Kedua sanksi ini mempunyai pengertian dan
akibat hukum terhadap aktanya yang berbeda dan bersifat alternatif,
dimana untuk membedakan mana pasal-pasal yang terkena sanksi AKTA
HANYA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI DIBAWAH TANGAN,
dan sanksi AKTA MENJADI BATAL DEMI HUKUM, ada batasan atau
Kriterianya yaitu:

a. Sanksi AKTA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI DIBAWAH
TANGAN, dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tersebut dan

pelanggaran terhadap bentuk atau syarat formal akta notaris;
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b. Sanksi AKTA MENJADI BATAL DEMI HUKUM, dikenakan
terhadap pelanggaran yang tidak berkaitan dengan bentuk atau syarat
formal akta notaris dan dalam pasal-pasal tersebut tidak dicantumkan

secara tegas sanksi atas pelanggaranya.’

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Alasan-alasan yuridis pembatalan suatu akta notaris secara umum
diluar dari aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan
Notaris yang mengakibatkan pembatalan dan kebatalan akta notaris pada
hakikatnya sama dengan alasan-alasan yuridis pembatalan perjanjian
dalam KUHPerdata.

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata), menyebutkan bahwa terdapat 4 syarat, apabila syarat
pertama dan kedua yang merupakan syarat subyektif tidak terpenuhi maka
akta dapat dibatalkan, dan apabila syarat ke tiga dan ke empat yang
merupakan syarat obyektif tidak terpenuhi maka akta menjadi batal demi
hukum.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pembatalan perjanjian diatur
dalam pasal 907, 1468, 1469, 1470 dan 1471 KUHPerdata tentang ketidak
berwenangan bertindak, Berdasar Pasal 1253 KUHPerdata tentang
terpenuhinya peristiwa hukum yang merupakan syarat batal, cacat

kehendak dan penyalahgunaan keadaan dalam Pasal 1321 KUHPerdata,

" Pieter Latumeten, Kebatalan Dan Degradasi Kekuatan Bukti Akta Notaris Serta Model
Aktanya, Kongres XX Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya 28 Januari 2009.
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tidak terpenuhinya syarat-syarat formil dan cacat materil dalam Pasal 1869
KUHPerdata.

Alasan-alasan yuridis pembatalan suatu akta notaris secara umum
diluar dari aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan
Notaris yang mengakibatkan pembatalan dan kebatalan akta notaris pada
hakikatnya sama dengan alasan-alasan yuridis pembatalan perjanjian.
Cacatnya suatu akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta
notaris yang mengakibtakan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak
berlaku atau tidak mempunyai akibat hukumnya. Adapun sebab-sebab
tersebut:

1. Tidak Memenuhi Syarat Obyektif Suatu Perjanjian

2. Ketidakcakapan Absolut

3. Ketidakwenangan Bertindak

4. Bertentangan dengan Undang-Undang, Keteriban umum dan
Kesusilaan

5. Terpenuhinya Peristiva Hukum Dalam Perjanjian Dengan Syarat
Batal.

6. Ketidakcakapan Relatif

7. Cacat Kehendak

8. Penyalahgunaan Keadaan

9. Wanprestasi Sebagai Syarat Batal

10. Tidak Terpenuhinya Bentuk Perjanjian Formil
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Suatu perjanjian terdiri dari unsur essensialia, naturalia, dan
accidentalia. Bagian essensialia adalah bagian yang mutlak harus ada, bagian
naturalia adalah bagian perjanjian yang diatur oleh undang-undang, dan
bagian accidentalia adalah bagian yang ditambahkan. Apabila berbicara
mengenai akta notaris maka bentuk formil suatu akta notaris harus
berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan perundang-undangan
yang terkait, sebagai contoh apabila akta notaris berupa akta pendirian
Perseroan Terbatas berarti bentuk perjanjian formilnya harus sesuai dengan
UUJN dan UU Perseroan Terbatas. Sehingga apabila akta notaris tidak
memenuhi syarat formil maka akta tersebut menjadi batal demi hukum.”

Sebab atau alasan-alasan yuridis secara umum diluar dari aturan
UUJN yang mengakibatkan kebatalan dan pembatalan akta notaris yang pada
umumnya sama dengan alasan-alasan yuridis batalnya perjanjian. Cacatnya
notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta notaris dan
mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau tidak
mempunyai akibat hukumnya, Sebab-sebab tersebut yaitu:

a. Tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan
bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memiliki 4 syarat: yaitu 1)
sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) cakap untuk membuat
suatu perjanjian; 3) mengenai suatu hal tertentu (objek perjanjian) dan 4)
suatu sebab yang halal. Subekti, membedakan syarat pertama dan kedua

Sebagai syarat subjektif karena mengenai subjeknya yang mengadakan

75 http://jiptummpp-gdI-tasyamoedy-47509-3-babiii, di akses pada tanggal 21 Maret 2019.
8 Pieter E Latumeten, 2011, Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiva Hukum Konkrit dan
Implikasi Hukumnnya, Tuma Press, Jakarta, h. 45.
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perjanjian dan jika syarat ini tidak terpenuhi, maka salah satu pihak
mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian dibatalkan (voidable
atau vernietighaa), sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan
syarat objektif karena mengenai objek dari perbuatan hukum yang
dilakukan dan jika syarat objektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian
batal demi hukum.
Syarat keempat kausa yang halal maksudnya isi atau dasar
perjanjian harus halal atau bukan kausa yang terlarang atau kausa yang
palsu vyaitu kausanya tidak bertentangan dengan undang-undang,
ketertiban dan kesusilaan. Hal ini diatur dalam Pasal 1335 dan 1337
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain perjanjian dengan kausa
yang terlarang atau kausa dimana Kkerjanya yang dibuat tidak
mengandung kausa atau tanpa adanya tujuan dalam membuat perjanjian,
seperti contoh orang membuat perjanjian untuk membayar hutang tapi
ternyata hutangnya sudah tidak ada lagi. Dalam hal ini perjanjian yang
dibuat tanpa kausa dan tujuan dari perjanjian yang dibuat tidak mungkin
tercapai. Perjanjian yang dibuat dengan kausa yang terlarang atau kausa
yang palsu atau tanpa kausa mengakibatkan apanya batal demi hukum.
Ketidakcakapan Absolut
Kecakapan bertindak demokratis hukum sebagai salah satu
syarat sahnya suatu perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, dipandang dari sudut ke dewasaan atau
kecakapan relatif. Ketidakcakapan dapat dibedakan dalam 2 (dua) yaitu:
1) Ketidakcakapan Absolut maksudnya ketidakcakapan karena keadaan
atau kenyataan. Contohnya orang yang sakit Ingatan (gila) atau
Direksi yang melakukan tindakan ultra vires.

2) Ketidakcakapan Relatif maksudnya ketidakcakapan menurut hukum
(secara yuridis). Contohnya anak (belum dewasa) atau perbuatan
Direksi yang memerlukan persetujuan menurut anggaran dasar tetapi

dilakukan tanpa persetujuan.
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Terdapat istilah tidak mampu secara faktual (onmachtig) untuk
melakukan tindakan hukum. Misalnya dalam hal sekalipun orang-orang
tertentu tidak berada dibawah pengampuan, ternyata mereka menderita
sakit jiwa. Terhipnotis atau dibawah pengaruh naracoticum. Dalam hal
demikian orang-orang itu secara faktual tidak mampu menentukan sendiri
kehendak mereka. Implikasi terhadap ketidakcakapan faktual
mengakibatkan akta yang dibuatnya sejak semula menjadi tidak sah atau
batal demi hukum, sedangkan terhadap ketidakcakapan relatif
mengakibatkan akta yang dibuatnya dapat dimintakan pembatalan atau di
ratifikasi (disahkan) oleh wakilnya yang sah.

Ketidakwenangan bertindak

Undang-undang membedakan antara ketidakcakapan bertindak
(handeligson ~ bekwaamheid)  dan  ketidakwenangan  bertindak
(handelingson bevogdheid). Orang yang cakap melakukan tindakan
hukum, oleh undang-undang dapat diklasifikasikan sebagai orang yang
tidak berwenang melakukan tindakan hukum tertentu. ketidakwenangan
untuk melakukan tindakan hukum tertentu harus diatur dalam undang-
undang yang bersifat memaksa dan tidak dapat di simpangi. Bilamana
orang-orang Yyang oleh undang-undang dinyatakan tidak berwenang
melakukan tindakan hukum tertentu, dan tetap melakukan tindakan hukum
itu, maka akan menjadi batal demi hukum. Ketidakwenangan melakukan
tindakan hukum tertentu dalam undang-undang diatur dalam norma yang
bervariasi yaitu:

1) Orang yang karena pekerjaan atau jabatannya oleh undang-undang
dilarang atau tidak berwenang melakukan tindakan hukum tertentu,
tanpa pengecualian, antara lain yang dimaksud dalam Pasal 907, Pasal
1468, Pasal 1469, Pasal 1470 dan Pasal 1471 Kitab Undang-Undang
Hukum Peradata.

2) Orang yang karena pekerjaan, jabatannya atau kedudukannya oleh

undang-undang dilarang atau tidak berwenang melakukan tindakan
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hukum tertentu, tapi diberikan pengecualian dengan persyaratan atau
kualifikasi tertentu.
3) Undang-undang menetapkan persyaratan atau kualifikasi bagi subjek
hukum untuk melakukan tindakan hukum tertentu.
Bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan
Kausa yang halal merupakan salah satu syarat yang harus
dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, artinya perjanjian tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan
baik.
Perjanjian terlarang dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu:
1) Substansi perjanjian yang dilarang
2) Pelaksanaan perjanjian yang dilarang

3) Motivasi atau maksud dan tujuan membuat perjanjian yang dilarang

Bertentangan dengan ketertiban umum maksudnya perbuatan
yang melanggar atau bertentangan dengan asas-asas pokok (fundamental)
dari tatanan masyarakat sedangkan bertentangan dengan kesusilaan baik
maksudnya perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan norma
kesusilaan suatu masyarakat dari kesusilaan baik ini dapat berubah sesuai
dengan tempat dan waktu. Kriteria pelanggaran ketertiban umum dan
kesusilaan baik ini bersifat abstrak sehingga sulit untuk merumuskan
bentuk-bentuk kasus mana yang termasuk dalam kategori pelanggaran ini.
Contoh pelanggaran terhadap konstitusi Belanda yaitu perjanjian agar
suami tidak mau bercerai dengan pembayaran sejumlah uang, termasuk
dalam pelanggaran kesusilaan baik. Contoh bentuk pelanggaran ketertiban
umum yaitu kausa menjual yang dibuat untuk menjamin perjanjian hutang
piutang, tidak dapat dianggap sebagai suatu pemberian kuasa secara
sukarela dari pemberian jaminan atau debitur, dan kuasa menjual ini
menjadi tidak sah dan melanggar ketertiban umum, karena merupakan
penyelundupan hukum terhadap larangan bersifat memaksa dimana

jaminan harus dilakukan melalui pelelangan umum.
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e. Terpenuhinya peristiwa hukum dalam perjanjian dengan syarat batal

Perjanjian Bersyarat (voorwaardelijke verbintenis) diatur dalam
pasal 1253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan:
“Suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa
yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara
menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu
maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi
tidaknya peristiwa itu.

Perjanjian dengan syarat batal yang menjadi batal demi hukum
karena syarat batal tersebut terpenuhi, menimbulkan akibat kembalinya
keadaan pada kondisi semula pada saat timbulnya perikatan itu atau
dengan kata lain perjanjian yang batal demi hukum seperti itu berlaku
surut hingga ke titik awal perjanjian itu dibuat.

f. Ketidakcakapan relatif

Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas
hukum untuk melakukan perbuatan hukum dalam melaksanakan haknya
dan memenuhi kewajibannya, harus memiliki kecakapan bertindak dan
untuk cakap bertindak harus memenuhi persyaratan yang bersifat umum.
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan untuk
sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat, satu diantaranya adalah
cara untuk membuat perjanjian. Bilamana syarat subjektif ini tidak
terpenuhi maka perjanjian tidak batal demi hukum tetapi salah satu pihak
mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Orang
yang memiliki kecakapan bertindak adalah orang yang telah dewasa.
Kedewasaan sebagai tolak ukur kecakapan bertindak, menentukan
keabsahan suatu perbuatan hukum dan juga dapat menimbulkan degradasi
kekuatan hukum suatu akta otentik menjadi akta dibawah tangan dan atau
pembatalan suatu perbuatan hukum yang disebut dalam akta. UUJN
sebagai produk hukum nasional yang mengacu pada Pancasila dan UUD
1945 sebagai landasan konstitusional, telah mengatur batas usia

kedewasaan atau Kkriteria kecakapan bertindak dalam akta, yang

122



dituangkan dalam Pasal 39 ayat (1) UUJN vyaitu paling sedikit 18 tahun
atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. UUJN
mengatur kriteria kecakapan untuk semua perbuatan, perjanjian dan
ketetapan yang dimuat dalam suatu akta otentik.
Cacat kehendak

Kata sepakat merupakan essentialia atau unsur yang mutlak ada
untuk terbentuknya suatu perjanjian dan merupakan syarat subyektif
untuk sahnya perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Kata sepakat menjadi tidak sah jika
cacat kehendak yang dirumuskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata yaitu:
1) Adanya kekhilafan/kesesatan (dwaling)
2) Adanya paksaan (dwang)
3) Adanya penipuan (bedrog)

Secara limitatif cacat kehendak disebabkan karena kekhilafan,
penipuan dan paksaan. Perjanjian-perjanjian yang mengandung cacat
kehendak tetap sah dan mengikat dan hanya memberikan hak untuk
menuntut pembatalan melalui pengadilan, Bukan batal demi hukum, dan
hal ini ditegaskan dalam pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang menegaskan bahwa ada cacat kehendak tidak membawa
akibat batal demi hukum tapi pembatalannya harus dituntut dimuka
pengadilan.

Penyalahgunaan keadaan (Misbruik van omstandigheiden)

Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu alasan untuk
dilakukannya pembatalan, sebagai salah satu bentuk cacat kehendak yang
bukan termasuk dalam pengertian cacat kehendak dalam Pasal 1321 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan tiga alasan
pembatalan perjanjian yaitu kekhilafan/kesesatan (dwaling), paksaan
(dwang) dan penipuan (bedrog).

Wanprestasi sebagai syarat batal
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Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian
timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya
(wanprestasi) dan dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum
tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Perjanjian timbal
balik disebabkan karena salah satu pihak wanprestasi diatur dalam Pasal
1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1266
dan Pasal 1267 kitab undang-undang hukum perdata berlaku untuk
perjanjian timbal balik bukan perjanjian sepihak, prestasi merupakan
syarat telah dipenuhinya syarat batal dalam perjanjian timbal balik,
wanprestasi terjadi bukan karena keadaan memaksa atau keadaan di luar
kekuasaan (forje majeure atau overmacht), tetapi terjadi karena kelalaian
tergugat dan akibat wanprestasi, penggugat dapat menuntut pembatalan
perjanjian di depan Hakim, dengan demikian perjanjian tersebut tidak batal
demi hukum. Mengenai Pasal 1266 kitab undang-undang hukum perdata
ini ada dua pendapat yaitu pendapat pertama, menyatakan ketentuan Pasal
1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat memaksa.

Tidak terpenuhinya bentuk perjanjian formil

Suatu perjanjian terdiri atas bagian essentialia, bagian naturalia,
dan bagian accidentalia. Bagian essentialia merupakan bagian mutlak
yang harus ada dalam suatu perjanjian, dimana tanpa adanya bagian
essentialia tersebut mengakibatkan perjanjian menjadi tidak ada (non
existent). Bagian naturalia artinya bagian perjanjian yang diatur dalam
undang-undang (perjanjian bernama), sebagai hukum yang mengatur atau
hukum menambah dan oleh para pihak dapat diganti atau disingkirkan
bagian accidentalia artinya bagian dalam suatu perjanjian yang
ditambahkan oleh para pihak, karena UU tidak mengaturnya.

Contoh kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3148
K/PDT/1988 tanggal 21 Juni 1989 menyatakan batal demi hukum akta
Notaris tanggal 29 Desember 1983 nomor 422 dan 423, Akta Notaris
Nomor 173 tanggal 15 Maret 1985, Akta Notaris nomor 151 tanggal 15

Agustus 1984. Putusan tersebut menimbulkan konsekunsi-konsekuensi

124



hukum bagi notaris, para pihak yang berkepentingan dalam perbuatan
hukum tersebut termasuk pihak ketiga. Melalui penelitian yang bersifat
yuridis normatif dapat diidentifikasi bahwa pada prinsipnya suatu akta
notaris yang memenuhi persyaratan ketentuan formil untuk menjadi akta
otentik sebagaimana ketentuan dalam undang-undang jabatan notaris
(UUJN) tidak dapat dibatalkan. Dalam kasus ini dianalisa Kriteria suatu
akta otentik yang dapat dinyatakan batal demi hukum dan akibat hukum
terhadap pihak ketiga dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI nomor
3148 K/PDT/1988 ini. Akta otentik, dibuat oleh Dani hadapan notaris
sebagai pejabat umum. Sehingga kekuatan pembuktian akta otentik adalah
sempurna, dan mengikat Hakim apabila akta otentik dipergunakan dalam
pembuktian di muka pengadilan. Oleh karenanya notaris dalam
menjalankan jabatannya wajib untuk memenuhi ketentuan UUJN, dan
ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku. Isi/materi dalam akta
notaris harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Akta Notaris tanggal 29 Desember 1983 Nomor 422 dan 423 wajib
memenuhi ketentuan KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian,
Pemberian Kuasa, Jual Beli dan Undang-Undang Perseroan Terbatas
Nomor 1 tahun 1995. Penyimpangan dan Pelanggaran atas ketentuan
ketentuan tersebut mengakibatkan akta notaris tanggal 29 Desember 1983
nomor 422 dan 423 sepanjang mengenai materiil akta, dan perbuatan
perbuatan hukum yang mengikutinya adalah batal demi hukum. Bagi
pihak ketiga perbuatan hukum dalam akta akta tersebut tidak
menimbulkan akibat hukum apapun. Sebagai perlindungan bagi pihak
ketiga maka Hakim menguatkan hal tersebut dengan menyatakan akta
notaris tersebut batal demi hukum.

Pelaksanaan kebatalan dan pembatalan akta notaris jarang
terjadi dalam praktek. Biasanya pembatalan tersebut dilakukan oleh para
pihak sendiri dengan kesepakatan dan biasanya adanya timbul sengketa
dalam isi dari akta tersebut dan digugat dalam pengadilan. Alasan-alasan

terjadinya pembatalan tersebut dilihat didalam KUHPerdata yaitu dalam
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Pasal 1320 mengenai 2 syarat subyektif sepakat dan cakap, cakap
misalnya Direksi mewakili PT harus ada persetujuan dari semua Dewan
Komisaris, jika hanya salah satu saja yang menyetujui maka hal tersebut
tidak cakap. Kemudian dalam hal sepakat, muncul pada saat akta dibuat,
jika ada unsur penipuan, kebohongan, kesalahan, maka hal-hal tersebut
akan mengakibatkan batalnya akta.”” Pelaksanaan kebatalan dan
pembatalannya yaitu karena melanggar syarat formal, materiil atau lahiriah
akta notaris, yang telah dibuat sesuai ketentuan pembuatan akta yang
diisyaratkan dalam UUJN. Alasan lain yaitu akta notaris yang dapat
dibatalkan karena dari sudut yang menghadap tidak memenuhi syarat
subyektif sahnya perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320
KUHPerdata, yaitu: 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, dan
2) kesepakatan untuk membuat suatu perikatan. Kemudian karena syarat
materiil tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat objektif sahnya
perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: 1)
suatu pokok persoalan tertentu, dan 2) suatu sebab yang tidak terlarang.”
Pelaksanaan kebatalan dan pembatalan akta notaris mengenai akta partij,
kedua-duanya sepakat untuk membatalkan akta notaris tersebut,
pembatalan tersebut juga tergantung dari klausul isi perjanjian yang
mencantumkan  syarat-syarat  batalnya  perjanjian, jika  para
pihak/penghadap sepakat untuk membatalkannya otomatis akta tersebut
sudah batal, tetapi lebih baiknya harus memberitahukan kepada notaris
jika ingin membatalkan akta tersebut lalu notaris membuat akta
pembatalannya supaya lebih pasti sudah tidak ada keterikatannya.
Sedangkan akta relaas sendiri bisa membatalkannya, lebih baik juga
memberitahukan kepada notaris untuk membuat akta pembatalannya,

alasan-alasan kebatalan dan pembatalan akta notaris tergantung dari

7 Wawancara dengan Idris Abbas, Notaris dan PPAT Cirebon, pada tanggal 24 April 2019.
8 Wawancara dengan Indra Cahyadi, Notaris dan PPAT Cirebon, pada tanggal 24 April 2019.
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kesepakatan para pihak, dan biasanya melanggar ketentuan undang-
undang.”

Agar lebih jelasnya tentang pelaksanaan kebatalan dan
pembatalan akta notaris dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014, penulis sajikan dalan bagan/skema dibawah ini:

Kebatalan dan Pembatalan Akta

KUHPerdata

Melanggar syarat sah perjanjian Melanggar ketentuan di
(Pasal 1320 KUHPerdata)

dalam UUIN
Syarat Subyektif Syarat Obyektif 2 SR A E NI L Pasal16 ayat (1)
2. Pasal 16 ayat (7) dan ayat hurufi
1. Sepakatdalam 1. k
p Suaw/ Oby e (8) 2. Pasal 16 ayat (1)
membuat tertentu 3. Pasal 41 yang menunjuk huruf 1
perjanjian 2. Kausayang kepada Pasal 39 dan 40 3. Pasal44
2. Cakap dalam halal berkenaan dengan aspek 4. Pasal 48
i i 5. Pasal 49
melakukan subyektif sahnya akta notaris
6.  Pasal 50
perbuatan hukum 7 Pasal 51

‘ Akta yang batal

demi hukum Akta yang mempunyai

kekuatan pembuktuan

Akta yang batal
Akta yang dapat

dibatalkan demi hukum

sebagai akta

dibawah tangan

B. Implikasi Hukum terhadap Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris

9 Wawancara dengan Solichin, Notaris dan PPAT Cirebon, pada tanggal 24 April 2019.
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1. Implikasi Hukum terhadap Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris
Implikasi hukum mengenai kebatalan dan pembatalan akta notaris
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

yaitu:

a. Batasan Akta Notaris yang Memiliki Kekuatan Pembuktian sebagai
Akta di Bawah Tangan
Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang
ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan
Pejabat Umum yang berwenang. Pengertian dari akta dibawah tangan ini
dapat diketahui dari Pasal 101 ayat b Undang-Undang No 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta dibawah
tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang
bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti
tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya.
Selain itu, definisi dari akta dibawah tangan juga dapat dilihat dalam
ketentuan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
menyatakan bahwa yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah
akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan
rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan
seorang Pejabat Umum.
Untuk menentukan akta notaris yang mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat dilihat dan ditentukan

dari isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung
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jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan
termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta
dibawah tangan. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang
bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian
sebagai akta dibawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan
melanggar menurut Pasal 84 UUJN termasuk ke dalam akta yang batal
demi hukum.®

Pasal 1869 KUHPerdata menentukan batasan akta Notaris yang
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika tidak
memenuhi beberapa syarat sebagaimana berikut: a) tidak berwenangnya
pejabat umum yang bersangkutan, b) tidak mempunyai pejabat umum
yang bersangkutan, c) cacat dalam bentuknya. Sehubungan dengan
kebatalan dan pembatalan akta notaris yang berkaitan dengan kekuatan
pembuktian akta Notaris dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan,
Pasal 84 UUJN menyebutkan bahwa:

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal
16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal
51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta

menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang

8 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, op.cit , h. 66.
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menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan

bunga kepada Notaris”

Dalam beberapa pasal yang terkandung dalam ketentuan pasal 84
UUJN tersebut di atas ada beberapa pasal yang mengatur atau
menyebutkan secara tegas bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pasal-
pasal tertentu mengakibatkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris
mengalami degradasi atau penurunan status menjadi akta di bawah
tangan. Adapun pasal-pasal tersebut meliputi : (a) melanggar ketentuan
Pasal 16 ayat (1) huruf I, yaitu tidak membacakan akta di hadapan
penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan
ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris, (b)
melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), yaitu jika Notaris
pada akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap
menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca
sendiri, mengetahui, dan memahami isi akta, (c) melanggar ketentuan
Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan Pasal, dan (d) melanggar
ketentuan Pasal 52, yaitu membuat akta untuk diri sendiri, istri atau
suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan
Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis
keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat,
serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ke tiga, serta
menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan

ataupun dengan perantaraan kuasa.
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Jika melihat klasifikasi atau batasan sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 1869 KUHPerdata, maka pasal-pasal tersebut yang
terkandung dalam pasal 84 UUJN yang menegaskan pelanggaran
terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan akta Notaris mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dapat dianalisis
sebagai berikut: (1) Pasal 16 ayat (1) huruf | dan Pasal 16 ayat (7) dan
ayat (8) termasuk kedalam cacat bentuk akta Notaris, karena pembacaan
akta oleh Notaris di hadapan para pihak dan saksi merupakan suatu
kewajiban untuk menjelaskan bahwa akta yang dibuat tersebut sesuai
dengan kehendak yang bersangkutan, dan setelah dilakukan pembacaan
tersebut wajib dicantumkan pada bagian akhir akta Notaris. Demikian
pula jika Notaris tidak membacakan di hadapan para pihak, tapi para
pihak berkehendak untuk membaca sendiri akta tersebut, maka kehendak
para pihak tersebut harus dicantumkan pada bagian akhir akta Notaris.
Dengan demikian, baik akta dibacakan atau tidak dibacakan harus
dicantumkan pada bagian akhir akta. Jika hal itu tidak dilakukan, ada
aspek formal yang tidak dipenuhinya yang mengakibatkan akta tersebut
cacat dari segi bentuk. (2) Pasal 41 yang menunjuk kepada Pasal 39 dan
40 berkaitan dengan aspek subjektif sahnya akta Notaris, yaitu cakap
bertindak utuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pelanggaran terhadap
pasal ini termasuk ke dalam tidak mempunyai pejabat umum yang
bersangkutan untuk memahami batasan umum dewasa untuk melakukan

suatu perbuatan hukum. (3) Pasal 41 yang menunjuk kepada Pasal 40,
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khususnya tidak ada hubungan perkawinan dengan Notaris atau
hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa
pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga
dengan Notaris atau para pihak dan Pasal 52, termasuk ke dalam tidak
berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, artinya ada penghalang

bagi Notaris untuk menjalankan kewenangannya.®

Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan
batasan Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai
akta dibawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena:
1) Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau
2) Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan, atau
3) Cacat dalam bentuknya Meskipun demikian atau seperti itu tetap

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika

akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini dicantumkan secara
tegas dalam pasal pasal tertentu dalam UUJN yang menyebabkan jika
dilanggar oleh notaris, sehingga akan notaris mempunyai kekuatan

pembuktian sebagai akta dibawah tangan yaitu:82

1) Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN,

2) Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) UUJN

8 |dris Aly Fahmi, 2013, Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Notaris
Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Arena
Hukum, Nomor 2 VVolume 6.

82 Habib Adjie, 2011, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, op.cit, h. 81-82.
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3) Melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk kepada pasal 39 dan
pasal 40 UUJN,

4) Melanggar ketentuan Pasal 52 UUJN,

Dengan ukuran atau batasan sebagaimana tersebut dalam pasal
1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pasal-pasal tersebut
dalam UUJN yang menegaskan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut
mengakibatkan akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta

dibawah tangan, dapat dianalisis sebagai berikut:®®

1) Pasal 16 ayat (1) huruf i dan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8) UUJN

2) Pasal 41 UUJN yang menunjuk kepada Pasal 39 UUJN dan pasal 40
UUJN berkaitan dengan aspek subjektif sahnya akta notaris

3) Pasal 41 UUJN yang menunjuk kepada Pasal 40 UUJN, khususnya tidak
hubungan hubungan perkawinan dengan notaris perkawinan atau
hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa derajat
pembatasan derajat dan garis samping sampai dengan derajat ketiga

dengan notaris atau para pihak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Akta Notaris yang
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai aka di bawah tangan, jika
disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, dan yang tidak
disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan. Mulai berlaku

sebagai akta dibawah tangan selama belum ada putusan hakim yang

8 |bid, h. 83.
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memiliki kekuatan hukum tetap akta tersebut tetap sah dan mengikat, dan
akta notaris tersebut menjadi tidak mengikat setelah ada putusan hakim
yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan akta tersebut

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Notaris yang melanggar Pasal 84 UUJN, Sanksinya yaitu:

. Terhadap aktanya akan mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai
akta dibawah tangan.

. Terhadap notarisnya (jika dapat dibuktikan) berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk
membayar biaya, ganti rugi, dan bunga.

. Jika tidak bisa bayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada penghadap yang
merasa dirugikan berdasarkan putusan pengadilan tersebut, maka notaris
dapat dinyatakan pailit, oleh pengadilan (umum), maka notaris dapat

diberhentikan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Notaris (MPP).

Dalam undang-undang nomor 30 tahun 2004 (UUJN), sanksi
terhadap akta notaris yang terhadap notaris diatur (dikumpulkan) dalam
Pasal 84 dan 85, sedangkan dalam UUJN sanksi tersebut langsung
dicantumkan pada pasal yang berkaitan sehingga jika ada pelanggaran
terhadap pasal yang tidak ada sanksinya, maka sudah tentu tidak ada

sanksi apapun untuk Notaris dan aktanya.

Sanksi berupa apa yang bersangkutan hanya mempunyai

kekuatan nilai pembuktian sebagai akta dibawah tangan, dan hal tersebut
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dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum
dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya,
ganti rugi, bunga kepada notaris. Tuntutan para pihak terhadap notaris
tersebut berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan
akibat yang akan diterima notaris jika akta yang bersangkutan hanya
mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
Sanksi untuk memberikan ganti rugi, biaya, dan bunga dapat

dikategorikan sebagai sanksi perdata.

Kemudian notaris akan dijatuhi sanksi berupa:

a. Teguran lisan

b. Teguran tertulis

c. Pemberhentian sementara

d. Pemberhentian dengan hormat; dan

e. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi tersebut dikategorikan sebagai sanksi administratif.

Sanksi sanksi tersebut merupakan sanksi terhadap Notaris yang
berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan dan oleh notaris. Artinya
Ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu yang tidak dilakukan atau
tidak dipenuhi oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai

UUJN.

Meskipun ditegaskan, akta yang tidak memenuhi syarat tersebut

menjadi akta yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai di
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bawah tangan, tidak serta merta menjadi akta dibawah tangan tanpa perlu
dibuktikan terlebih dahulu, maka dalam hal ini tetap perlu ada pihak yang
menilai dan membuktikan bahwa akta yang bersangkutan tidak

memenubhi syarat-syarat sebagai akta notaris.

Sebelum sampai pada kesimpulan bahwa akta yang
bersangkutan menjadi akta dibawah tangan, maka terlebih dahulu harus
ada pembuktian. Bisa saja menurut para pihak tidak memenuhi syarat,
Tapi menurut notaris telah memenuhi syarat, dengan demikian jika

terjadi seperti ini harus ada pembuktian di pengadilan.

Istilah akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai
akta dibawah tangan berkaitan dengan nilai pembuktian suatu alat bukti.
Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang isi dan
tanda tangan yang tercantum di dalamnya diakui oleh para pihak. Jika
salah satu pihak mengingkarinya, nilai pembuktian tersebut diserahkan

kepada hakim 8

b. Batasan Akta Notaris yang Batal Demi Hukum
Akta merupakan alat bukti dari sebuah perjanjian, dimana isi dari akta
merupakan implementasi dari apa yang diinginkan oleh para pihak dalam
perjanjian. Suatu perjanjian menjadi batal demi hukum apabila tidak

memenuhi syarat objektif, yaitu adanya objek tertentu dan kausa yang halal

8 Habib Adjie, 2015, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, h. 58.
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sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.®®
Mengenai perjanjian harus mempunyai objek tertentu hal ini ditegaskan

dalam ketentuan Pasal 1333 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang
paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah
barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau

dihitung.”

Sementara itu, mengenai suatu sebab atau hal tertentu yang halal
dalam sebuah perjanjian dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1335

KUHPerdata yang menyebutkan bahwa :

“Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu
sebab yang palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak

mempunyai kekuatan.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata tesebut di atas
dilengkapi oleh ketentuan dalam Pasal 1336 KUHPerdata yang menegaskan

bahwa :

“Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang
halal ataupun jika ada sesuatu sebab lain daripada yang dinyatakan

persetujuannya namun demikian adalah sah.”

8 R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradinya Pratama, Jakarta, 2001, h. 48.
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Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1335 dan 1336 KUHPerdata ini
telah menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus
memenuhi unsur atau syarat kausa yang halal. Kriteria suatu sebab yang tidak
halal atau terlarang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata

yang menyebutkan bahwa :

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang,

atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian menjadi
batal demi hukum jika perjanjian tersebut memenuhi dua unsur pelanggaran
sebagaimana berikut : (1) tidak mempunyai objek tertentu yang dapat
ditentukan, dan (2) mempunyai sebab yang dilarang oleh undang-undang atau

berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Jika melihat ketentuan mengenai akta Notaris yang menjadi batal
demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN, maka Kkita terlebih
dahulu harus mencermati beberapa Pasal yang terkandung dalam ketentuan
Pasal 84 UUJN, dimana ada beberapa pasal yang secara tegas menyebutkan
bahwa pelanggaran oleh Notaris mengakibatkan akta yang dibuatnya menjadi
akta di bawah tangan. Dengan demikian jika melihat isi dari Pasal 84 UUJN,
dapat ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan
tegas oleh pasal-pasal yang terkandung dalam Pasal 84 UUJN sebagai akta
yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka

pasal tersebut termasuk dalam akta Notaris yang batal demi hukum. Melihat
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ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 84 UUJN sebagaimana telah
diuraikan di atas, maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa kualifikasi
atau batasan yang diberikan Pasal 84 UUJN terhadap akta Notaris yang batal
demi hukum meliputi semua kewajiban Notaris yang harus dilaksanakan saat
menjalankan jabatannya tanpa ada unsur pelanggaran terhadap objek dan

sebab halal dari sebuah perjanjian.

Jika kembali melihat kualifikasi yang telah ditentukan KUHPerdata
terkait akta Notaris yang batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 1320, 1335, 1336, dan 1337 KUHPerdata, maka penggunaan
istilah “batal demi hukum” untuk akta Notaris karena melanggar ketentuan
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 84 UUJN menjadi tidak
tepat. Hal ini dikarenakan ketentuan-ketentuan yang diklasifikasikan sebagai
batasan akta Notaris yang batal demi hukum menurut Pasal 84 UUJN tidak
satupun yang mengandung unsur pelanggaran terhadap objek perjanjian,
maupun pelanggaran terhadap sebab halal, sebagaimana diatur dalam

KUHPerdata.?®

Apabila suatu akta notaris tidak memenuhi unsur-unsur objektif
dalam perjanjian maka akta notaris tersebut dapat menjadi batal demi hukum.
Batal demi hukum adalah sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum

yang penyebab kebatalan mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan),

8 |dris Aly Fahmi, 2013, Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Notaris
Menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Arena
Hukum, Nomor 2 VVolume 6.
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berupa perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum
sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau perbuatan hukum tersebut
menjadi tidak berlaku sejak akta ditandatangani dan tindakan hukum yang
disebut dalam akta dianggap tidak pernah terjadi. Hal-hal yang dapat
menyebabkan akta notaris menjadi batal demi hukum yaitu apabila melanggar

ketentuan di dalam UUJN yaitu:

c. Pelanggaran pada Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN berupa tidak membuat
Daftar Wasiat dan tidak mengirimkan laporan dalam jangka waktu yang
disebutkan dalam pasal.

d. Pelanggaran pada Pasal 16 ayat (1) hurif kK UUJN tentang cap/stempel
notaris.

e. Pelanggaran pada Pasal 44 UUJN yang mengatur tentang
penandatanganan akta notaris dan kewajiban notaris untuk
menjelaskan kepada penghadap.

f. Pelanggaran Pasal 49 UUJN yang mengatur tempat perubahan isi
akta

g. Pelanggaran Pasal 50 UUJN yang mengatur pencoretan kata, huruf,
dan angka

h. Pelanggaran pasa Pasal 51 UUJN yang mengatur kewenangan
notaris untuk membetulkan kesalahan tulis.

i. Akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta

dibawah tangan
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Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Amlapura adalah sebagai

berikut:

Keterangan: Akta Notaris yang Batal Demi Hukum

Putusan Nomor 76/Pdt.G/PLW/PN.AP Tahun 2014, di Pengadilan Negeri
Amlapura. Dibuatnya perubahan Perjanjian Pengakuan Hutang, karena | Gusti
Nyoman Sukerdi belum dapat melunasi hutangnya. Yang menjadi persengketaan
antara kedua belah pihak adalah perihal perlawanan terhadap eksekusi obyek
jaminan hutang piutang antara Para Pelawan dengan Para Terlawan, yaitu
Sertifikat Hak Milik Nomor 2751/Desa Bugbug atas nama Para Pelawan, akibat
Para Pelawan tidak mampu melunasi hutangnya kepada Para Terlawan sampai
jatuh tempo, dan Para Pelawan telah membuat akta pengakuan hutang atas hutang
Para Pelawan kepada Para Terlawan perihal pijaman yang tercatat sebesar
US$90.000 (sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat), yang dicatatkan oleh
Tuan Ida Bagus Mantara, S.H (Turut Terlawan 1l), tetapi pada kenyataanya uang
pinjaman yang diterima oleh Para Pelawan dari Para Terlawan adalah hanya
sebesar US$80.000 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat), dengan alasan
selisih kelebihannya dibebankan oleh Para Terlawan kepada Para Pelawan sebagai
biaya notaris. Kemudian amar putusan yang mengakibatkan akta notaris tersebut
batal demi hukum karena menimbang bahwa dalam hubungan hutang piutang
antara Para Pelawan dengan Para Terlawan. Majelis hakim melihat adanya
misbruik van omstandigheden (Penyalahgunaan Keadaan), yaitu karena Para
Terlawan memiliki keunggulan ekonomis melebihi Para Pelawan, yaitu ketika

Para Pelawan sudah tidak mampu melunasi tunggakan hutang mereka kepada Para

141



Terlawan, sehingga Para Terlawan dengan mudah meminta Para Pelawan untuk
melakukan perjanjian hutang yang baru dengan jumlah yang lebih besar dari yang
sebelumya, yaitu sebagai bunga dari bunga hutang terdahulu yang belum dilunasi
Para Pelawan. Bahwa penyalahgunaan keadaan sebagaimana yang tersebut diatas
menunjukkan adanya cacat kehendak dari Para Pelawan ketika akan melakukan
perjanjian perubahan hutang, karena sebenarnya Para Pelawan tidak menghendaki
dikenakan hutang sejumlah yang harus mereka tanggung. Bahwa menurut Prof. Z.
Asikin Kusuma Atmadja, penyalahgunaan keadaan adalah faktor yang membatasi
atau menggangu adanya kehendak yang bebas untuk menentukkan persetujuan
antara kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 sub kesatu
KUHPerdata. Hal tersebut seperti apa yang didalilkan oleh Para Pelawan, Bahwa
syarat sahnya perjanjian yaitu atas sebab yang halal, sebagaimana diatur dalam
Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian khususnya syarat suatu
sebab yang halal yang dalam perkembahangan perbuatan melawan hukum masuk
di dalamnya menyangkut hal-hal bersifat melanggar norma sosial atau kepatutan
dalam hal ini yang tertulis pada akta-akta dimaksud tidak sesuai dengan

kenyataan.?’

87 Putusan Nomor 76/Pdt.G/PLW/PN.AP, tanggal 11 November 2014 di Pengadilan Amlapura,
penulis peroleh pada web Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada
tanggal 5 Mei 2019.
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Perjanjian Hutang Piutang
(Akta Pengakuan Hutang
No.44, dibuat oleh Notaris
Josep Sunar Wibi Sono, S.H,
Pelawan I Notaris di Denpasar, pd tgl 27 Terlawan |
April 2007) Christoper Thomas

I Gusti Nyoman

Sukendri Carroli

Jaminan Hutang: Perubahan Perjanjian:

Sertifikat Hak Milik Nomor 2751 atas nama I Gusti Nyoman .
4 V' 1) Perubahan Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 19,

Sukendri (Pelawan 1), sebidang tanah seluas 3300 m2, yang
tanggal 13-03-2009

terletak dijalan Candidasa, Karangasem, Bali. Kemudian terbit
serifikat Hak Tanggungan No.394/2012 atas nama pemegang 2) Perubahan Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 23,

Hak Tanggungan yaitu Para Terlawan. tanggal 20 Maret 2012

Bahwa syarat sahnya perjanjian yaitu atas sebab yang halal, BATAL DEMI HUKUM
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat

sahnya perjanjian khususnya syarat suatu sebab yang halal yang

dalam perkembahangan perbuatan melawan hukum masuk di

dalamnya menyangkuthal-hal bersifat melanggar norma sosial PUTUSAN
atau kepatutan dalam hal ini yang tertulis pada akta-akta

dimaksud tidak sesuai dengan kenyataan.

1) Aktayang dibuat di Notaris Josep Sunar Wibisono, S.H (Turur Terlawan II), yaitu Akta Pengakuan Hutang No.44 dan Akta No.45 tentang Borgtocht,
keduanya tertanggal 27 April, tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga batal demi
hukum.
2)  Akta Perjanjian Hutang No.23, dibuat oleh Notaris Tuan Ida Bagus Mantara, S.H (Turut Terlawan I), pada tgl 20 Maret 2012 tidak memenuhi syarat

sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata sehingga batal demi hukum

3) Akta Hak Tanggungan No.89/2012 tanggal 20 April 2012 dan sertifikat Hak Tanggungan No394,/2012 tanggal 30 April 2012 batal demi hukum
karena gugurnya Akta Perjanjian Hutang Nomor 23 yang dibuat oleh Tuan Ida Bagus Mantara, S.H (Turut Terlawan 1), pada tanggal 20 Maret 2012
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Selain kedua implikasi kebatalan dan pembatalan akta notaris tersebut,

ada beberapa implikasi lain, diantaranya adalah sebagai berkut:

a. Akta notaris dapat dibatalkan

Dapat dibatalkan adalah sanksi terhadap suatu perbuatan hukum
yang mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan) berupa pembatalan
perbuatan hukum atas keinginan pihak tertentu dan akibat hukum dari
pembatalan itu yaitu perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat
hukum sejak terjadinya pembatalan, dan pembatalan atau pengesahan
perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang
menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atau
disahkan.®®

Jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang
menghadap notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas
permintaan barang tertentu akan tersebut dapat dibatalkan. Apa yang
dapat dibatalkan dapat disebabkan karena tidak terpenuhinya unsur
subjektif dalam perjanjian. Unsur subjektif dalam perjanjian ini meliputi
kecakapan dan kesepakatan. Kesepakatan antara para pihak, yaitu
persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, tidak ada
paksaan dan lainnya. Di dalam akta notaris harus adanya kesepakatan
para pihak yang akan membuat perjanjian di dalam akta notaris tersebut.
Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau

dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara

8 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, op.cit, h.173.
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tegas (mengucapkan Kkata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu
sikap/isyarat) dengan tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan, dan unsur
penipuan antara para pihak. Seseorang dikatakan cakap hukum di dalam
hukum perdata tidak sedang ditarun dalam pengampuan, yaitu orang
yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila,
atau boros. Selain itu tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 UUJN
yang mengatur tentang syarat subjektif para penghadap dan saksi, yaitu:
a) Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan
cakap melakukan perbuatan hukum
b) Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya
oleh dua orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun
atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau

diperkenalkan oleh dua penghadap lainnya.

Mulai berlakunya pembatalan di dalam akta notaris yang
dapat dibatalkan adalah akta notaris akan tetapi mengikat para pihak
yang bersangkutan selama belum ada putusan pengadilan yang
memiliki kekuatan hukum tetap. Tetapi akta notaris menjadi tidak
mengikat sejak ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan
hukum tetap yang menyatakan Akta Notaris tersebut menjadi tidak

sah dan tidak mengikat.

145



Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Keterangan: Akta Yang Dapat Dibatalkan

Putusan Nomor 195/Pdt.G/2015/PN.sda, di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dasar
dilakukan gugatan oleh Penggugat, karena adanya Perbuatan Melawan Hukum,
karena Tergugat | adalah perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak
memberikan perlakuan atau layanan secara benar dan jujur serta tetap melakukan
tindakan diskriminatif dan sewenang-wenang serta secara melawan hukum
terhadap penggugat | dan Penggugat Il. Terhadap Tergugat Il adalah penerima
kuasa dari Tergugat | yang melakukan perbuatan diskriminatif dan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Penggugat | dan
Penggugat Il. Kemudian oleh Majelis Hakim dengan amar putusannya
menyebutkan bahwa Majelis mendapatkan asumsi penggugat dalam membayar
cicilan dalm setiap bulannya tidak sebagaimana ditentukan dalam perjanjian
(rincian bukti), oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat dalam
melaksanakan prestasinya dalam perjanjian yang telah disepakati tidak sesuai
dengan jadwal waktu yang telah ditentukan dan menurut hukum keadaan yang
demikian Peggugat dapat dikwalifikasikan telah wanprestasi. Kemudian mengenai
dibatalkannya Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 139 tanggal
12 September 2014, dibuat dihadapan Mirza Rengga Putra, S.H.,M.Kn, karena
dalam amar putusan menyebutkan bahwa dengan terbuktinya Tergugat Rekovensi

wanprestasi dan dikaitkan dengan tuntutan tersebut diatas, maka tuntutan tersebut
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mengandung arti bahwa Penggugat Rekonvensi menginginkan perjanjian
pembiayaan dengan Jaminan Fidusia yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi
dengan Tergugat Rekonvensi untuk dibatalkan, pendapat pengadilan tersebut
bertujuan untuk menyelesaikan secara tuntas, sekalipun tidak diminta oleh
Penggugat Rekonvensi, hal tersebut masih dalam batas-batas posita yang
dikehendaki Penggugat Rekonvensi, kemudian bahwa pembatalan perjanjian
karena salah satu pihak wanprestasi telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung yang menyatakan bahwa karena adanya wanprestasi, maka pihak yang
dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian oleh karena itu tuntutan

Penggugat Rekonvensi dikabulkan.®

8 Pputusan Nomor 195/Pdt.G/2015/PN.sda, tanggal 24 Mei 2016 di Pengadilan Sidoarjo, penulis
peroleh pada web Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada tanggal 5
Mei 2019.
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Tergugat:

Penggugat: Perjanjian Pembiayaan

Tergugat 1

PT. ASTRA SEDAYA
FINANCE c/q Branch
Manager PT. ASTRA
SEDAYA FINANCE
SURABAYA

Penggugat |
Dra. Sri Wahyuningsih
Penggugat I1

Jaminan Fidusia Tergugat 11
Pada tanggal 1 September 2014, dengan Nomor . .
- N . Eka Supiandi
Perjanjian:01400407000296095, atas 1 (satu) unit mobil Honda Mobil

Odyssey dengan Nomor Polisi L 1734 RZ, dengan Nomor Mesin
F23242001555, dengan Nomor Rangka JHMRA 68501c201570

PerjanjianPembiayaan dengan Jaminan Fidusia telah ditindaklanjuti dengan adanya Akta Jaminan Fidusia No.139 tanggal 12
September 2014, yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Mirza Rengga Putra, S.H.,M.Kn

WANPRESTASI

Yang dilakukan oleh Pengqugat yaitu Dra. Sri Wahyuningsih dan Dimas Mulia

PUTUSAN

Membatalkan perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No.139 tanggal 12 september 2014, dibuat dihadapan Notaris dan PPAT

Mirza Rengga Putra, S.H.,M.Kn
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b. Akta notaris dibatalkan oleh para pihak sendiri

Tidak ada kesalahan formil maupun materiil di dalam akta notaris
tersebut, tetapi para pihak yang namanya tercantum dalam akta
menginginkan akta tersebut tidak mengikat dan tidak berlaku lagi. Akta
notaris merupakan keinginan para pihak yang datang menghadap notaris,
tanpa adanya keinginan seperti itu, akta notaris tidak akan pernah dibuat,
kewajiban notaris membingkainya sesuai aturan hukum yang berlaku,
sehingga akta tersebut dikualifikasikan sebagai akta otentik. Dan isi akta
yang bersangkutan merupakan kehendak para pihak, bukan kehendak atau
keinginan notaris. Notaris berkewajiban memberikan penjelasan kepada
para penghadap, agar tindakannya yang dituangkan dalam akta sesuai
dengan aturan hukum yang berlaku. Jika akta notaris yang bersangkutan,
dirasakan oleh para pihak tidak mencapai tujuan yang diinginkannya atau
harus diubah sesuai keadaan, maka para pihak secara bersama-sama dan
sepakat datang ke hadapan notaris untuk membatalkan isi akta yang
bersangkutan. Caranya yaitu para pihak datang ke notaris untuk meminta
pembatalan dan tidak mengikatnya akta tersebut. Mulai berlaku
pembatalan sejak ada tanggal pembatalan dari segala akibat hukum

sebelum dan sesudah pemasangan dibuat.

Hasil penelitian di kantor Notaris Kojali adalah sebagai berikut:

Keterangan: Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh Para Pihak
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Akta Perjanjian Jual Beli dibatalkan oleh salah satu pihak/penghadap yaitu pihak
pembeli, karena Nyonya Warkonah meninggal dunia, dan Notaris yang membuat

Akta Perjanjian tersebut meninggal dunia juga, artinya para pihak sepakat untuk

mebatalkan akta Perjanjian tersebut.%

Kojali, S.H.,M.Kn

Meninggal dunia

Penjual:
Pembeli:

Warkonah

!

Meninggal dunia dan

1. Raharjo
2. Henny Handayani,

Perjanjian menginginkan

pembatalan perjanjian
Jual Beli

jual beli atas sebidang

tanah tersebut

Obyeknya seharga Rp. 55.000.000,-
Atas sebidang tanah dengan Nomor:1209/Kemandungan sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-1-2006

Nomor:04/Kemandungan/2006 seluas 110 m2, dengan NIB:11.06.01.03.01734 dan SPPTPBB Nomor objek
Pajak:33.76.030.003.005.0110.0, Sertifikat Hak Milik Nomor:1209/Kemandungan atas nama:1.Raharso, 2.Henny Handayani,
S.Pd.

% Akta Jual Beli Nomor 116/2008, tanggal 28 Agustus 2018, Penulis dapat dari kantor Notaris
Kojali di Tegal, pada tanggal 12 April 2019.
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c. Menilai akta notaris dengan Asas Praduga Sah

Dengan menerapkan Asas Praduga Sah untuk akta notaris, maka
ketentuan yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN yang menegaskan jika
notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal
49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52. Akta yang bersangkutan hanya
mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan tidak
diperlukan lagi, maka kebatalan akta notaris hanya berupa dapat dibatalkan
atau batal demi hukum. Berlaku pula untuk Asas Praduga Sah.%

Asas Praduga Sah ini berkaitan dengan akta yang dapat
dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak
berwenang Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, materiil,
dan tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta notaris, dan
asas ini tidak dapat dipergunakan untuk menilai akta batal demi hukum,
karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.

Asas Praduga Sah ini berlaku, dengan ketentuan jika atas akta
notaris tersebut tidak pernah di ajukan pembatalan oleh pihak yang
berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan telah ada putusan
pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta
notaris tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah

tangan atau tidak batal demi hukum atau tidak dibatalkan oleh para pihak

1 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, op.cit, h. 86.
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sendiri. Dengan demikian penerapan Asas Praduga Sah untuk akta notaris
dilakukan secara terbatas, jika ketentuan sebagaimana tersebut diatas
dipenuhi. Maka minuta akta tersebut tetap harus berada dalam bundle akta
notaris yang bersangkutan, dan Notaris yang bersangkutan ataupun
pemegang protokolnya masih tetap berwenang untuk mengeluarkan
salinannya atas permohonan para pihak atau para ahli warisnya yang
berkepentingan. Pemberian salinan tersebut dilakukan oleh notaris karena
akta notaris tersebut merupakan perbuatan para pihak, dan para pihak
berhak atas salinan akta notaris dan notaris berkewajiban untuk membuat
dan memberikan salinannya. Mulai berlaku batal sejak ada putusan
pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan akta
notaris tersebut menjadi tidak sah.

Implikasi hukum terhadap kebatalan dan pembatalan Akta
Notaris yaitu dapat dibatalkan dan batal demi hukum, dapat dibatalkan
karena tidak memenuhi syarat subyektif suatu perjanjian yaitu cakap
dalam melakukan perbuatan hukum dan sepakat bagi mereka yang
membuatnya. Sedangkan batal demi hukum artinya berlaku surut tidak
pernah ada, batal demi hukum menyangkut obyeknya, misalnya barang
curian, hal tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar undang-
undang.®? Implikasi hukumnya yaitu akta notaris yang dibatalkan, akta
notaris yang dapat dibatalkan, dan akta notaris batal demi hukum. 1) akta
notaris yang dapat dibatalkan merupakan akta yang dibatalkan oleh para
penghadap sendiri dengan akta notaris berdasarkan alasan yang diketahui
oleh para penghadap sendiri atau berdasarkan putusan pengadilan dengan
alasan yang tersebut dalam pertimbangan hukum putusan yang

bersangkutan. Notaris hanya dapat membuat akta pembatalan atas

92 Wawancara dengan Idris Abbas, Notaris dan PPAT Cirebon, pada tanggal 24 April 2019.
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kehendak para penghadap sendiri, 2) akta notaris yang dapat dibatalkan
karena penghadap tidak memenuhi syarat subyektif sahnya perjanjian
yaitu sepakat dan cakap, akta notaris dalam kualifikasi dapat dibatalkan
akan tetap mengikat para peghadap yang bersangkutan selama tidak ada
yang mengajukan pembatalan ke Pengadilan, 3) akta notaris yang batal
demi hukum karena syarat materiil tidak dipenuhi atau tidak memenuhi
syarat objektif sahnya perjanjian yaitu suatu pokok persoalan tertentu dan
suatu sebab yang halal.®® Implikasi hukumnya yaitu batal demi hukum,
karena obyeknya tidak jelas atau tidak ada dan dapat dibatalkan karena

tidak sepakat dan cakap yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata.%*

C. Hambatan dan Solusi tentang Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris
dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan
Notaris

Otensitas akta notaris bukan hanya pada kertasnya ataupun bentuk
fisiknya, akan tetapi akta yang dimaksud benar-benar dibuat di hadapan notaris
sebagai Pejabat Umum dengan segala kewenangannya atau dengan perkataan lain
akta yang dibuat notaris mempunyai sifat otentik, bukan karena undang-undang
menetapkan sedemikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau di
hadapan Pejabat Umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata.

Sebagai Pejabat Umum, notaris dalam melaksanakan kewenangannya
membuat akta otentik harus Independen. Dalam istilah sehari-hari istilah
Independen ini sering disama-artikan dengan mandiri. Dalam konsep Manajemen
bahwa penerapan istilah mandiri berarti institusi yang bersangkutan secara

manajerial dapat berdiri sendiri tanpa tergantung kepada atasannya, tetapi secara

9 Wawancara dengan Indra Cahyadi, Notaris dan PPAT Cirebon, pada tanggal 24 April 2019.
% Wawancara dengan Solichin, Notaris dan PPAT Cirebon, pada tanggal 24 April 2019.
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institusional tetap tergantung kepada (dependen) atasannya. Sedangkan
Independen baik secara manajerial maupun insitusional tidak tergantung kepada
atasannya ataupun kepada pihak lainnya.
Independen ini mempersoalkan kemerdekaan Pejabat Umum dari
intervensi atau pengaruh pihak lain ataupun diberi tugas oleh instansi lain. Oleh
karena itu dalam konsep Independen ini harus diimbangi dengan konsep
Akuntabilitas.
Akuntabilitas ini mempersoalkan keterbukaan (transparancy)
menerima Kritik dengan pengawasan (controlled) dari luar serta bertanggung
jawab kepada pihak luar atas hasil pekerjaannya atau pelaksanaan tugas
jabatannya. Kemandirian (Independen) notaris dalam hal ini dapat dilihat dalam 3
(tiga) bentuk yaitu:%®
2. Structural Independen, yaitu independen secara kelembagaan (institusional)
yang dalam bagan struktur (organigram) terpisah dengan tegas dari institusi
lain. Dalam hal ini meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh
Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM), secara
kelembagaan tidak berarti menjadi bawahan Menteri Kehakiman (sekarang
Menteri Hukum dan HAM) atau berada dalam struktur Departemen Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Functional Independen, yaitu independen dari fungsinya yang disesuaikan
dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tugas, wewenang,

dan jabatan Notaris.

% Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris, Refika Aditama,
Bandung, h.32.
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4. Financial Independen, yaitu independen dalam bidang keuangan yang tidak

pernah memperoleh anggaran dari pihak manapun juga.

S

ebagaimana diuraikan di atas, konsep Independen notaris sangatlah

berkaitan dengan konsep Akuntabilitas (Accountability) atau Pertanggung

jawaban

1.

yaitu terdiri dari :%

Akuntabilitas Spritual. Hal ini berkaitan dengan keyakinan secara
langsung vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersifat pribadi.
Akuntabilitas seperti ini dapat dilihat dari kalimat yang tercantum dalam
Sumpah/janji Jabatan Notaris, yaitu "Demi Allah, saya bersumpah .
Oleh karena itu bagaimana implementasi Akuntabilitas Spiritual ini akan
tergantung kepada diri sendiri notaris yang bersangkutan. Hanya Tuhan
Yang Maha Esa dan dirinya yang tahu. Akuntabilitas Spiritual ini
seharusnya mewarnai dalam setiap tindakan/perbuatan Kkita ketika
menjalankan tugas jabatannya, artinya apa yang kita perbuat bukan hanya
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat saja, tapi juga kepada Tuhan
Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu sangat penting nilai-nilai "Ke-Tuhan-
an" menyertai setiap perilaku, tindakan, dan perbuatan Kita.

Akuntabilitas moral kepada publik. Kehadiran notaris adalah untuk
melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan akta-akta otentik
ataupun surat-surat yang lainnya yang menjadi kewenangan notaris. Oleh
karena itu masyarakat berhak untuk mengontrol "hasil kerja" dari notaris.

Salah satu konkretisasi dari akuntabilitas ini, misalnya masyarakat dapat

% 1bid, 32.
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menuntut notaris, jika ternyata hasil pekerjaannya merugikan anggota
masyarakat. Ataupun ada tindakan-tindakan Notaris yang dapat
"mencederai” masyarakat yang menimbulkan kerugian baik materi
maupun immateriil kepada masyarakat.

. Akuntabilitas hukum. Notaris bukan orang/jabatan yang "imun" (kebal)
dari hukum. Jika ada perbuatan/tindakan Notaris yang menurut ketentuan
hukum yang berlaku dapat dikategorikan melanggar hukum (pidana,
perdata, administrasi), maka mau tidak mau kita harus
bertanggungjawab.

. Akuntabilitas profesional. Notaris dapat dikatakan profesional jika
dilengkapi dengan berbagai keilmuan yang mumpuni (intelectual capital)
yang dapat diterapkan dalam praktik, tapi bukan berarti "tukang"” tapi
dalam hal bagaimana mengolah nilai-nilai atau ketentuan-ketentuan yang
abstrak menjadi suatu bentuk yang tertulis (akta) sesuai yang dikehendaki
oleh para pihak. Oleh karena itu kita jangan lelah dan bosan untuk
senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan.

. Akuntabilitas administratif. Sebelum menjalankan jabatan/tugas sebagai
notaris sudah tentu telah mempunyai surat pengangkatan sebagai notaris,
sehingga legalitas Notar is tidak perlu dipertanyakan lagi, tapi yang
sampai saat ini masih jadi pertanyaan adalah sebagai notaris secara
administratif dalam pengangkatan dan penggajian karyawan. Banyak
notaris yang mengangkat karyawan karena pertemanan” ataupun

“persaudaraan”. Padahal sebenarnya apapun latar belakangnya tetap
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harus ada pembenahan secara administratif. Kemudian juga yang lainnya
yaitu mengenai "pengarsipan” akta-akta, terkadang notaris menatanya
"asal-asalan" padahal akta tersebut adalah arsip negara yang harus notaris
"administrasikan" secara seksama. Oleh karena itu sangat beralasan
notaris harus belajar "Manajemen kantor notaris” yang bahan dasarnya
dari pengalaman-pengalaman notaris terdahulu yang kemudian
dibukukan.

6. Akuntabilitas keuangan. Bentuk akuntabilitas dalam bidang keuangan ini
yaitu notaris melaksanakan kewajiban notaris untuk membayar pajak.
Ataupun membayar kewajiban lain kepada organisasi, seperti iuran
bulanan.

Uraian tersebut diatas merupakan implementasi dari Undang-Undang
Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris (KEN) yang secara lengkap
mengatur tentang jabatan notaris. Dengan pemahaman independensi dan
akuntabilitas seperti tersebut diatas diharapkan notaris dapat mengetahui dimana
dan bagaimana tugas dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum dalam
menjalankan tugas/jabatannya.

Sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban
sebagian tugas negara, notaris harus dapat menjalankan tugas profesi sebaik
mungkin sesuai dengan hukum agamanya dan hukum serta peraturan yang
berlaku. Oleh karena itu jika notaris berbuat melanggar hukum, sanksinya tidak
hanya berupa sanksi hukum positif saja, melainkan sanksi moral dari masyarakat

dan sanksi spiritual menurut hukum agamanya. Sebagai pejabat umum yang
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diberikan kepercayaan untuk mengemban sebagian tugas negara, notaris tidak bisa
menghalalkan segala cara untuk mencapai profesionalnya.®’

Sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar), notaris berwenang
membuat akta otentik. Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-
undang agar suatu akta menjadi otentik, seorang notaris dalam melaksanakan
tugasnya tersebut wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin,
profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang
dalam awal dan akhir akta adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang
sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.*®

Apabila suatu akta merupakan akta otentik, maka akta tersebut akan
mempunyai 3 (tiga) fungsi terhadap para pihak yang membuatnya yaitu :%

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan
perjanjian tertentu;

2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian
adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;

3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika
ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi
perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Notaris dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya

dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum

% Anke Dwi Saputro, 2008, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan Di masa Datang,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.182.

% Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris Bukul, Revisi Cet. 2,
Ichtiar Baru VVan Hoeve, Bandung, h.166.

% Salim HS, 2006, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika,
Jakarta, h.43.
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meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan

akta, diantaranya:1®

1. Tanggung jawab notaris secara perdata atas akta dibuatnya, dalam hal ini
adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materil akta, dalam konstruksi
perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat
aktif maupun pasif. Aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang
menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak
melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain
menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu
adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya
kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas,
yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga
melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan
kerugian. Suatu perbuatan dikategorikan perbuatan melawan hukum apabila
perbuatan tersebut:
b. Melanggar hak orang lain.
c. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
d. Bertentangan dengan kesusilaan.
e. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri

dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

100 Abdul Ghofur, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, UUI
Press, Yogyakarta, h.30.
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Tanggung jawab notaris dalam ranah hukum perdata ini, termasuk
didalamnya adalah tanggung jawab perpajakan yang merupakan kewenangan
tambahan notaris yang diberikan oleh Undang-undang Perpajakan.

. Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta dibuatnya. Pidana dalam hal
ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh notaris dalam kapasitasnya
sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks
individu sebagai warga negara pada umumnya.

. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (Undang-
undang Jabatan Notaris).

. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan kode
etik notaris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Jabatan Notaris
tentang sumpah jabatan notaris. Tanggung Jawab notaris sangat diperlukan
meskipun ranah pekerjaan notaris dalam ranah hukum perdata dan hukum
administrasi serta pertanggungjawaban moral dan etika namun terhadap akta
yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana maka notaris harus bertanggung
jawab secara pidana, mulai pemeriksaan dalam proses pembuktian di
persidangan dan melaksanakan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan
hukum tetap. Tuntutan tanggung jawab ini muncul sejak terjadinya sengketa
berkaitan dengan akta yang telah dibuat dengan memenuhi unsur-unsur dalam
perbuatan pidana meliputi:

1. Perbuatan manusia.

2. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas

legalitas, nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali (tidak
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ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut
tidak atau belum dinyatakan dalam aturan undangundang).

3. Bersifat melawan hukum. Terhadap akta yang dibuatnya notaris wajib
bertanggung jawab atas keotentikannya, namun demikian dalam
pemeriksaan perkara pidana notaris tidak serta merta dapat dihadirkan
dalam pemeriksaan, karena Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris
memberikan perlindungan terhadap notaris sebagai pejabat umum. Tanpa
adanya bukti awal yang kuat bahwa akta yang dibuat dan berindikasi
perbuatan pidana atas dugaan notaris turut serta melakukan tindak pidana
dan atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta, Majelis Pengawas
Daerah atau Wilayah di wilayah kerja Notaris yang bersangkutan bisa
saja menolak permintaan untuk memberikan ijin pemeriksaan terhadap
notaris.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris
menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Dalam Al-Quran Surat Al Bagoroh ayat 282 telah menerangkan
bahwasannya dalam suatu perjanjian hendaknya dicatatkan oleh yang
berwenang untuk menulis, artinya penulis sebagaimana dimaksud dalam ayat
ini adalah penulis.

Oleh karenanya setiap perjanjian haruslah dicatat secara otentik atau
disebut akta otentik sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang

sempurna dan terpenuh. Notaris sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk

161



itu seharusnya menerapkan aturan hukum sehingga kebatalan akta dapat

dihindari.

Akta Notaris yang mengalami kebatalan haruslah dilihat apakah
kebatalan itu murni terjadi dari kesalahan para pihak atau Notaris yang ikut
berperan dalam hal pembuatan akta, karena notaris terkadang merasa bahwa
hanya sebagai pejabat yang bertugas menuangkan keinginan para pihak dan
mengabaikan aturan hukum yang seharusnya berlaku.

Hambatan-hambatan dan solusi kebatalan dan pembatalan akta notaris
adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua Notaris dalam menjalankan jabatannya sehubungan dengan
pembuatan akta, mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas,
keabsahan dan sebab-sebab kebatalan dan pembatalan suatu akta notaris.
Terutama bagi notaris yang masih baru, sehingga notaris yang belum
memahami tersebut harus mempelajari sebab-sebab kebatalan dan
pembatalan akta tersebut terutama mengacu kepada ketentuan UUJN dan
KUHPerdata, dan diharapkan dapat berkonsultasi terlebih dahulu kepada
notaris yang senior. Dalam membuat akta tersebut perlu kesadaran
tentang hukum, moral, etika. Notaris secara materiil seharusnya
mengetahui aturan yang berlaku dalam pembuatan akta notaris untuk
mengantisipasi segala risiko hukum yang terjadi pada masyarakat,
khususnya dalam penuangan akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan

notaris.

101 http://Jiptummpp-gdI-tasyamoedy-47509-3-babii, diakses pada tanggal 21 Maret 2019
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2. Notaris dalam menjalankan jabatannya lalai, kurang hati-hati, dan kurang
teliti dalam membuat akta otentik, notaris harus memenuhi asas
keakuratan dan kehati-hatian. Hal tersebut notaris harus lebih berhati-hati
dan teliti supaya tidak lalai dalam menjalankan jabatannya, yang
menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga kehendak para pihak
dapat tertuang dalam akta dan tidak bertentangan hukum, sehingga
Notaris dapat terhindar dari permasalahan hukum, dan mengecek akta
tersebut sebelum ditandatangani, dan diharuskan notaris dalam
menjalankan jabatanya tidak menggunakan sistem copas (copy paste),
karena hal tersebut akan mengakibatkan ketidaksesuaian dengan apa
yang diinginkan para penghadap.%?

3. Para pihak terpengaruh dengan iming-iming harga akta murah, dan para
pihak cidera janji disalah satunya sehingga menimbulkan sengketa dan
mengajukan gugatan ke pengadilan yang mengakibatkan akta tersebut
batal, solusinya para penghadap jangan terpengaruh dengan harga akta
murah dan harus melaksanakan sesuai isi dari perjanjian tersebut.%

4. Dalam praktek biasanya ada notaris nakal yang tidak mengikuti aturan
hukum yang berlaku dan tidak mengedepankan pada peraturan hukum,
tidak bersifat netral dan mandiri, misalnya dalam hal permbuatan akta
tidak membacakan akta dihadapan para pihak dan syarat formil
pembuatan akta lainnya dilanggar oleh notaris. Jika memang tidak

dibacakan oleh notaris seharusnya ada kesepakatan terlebih dahulu oleh

102 Wawancara dengan Idris Abbas, Notaris dan PPAT Cirebon, pada tanggal 24 April 2019.
103 Wawancara dengan Idris Abbas, Notaris dan PPAT Cirebon, pada tanggal 24 April 2019.
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para pihak agar akta tersebut tidak perlu dibacakan, dan pada akhir akta
mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki agar akta
tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui, dan
memahami isi akta. Serta dalam hal ini memberikan advis hukum kepada
para pihak yang akan membuat akta otentik, sehingga akta tersebut dapat
berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna.'®*

5. Tidak semua penghadap bersikap secara jujur dan dapat terbuka, tidak
mempunyai itikad baik kepada notaris. Para pihak yang menghadap
notaris hendaknya senantiasa membantu notaris untuk mengutarakan hal
yang sesungguhnya berlandaskan itikad baik dan kejujuran, agar angka
tersebut sempurna sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga
tidak merugikan pihak manapun.

6. Hambatan jika penghadap ingin membatalkan akta tersebut dengan
membuat akta pembatalanya adalah para penghadap sulit datang kembali
ke kantor notaris, memang tidak perlu adanya suatu akta juga sudah
batal, tetapi lebih baik dengan disertai adanya akta pembatalannya, agar

mempunyai bukti yang mengikat.%®

104 Wawancara dengan Indra Cahyadi, Notaris dan PPAT Cirebon, pada tanggal 24 April 2019.
105 yWawancara dengan Solichin, Notaris dan PPAT Cirebon, pada tanggal 24 April 2019.
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Agar lebih jelasnya tentang hambatan dan solusi, penulis sajikan

dalam tabel dibawah ini:

SOLUSI

HAMBATAN
1. Tidak semua Notaris dalam
menjalankan jabatannya

sehubungan dengan pembuatan
akta, mengetahui dan memahami
Syarat-syarat otentisitas,

keabsahan dan  sebab-sebab

kebatalan dan pembatalan suatu
akta

notaris. Terutama bagi

notaris yang masih baru

Notaris yang belum memahami
tersebut harus mempelajari sebab-
sebab kebatalan dan pembatalan akta
tersebut terutama mengacu kepada
ketentuan UUJN dan KUHPerdata,
dan diharapkan dapat berkonsultasi
terlebih dahulu kepada notaris yang
senior. Dalam membuat akta tersebut
perlu kesadaran tentang hukum,
moral, etika. Notaris secara materiil
seharusnya mengetahui aturan yang
berlaku dalam pembuatan akta
notaris untuk mengantisipasi segala
risiko hukum vyang terjadi pada

masyarakat, khususnya  dalam
penuangan akta otentik yang dibuat

oleh dan dihadapan notaris.

2. Notaris dalam  menjalankan
jabatannya lalai, kurang hati-hati,

dan kurang teliti dalam membuat

Notaris harus memenuhi asas

keakuratan dan kehati-hatian. Hal

tersebut notaris harus lebih berhati-
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akta otentik.

hati dan teliti supaya tidak lalai
dalam menjalankan jabatannya, yang
menyangkut kepentingan
masyarakat, sehingga kehendak para
pihak dapat tertuang dalam akta dan
tidak bertentangan hukum, sehingga
Notaris dapat terhindar  dari
permasalahan hukum, dan mengecek
akta tersebut sebelum ditandatangani,
notaris  dalam

dan diharuskan

menjalankan jabatanya tidak
menggunakan sistem copas (copy
tersebut akan

paste), karena hal

mengakibatkan ketidaksesuaian
dengan apa yang diinginkan para

penghadap

. Para pihak terpengaruh dengan
iming-iming harga akta murah,

dan para pihak cidera janji

disalah satunya sehingga
menimbulkan ~ sengketa  dan
mengajukan gugatan ke

pengadilan yang mengakibatkan

Para penghadap jangan terpengaruh
dengan harga akta murah dan harus
dari

melaksanakan  sesuai  isi

perjanjian tersebut
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akta tersebut batal.

. Dalam praktek biasanya ada

notaris nakal tidak

yang
mengikuti aturan hukum yang
berlaku dan tidak
mengedepankan pada peraturan
hukum, tidak bersifat netral dan
mandiri, misalnya dalam hal

permbuatan akta tidak

membacakan akta dihadapan para
pihak  dan  syarat  formil
pembuatan akta lainnya dilanggar

oleh notaris.

Jika memang tidak dibacakan oleh
notaris seharusnya ada kesepakatan
terlebih dahulu oleh para pihak agar
akta tersebut tidak perlu dibacakan,

dan pada akhir akta mencantumkan

kalimat bahwa para penghadap
menghendaki agar akta tidak
dibacakan karena penghadap

membaca sendiri, mengetahui, dan
memahami isi akta. Serta dalam hal
ini memberikan advis hukum kepada
para pihak yang akan membuat akta
otentik, sehingga akta tersebut dapat
berfungsi sebagai alat bukti yang

sempurna.

. Tidak semua penghadap bersikap
secara jujur dan dapat terbuka,
tidak mempunyai itikad baik

kepada notaris.

Para pihak yang menghadap notaris

hendaknya senantiasa membantu

notaris untuk mengutarakan hal yang
sesungguhnya berlandaskan itikad

baik dan kejujuran, agar angka

tersebut sempurna sesuai dengan

aturan hukum yang berlaku, sehingga
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tidak merugikan pihak manapun.

. Hambatan jika penghadap ingin
membatalkan  akta  tersebut
dengan membuat akta
pembatalanya adalah para
penghadap sulit datang kembali

ke kantor notaris.

memang tidak perlu adanya suatu
akta juga sudah batal, tetapi lebih
baik dengan disertai adanya akta
pembatalannya, agar mempunyai

bukti yang mengikat
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BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pada uraian dalam bab sebelumnya, maka penulis

berkesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris dalam Perspektif
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah Dalam hukum perjanjian,
batal demi hukum (nietig) merupakan istilah untuk perjanjian yang tidak
memenuhi syarat objektif (hal tertentu dan kausa yang halal). Sedangkan
dapat dibatalkan tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan
kecakapan). Perbedaan antara kebatalan dan pembatalan terletak pada ada
atau tidaknya permintaan suatu pihak. Penelitian ini berpegang pada
pendapat Wirjono Prodjoikoro dan Tan Thong Kie, bahwa kebatalan
merujuk kepada maksud batal demi hukum, sedangkan pembatalan untuk
yang dapat dibatalkan. Kebatalan dan pembatalan akta notaris dapat
terjadi karena beberapa hal tidak terpenuhinya syarat objektif;
ketidakcakapan absolut; ketidakcakapan bertindak; ketidakcakapan relatif;
bertentangan dengan undang-undang; ketertiban umum atau kesusilaan;
terpenuhinya peristiwa hukum dalam perjanjian dengan syarat batal;
adanya cacat kehendak; penyalahgunaan keadaan; wanprestasi sebagai

syarat batal; tidak terpenuhinya perjanjian formil.
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2.

Implikasi Hukum terhadap Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris adalah
Implikasi hukum akibat dari kebatalan dan pembatalan yang dilakukan
oleh notaris maupun para pihak yang berkepentingan ada bermacam-
macam. Pertama, akta notaris yang dapat dibatalkan, akta notaris batal
demi hukum, akta notaris yang hanya memiliki kekuatan pembuktian akta
dibawah tangan, akta notaris yang dibatalkan oleh para pihak sendiri,
mulai berlaku batal sejak ditandatanganinya pembatalan oleh para pihak
yang bersangkutan, notaris batal berdasar asas praduga yang sah.

Hambatan dan Solusi tentang Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris
dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Notaris yaitu hambatan dan solusinya yaitu Tidak semua Notaris
mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-
sebab kebatalan dan pembatalan suatu akta notaris. Notaris yang belum
memahami tersebut harus mempelajari sebab-sebab kebatalan dan
pembatalan akta terutama mengacu kepada ketentuan UUJN dan
KUHPerdata, notaris lalai dan kurang hati-hati menjalankan jabatanya
sehingga diharapkan notaris harus lebih berhati-hati, Dalam praktek
biasanya ada notaris nakal yang tidak mengikuti aturan hukum yang
berlaku, tidak bersifat netral dan mandiri, Tidak semua penghadap
bersikap secara jujur dan dapat terbuka, tidak mempunyai itikad baik

kepada notaris.
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B. SARAN

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai

berikut:

1. Bagi Notaris
Hendaknya Notaris melakukan tugasnya membuat akta otentik, harus
lebih teliti dalam membuat akta tersebut dan perlu kesadaran tentang
hukum, moral, etika. Notaris secara materiil seharusnya mengetahui aturan
yang berlaku dalam pembuatan akta notaris untuk mengantisipasi segala
risiko hukum yang terjadi pada masyarakat, khususnya dalam penuangan
akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris.

2. Bagi Para Pihak
Agar para pihak yang menghadap notaris hendaknya senantiasa membantu
notaris untuk mengutarakan hal yang sesungguhnya berlandaskan itikad
baik dan kejujuran, agar angka tersebut sempurna sesuai dengan aturan
hukum yang berlaku, sehingga tidak merugikan pihak manapun.

3. Dengan adanya UUJN, diharapkan menjadi pembaharuan dan pengaturan
kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur
Jabatan Notaris sehingga dapat tercapai suatu unifikasi hukum yang
berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Indonesia.
UUJN telah mempergunakan secara bersama-sama institusi notaris sebagai
jabatan dan sebagai profesi karena notaris merupakan jabatan tertentu yang

menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.
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Foto dengan narasumber Notaris dan PPAT di

Cirebon
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Gambar 1 : Wawancara dengan Idris Abbas, S.H, Notaris dan PPAT
Cirebon, pada tanggal 24 April 2019



Gambar 2 : Wawancara dengan Indra Cahyadi, S.E, S.H, M.Kn, Notaris dan
PPAT Cirebon, pada tanggal 24 April 2019



Gambar 3 : Wawancara dengan Idris Abbas, S.H., M.Kn, Notaris dan PPAT
Cirebon, pada tanggal 24 April 2019



LAMPIRAN

Surat Keterangan Wawancara dengan Notaris dan

PPAT di Cirebon
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Kepada Yth © ¢S hoes, s
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wh.
Ketua Program Magster (S2) Kenotsnaten (MKn) Universites Islam Sultan Agung

(UNISSULA) Semarang, menerangkan bahwa ;

Nama  Devi Nindy Lestari

NIM - MENO3X18604

Judul Tests : Analisis Kebatalan dan Pembatalan Akta Notans Dalam Perspektif
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notarns

Keperluan : untuk mengadakan penelitian di instansi yang Bapak! [bu pimpin
berupa wawancar dan memohon data pendukung vang berkaitan
dengan judul diatas

Adapun nomor telefon mahasiswa yang bersangkutan an.  Devi Nindy Lestari HP No,

(89685738246

Demikian atas bantuan serta perhattannya, kami ucapkan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. W,

30 Ragab1440 H
 Apal 2019 M
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Keperluan . untuk mengadakan penelitian di instansi yang Bapak/ Ibu pimpin
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Adapun nomor telefon muhasiswa yang bersangkutan an  Devi Nindy Lestari HP No.

089685738246

Demikian atas bantuan serta perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
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Akta yang Dibatalkan oleh Para Pihak Sendiri












A Tmﬂaﬁmnunmmusnmmm S.H., M.Kn.

mmmsagam







LAMPIRAN

Akta Pembatalan Notaris
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-

tetap tidak ada yang dikecualikan.
i - sebagaimana ternyata dari Akta

‘ tertanggal --————--
|

dibuat dihadapan saya, =======

I Notaris.
‘ - Para penghadap tersebut diatas bersama ini
menerangkan dalam akta ini telah bersepakat =--=---
yang satu dengan yang lainnya untuk membatalkan ---
| dan mematikan i=i akta

AR S——
| - Pembataian mana mulai berlaku pada tanggal
hari ini dengan ketetapan bahwa antara pihak-pihak -
telah diadakan perhitungan selengkapnya sehingga --—
dikemudian hari tidak ada tuntutan berupa apapun =--
dari yang satu kapada vang lainnys, e=sseecccccacac.
- Segala biaya yang berhubungan dengan pembatalan ===
Pengikatan Jual Beli, Surat Kuasa dan Kuasa Untuk --
Menjual tersebut ditanggung dan dibayar oleh
para pihak, .
- Tentang hal ini dan segala akibatnya, para pihak ==
menerangkan memilih tempat tinggal yang sah dan -—
tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan --—-——
Nageri di Sumber.




LAMPIRAN
Akta yang dapat Dibatalkan

melalui

Putusan Nomor. 76/Pdt.G/PIw/2013/PN.AP

Di Pengadilan Negeri Amlapura



putusan.mashkamahagung.go.ld

PUTUSAN

Nomor: T6PaLGPIw/2013/PNAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

e eeeeee Pengadilan Negen Amlapuara, yang memeriksa dan memutus perkans-perkara

gugatan perlawanin perdata dalam tingkal pertama, telah menjauhkan putusan sebagai

bertkut dalom perkarn antara:

I LGUSTINYOMAN SUKENDRI, wmur 45 talwn, poremgpuas, pekeriaan wirsswasty,
kewurgancy Indonesi agami Hindu,
beralamit di Hangar Dinas Teagah, Desa Nyuh
Tebel,  Kecamatn  Manggis,  Kabuputen
Karangasem: yang sclanjotnyn discbor schagai:
PELAWANT;

Z

58 tahun, perempuan, hertempat tinggal di banjar
Dinas Tengah, Desa Nyuwh Tebed, Kecamatan
Manggis, Kabupaten Kamngasem, pekerjaan

wir \oyang

yunys  dischut  sebagal:

Dalam hal u keduanya diwakibl dan memilib
tempat keduman/domasli bukom  di kantor
kuasanya, yaitu GUNADJAR, SH.. Advokal
yang berkuntps i Divis Hukum dan Advokasi
Yayasan Manikaya Kaoci beralamat di julan Noja

XXXVILN 16 Deny Rali, berdasarkan
Surat Kuasin Khasus tertunggal 8 November 2013,

faftar i K I Peogadilan  Negen

Amlapura No. 122/LEG.SK201 VPN AP tanggal

Hadawwan | dar) 32 Panusan Moo 200 GAM20L SN AP

e ad

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mashkamahagung.go.ld
12 November 2013, yang selanjutnys  disebus

1. CHRISTOPER THOMAS CARROLL,. - warga negara Australio, alamat i 884
Alexandes Drive  Camperdown Syneey, NSW
2050 Australin,  pemegang  Passpor  Nomor
E1023438, yang dalam hal ani disakill dan
menilih empat  kedigman/domisii - hukum  di
kantor  kuasaoys,  yeine  PUTU  SUTA
SADNYANA, S.Ho, M.H. dan NI NYOMAN
HERAWATYL, S.HL. parn Advokat ying berkantor
di Kandor Advokal “Putu Suta & Associstes
(PSAY", 1. Maluku B-3, Komplek Kertawijoyu,
Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khbusus
tmggal 1 Februari 2004, yang terdaftar &
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amispura pads
tanggal 5 Februan 2014, No. I2LEGSK2014

PN.AP; yang sclanjutnyu  dischbut  sebapay;

TERLAWANL
7 FITRIASARLMADAYANTL  lahir di Surakarta, tanggal 14 Juli 1983, warga
ot Tidisaeska, buralibmgilEMakani Bergob

RT/RW 0308, Kelurshan Sercogan, Kecumatan
Serengun. Kota Surakunta. Propinsi Jawa Tengah.
pekerpaan wiriswiasti; yang dalam bl ini diwskili
dun meemiehh tempat Kediomantdomisib bukum di
fantor  kussanys,  yaite PUTU . SUTA
SADNYANA, S.H., M.H. dun NI NYOMAN

HERAWATI, S.H.. paru Advokat yang berkantor

e ad
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mashkamahagung.go.ld

di Kontor Advokat “Putn Suta & Associaes

(PSAY". J1 Maluku B-3, Komplek Kertawijayu,

Denpasar, Bali, berdasarkan Surt Kuasa Khusas
tanggal 26 Desember 2013, yang terdaflar di
Kepaniteraan Pengudilan Negeri Amlapura puds
tanggal 5 Februan 2014, No. 12LEGSK2014/

PNAP;  yang sclanjuinyn  diseh chagn
TERLAWAN IE i

1. TUAN IDA BAGUS MANTARA. S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tasah
(PPAT), bernlamar kamtor di JI Almaxd Yani No.
20 Amlapura, Kurungasem: yang dalam hal ini
diwakili dan memilih tempat kediamanddomisili
hukum di kantoe kunsanya, vaitn: PUTU SUTA
SADNYANA, S.H., MH. dun NI NYOMAN
HERAWATIL, S.H.. para Advokat yung berkantor
di Kantor Advokat “Putu Sutn &  Associses
(PSAY", 11 Maluku B-3, Komplek Kertawijayi,
Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuisa Khusus
woggal 22 Jaswunt 2014, yang serdaftar &
Kepaniteraan Pengodilan Negeri Ambapura pada
wnggal 22 Januan 2014, No. DOLEG.SK/2014/
PNAP;  yvang  sclanjuoyn  disehut  schagas:
TURUT TERLAWAN fioeooeeeeooe
4. JOSEF SUNAR WIBISONQ, S H,. -~ Notarls dan Pejabat Pembust Akta Tansh
(PPAT), berulamat kantor di JI. Diposegoro, No
150 Blok B No.20 Denpasar 80114, yang dalam
hal ini @wakili dan memilibh empat Kediaman/
domisil bukam di kantor Kessanya, yai: PUTU

Halown 3 dhrer 32 Patusiy Mo 200 G201 PN AP
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mshkamahagung.go.ld

SUTA SADNYANA, SH. MH., dan NI
NYOMAN HERAWATI, S.H., para Advokal
yang berkantor di Kantor Advokat “Putu Suta &
Assaciates (PSA)", 1, Maluku B-3, Komplek

Kertawijaya, D Bubi. berdasarkan Sarat

Kuasa Khesus tanggal 21 Januvan 2H4, yang

faftar i Kepani Penguiilan Negeri
Amlapury pada tonggal 22 Januars 2014, No. 07/
LEG.SK201 4PN AP. yang selanjutnyu disebat

sebagai: TURUT TERLAWAN 1E

e Pengadilan Negeri tersebur,
——— Setclah mwembaca berkas perkam dan sarut-sumt lamn yang berhubungan dengan

perkara ini;

——— Setelah membaca Risalah Panggilan Nomor: T6/Pd GPIw201 3PN AP, -

e Setelah mendengar keterangan dan pans saksi
—— Setelah mendengar keterangan dari Pars Pelawan dan Para Terlawan serta Pasa
Turut Terkawan,

JTENTANG DUDUKNY A PERKARA
e Meniimbang, babiwi Para Pelowan dalum surul gugatan perlawanannya terangzal 14

November 2013, yang serdaftar padn Kepansiernun Pengadilan Negert Amlapara pada
tanggal Wy juga di bawah nomor register. T6PALGPIW201VPNAP, elah mengijukan
gugatan  pedlawanan  techadap  aammaning  Nomor:  OI/PICEKS2013/PNAP - dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikot.

I Bahwa sehirn taban 2007 Tedawan | berwisstn & Bah dan mengmap i
Penginapan Para Pelawan yoitu Temple Café Sca Side Cottages di Jolan Raya
Candidisa. Kabupaten Korangasem, Bali, yong poda intinya sempat terjodi
perbincangan antars Terfawan | dengan Para Pelawan sentang pengembangan
usaha Penginapan Pams Pelawan yang sam e dalem kondisi keterbogasan

1 {

e ad
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2

Buhwa Para Pel kan kerj dalam bentuk investasi yaitu sewa
kamar atan penginapan dalam gangha waktu panjang, namun Terlawan | malah
menawarkun pinjaman uang atan hutang pads Pam Pelawan yang bisa digunakan
untuk mengembangkan usaha penginapan Pam Pelawan; oo N
Bahwa pada tanggal 27 April 2007 Terluwan | besesta Para Pelawan hadir &

kantor Turst Tedawan [ untuk membuat perfanjian hutang pintang yang msna
Terlawan 1 berjanji mentrunsfer vang pengaman dalam bentuk Dolar Amerika
Serikat sejumiah USSSO000 (delapan pulub ribs dolar Amerika Serikal) tetupi
dalam akta peranjian yang disehut Akta Pengakusn Hutung Nomor 44
dicancumban stuu ditulis USS90,000 (sembilan puluh ribu dolar Amerika Serikat)

dengun dalib kelebahan ataw ditambahkan US$10,0004 sepaluh nbu dolar Amenka

Serikat) untuk membayar biaya Notaris yang menjadi beban Para Pel ssacsses

Bahwa Para Pelawan tsduk memabami ketentuan atao permdang-undangan yang
mengatar  tentang  kewargancgasan,  keuangan-perbankan/Perkreditan  serta
Hukum Perikazan yang berlaku di Indonesia, schingga Para Pelawan hanya ouna
sajn poda Tedawan | yang berinisutif sendin memberikan mateni atau isi Ak
Pengakuan Hutang yang oleh Turut Tedawan 11 diberi Nomeor 44 aeaas

Bahwa yang diketahui Para Pelawan sant itu adalah Tedawan | st memboast
penpangian tersebat pada posita posn 3 (tiga) di atas keberadaanmya di Indonesia

sebayni warga Negara Australia yung sedang berwisata di Balizooovnee

Bahwa | GUSTT AYU NYOMAN SUKENDRI (Pelawun} hanya menerima wang
sehesar USS0,000 (delapan puluby ribo dolar Amerika Serikat) diterima melalui

Jer Terd 1 pada rekening BNI Dolar Pelawan dengan nomaor rekening
0123113867 pada tanggal 03 Mei 2007

Bahwa dalam akta peganjion yang dibuatkan di Kintor Notars Turat Terdawan [
adalah Surat Pengakuan Hatang dengan Nomor 44 tertunggal 27-04-2007 dan &
dalummyn disebutkan Terkawan [ sehagai penngih hutang i padi angka 3 (tign)
atan sehagai pihak kedua yang meminjamkan wang poda pshuk pertama (para
pelawan), don & halaman 3 (tiga) Surat Pengakuan Hutang Nomor 44 tersebut

Halown 5 st 32 Patusiy Mo 200 G201 PN A

Crwl
Tow N0V S8e 2048 an 2\



e ad

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mashkamahagung.go.ld

10,

Juga tertulis babwa yang beshutang telah berhutuny kepada pesingih hutang karena

pinja wang sejumish USS90,000 (sembilan puluh nbu dolar
Amerika Serikat), pxiahal vang yang diterima Pelawan hanyan USS80,000
(delapan puluh riby dolar Amerika SErikat )i s s s

Bohwa di halaman 4 {empat) akta pengakuan butang nomoe 44 teevebut terjulis
Juga atos butang tersebut yang berhutang (Para Pel ) diwajibkan memhayar
bunga kepada penagih hutang (Terl 1) setinp balannya sch 15% (st
komu lima persen) untuk jangkn waktu enam bolan pertama dan sebesar 1,9%

(satu koma sembilan persen ) untuk jangka wakiu enam bulan kedua); —oooeeee -
Bahwa uang sejumlab USS90000 (sembilan poluh riba dolar Amerika Serikat)

bat dinyatub bagai hoetang yang dengan sendirmya diterapkan bunga

sehagasmana diterangian pada posity nomoe 8§ (delapan) di atas;

Bahwa selain adanya Surat Pengakuan Hutang Nomor 44, diserbitkan pula akta

nomor 45 vaite BORGTOCHT vang memperjelas hubungan Terl 1 dengan

Purn Pelawan yasu sebagai debitur dan kreditur yang ngkan jaminan as
hutang Parn Pelawan berupa SHM nomoe 2751 atas nama Purn Pelawan yaitm
schidang tanah seluas 33000m* yang terletak di Jalun Candsdasa, Karang:

Baly;
Bahwa dalom perkembangannys akta pengakusn hutang tessebat mengalam
perubahy bagai literungkan jugs dalam akts peruhahen  perjunjian
pengakuan hutang pomor 19, tanggal | 3-03-2009 serta akta perubahan perjanjian

hutang nomor 23 dibaat oleh Notans (Terlawan 1) pada tanggal 20 Maret 2012:-—
Bahwa akta Perubahan Pegjunjion Hutang nomor 23, ada tentulis di halaman 3
(tiga) dischbutkan Pasa Pelawan schagior Debitur atan scbagai Pihok Kedua
dinyatakan telah menambah husangnya schinggn hutangnya menjadi berjumiah
USS135,358.24 (seratus tiga pulub lima riba tiga ratas lima palah delupan koma
dup puluh empat dolar Amenka Serikat) o setarn dengan Rp 1624, 300.000,-

Csatu milyar enam raaus dun palah empat juta tiga ranes ribu rupiah);-

Crwl
Tow N0V S8e 2048 an 2\
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I3, Bahwa kurs dolar vang diterapkan dalam hotang piutang tersebut sebesar

Rp9.230,- (sembilan ribu dis rates tiga paluh rapiah ),

14, Bahwa sehagaimana umnian poxita angka 12 {dua belas) di atas, diterangkan dalam
ke pit: i pel telah . baban histang dimiksid sebel
ditandatanganinya akta pensbaban perjanjian butsng yang diberi nomoar 23 pada
Kenyatasnnya hingga perlawanan mi diajekan ke Pengaclilan Negen Amlapura
Parn Pelawan tidak permah menerima vang yang disebut-sebut sebagai tambaban

hutang sehaguimana dinyatakan dalam aken perubahan pejanjian hatang nomor

23 terseh
15. Bahwa Parn Pel telah beruah icil hutangayn sebagaimana bukti
fer duri Pasa Pell kepada rekening CHRISTOPER (Terlawan 1) yauta:
No, Bank Tanggal | Jumlah Pembayuran
1 BNI 07 Juni 2007 |USSES00.00 (Rp13.500.000);
2 BNl 04 Juli 2007 UISSES00.00 (Rp 3.S00.000);
i BN 07 Agsi2007 LSS 150000 (Rp1 3.500.000),;
4 1BNI 05 Sept 2007 USSE300.00 (Rp 1 3.500.000);
0 IBNI 03 Okt 2007 LISSU00.00 {Rp8. 1 00.000),
6 BNI 25 Okt 2007 USSE00.00 (RpS 400.000);
7 BNI 02 Now 20517 1IS$1,425.00 (Rp1 2.825.000);
% Danamon |03 Des 2007 Rp20.015.600,-
9 Danamon 03 Jun 200 Rp19.000.000
10 Danamon 24 Man 2008 Rp 2060000000 ;
11 BNI 07 Okt 2010 Rp | 000,000
12 BNI 03 Juni 2010 LIS$3,384.00 (Rp30.00.000);
13 BNI 20 Okt 2008 RpS5.000.000 ;
14 BN 08 Okt 2008 |Rp3.000.000 ;
15 [Danamon (04 Feb 2008 [Rp 19000000 .
16 Danamon 31 Apst 2008 Rp30.300.000,. -
17 Danamon [0 Juli 2014 USS$3.300.00 (Rp29:700.000),;
18 Danomwon | = USSI30000 (Rp20 100000, |
19 [BNI 03 Sept 2010 Rp20.000.000 ;
20 NI 08 Nov 2010 Rp2.000.000 ;
H % (12 Des 2010 [Rp1 000000 ; |
22 BNI 22 Nov 2011 |Rp3.000.000 ;
231 BNI 17 Jan 2012 |Rp2.000.000 ;
24 BNI (19 Feh 2012 ~ [Rp3.000.000 ;
JUMLAH TOTAL |RpS13.665.320.-
Halown T st 32 Povusasy No. J0P G201 PNAP
e ad
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16,

17,

18,

=3

Buhwa Terlawan 1, Terlawan 1, Turut Terlawan 1 dan Tuna Terlawan [ tidak
mengurangkan hatang Pari Pelawan dengan pembayaran yang telah dilakukan
Parn Pelawan atow tidak mencaotumkan pembayaran husang Para Pelawan dalam
akm-okts  Porubaban, schingga Paru Pelawan mengaluml Kerugian  sebesar
RpSI3.665.320, (lunn ratus tigs belas juta enam rafus enum pulub lima eiba g

ratus dus pulub rupiah )
Bahwa selain mengulami  kerugian  dalans  benmk  materil wang  sebesar
RpST3.665320,- (Hma ratus 11ga belas jutn emam rats enam paluh limn ribw tiga
ratus dus puluh rupinh), Para Pelawan juga kehilongan Sertifikal Hok Milik
nomor: 2751 sas nama Para Pelawan yaitu sebidang tanuh di Candidusa
Kamngasem seluas 33000m?, yang mana di stas tanah dimaksud adalah satu-

satunyd mati-| harian Para Pel. dalam menghidupi anak-unaknya,--—--—
Bahwa tanah don bangunan i atmsoya yang dijadikan ogunan schagaimana
disebut pada posita angka §7 (mpah belas) d atas bila ditaksie harga jual st ini
per are-nys mencaps RpSOO.000.000.- (lema ratus juta rupish) schingga total
keseluruban mencapai Rpl6.500.000400), (enam belas milyar fima ratus juta
rupiah), sehingga Parn Pelawun menilai berlebihan bila Terawan 1, ataw Terclawan

1 beserta Terlawan 11 heoduk meoyita asset milik Pura Terlawan tersebot;
Buhwa keberadoan Terlawan | sebogal warga Negara Australia sebagabmana
P yang berlaku di Indonesia stas kepemilikan tnah tentunya berlaku jugs

teshadap Terlawan | yang tidak dapat mempunyai hak milik atas tanab agunan
atas juminan hatang tersebot hal demikion merupakan Perbuatan  Melawan

Hukum;

Bahwa hal-hal tidsk sesust faktanyy yang teeconium dakam akta-akia ersebut
seperti disebutiun tentang perssmbahan hulug yang tertern pada akta Nomor 23
yang dibust pada Turut Terlawan 11 yang pada kenyataannyn Para Terlawan tidak
pemah menerimo uang tambahan butang dimaksad sena di awal wrain m
diterangkan bahwa Para Pelawan hanya mencrima transfer wang scbesar US
SSOO00 {delapan paluh ribu dolar Amenky Serikat), mman deantumkan pads
aktn pengakuan histang somoe 44 testulis USS90,000 (sembilan pulub ribu dolar
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Amerika Serikat) dan dengan sena mena wang sejumlah USS%,000 (senshilan
puluh nbu dolar Amerika Senkit) tersebut seluruhnya dikenai bunga serma denda
keserlambatun sebesar USSI10000 (sepuluh nba dolar Amerika Serikat) tap
bulannya yang juga dieraphan bunga stas denda tersebut sehingga menychabkan
pembengkakan jumlah butang yang dalam kosdisi keadun Para Pelawan tidsk
memiliki vang tunal scjumlab yang ditagibkan wu lami kesulitan uniuk

B

melumsi secarn langsung tumal seluruhogn yaity sejumiah USST35358.24

(seratus tiga polub lima obo tga rams Bmn pulub delopan koma deas polub eopat
dolar Amerika Serikat) atan setara dengan Rp 1624 300,000, (sstv milyar enam

ratus dus pulub empat juta tigs mtus ribu ropeah )
Bahwa syarat sahnya pegjanjian yaitn atas schab vang balal sehagnimana diatur
dalum Pusal 1320 KUHPerdaty tentang syarat sahnys perjunjian Khustsmys syarut
Suatu Sebub yang balal. yang datam perkembangannya Perbaatan Melawan
Hukum termasok di dalamnys menyangkut bal-hal bersafnt melanggsr nomma
sossal atan kepatutan, dslam bal i yang tertulis pads shta-akia dimaksod tidak

;4 L

Sesuas i ¥

iy

Bahwa schagaimina rangkaian umian & atas, Pam Pelawan sclain merasa
diberatkan walau tetap berusaha mencicilnya sebagaimana divrakan pada posita
namir |5 (Tina belas) O atis dan juga disebabkan penjumlahan bungs berbunga
serta demdas yang juga dibungakan oleb Tedawan 1 schinpgn  tampak
pembenghukan jumlab dari USSS0000 (delopan paluh ribu dolar Amerika
Serikot) menjadi US$135,358 24 (seracus tign puluh Nima riba tiga rates fima
pulub delopan koma dua pulul empat dolar Amerika Sesikat) staw setara dengan
Rp1 624,300,000~ (satu milyar enarn rutus dua puluh enpat juts tiga ratus ribu

rupiah);
Oleh karemn keberndasn Para Pel sehogui pikak yang lemab dan walau
bedkeingman untuk memperanyakan secara hukum namun tidak paham peoseduar
yang berlaku untuk itu. hingga akhirmya Para Pelawan disssankan oleh keluarga

dan kerubatnys untuk mobon bantuan hukum pada pitak berkompeten, hingga

Halown 9 sy 32 Parusasy Mo 200 G201 PN AP
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akhirnya dilungsungkaniah Perfawanan im dengan tetap beritikad melunasi sisa

hatangny hingga lunay;

Maka berdasackan urasan & atas, sodilah Kisoya Mujelis Hakim Pengadilan Negen
Amlopara yang meayidungkan perara inl berkenan k

PRIMAIR:
I Mengabulkan Perd Para Pel lurubny
M kan Pura Pel wlalah Pemilik SHM nomor 2751 atas mama Pura

e

Pelawan yaitu sebilang tanah seluas 33000M2 terletak di Jalan Rayn Candlicisss

K Bals,

=

3 Menyatakan Par Pel. aculah Pura Pel VUNE JUJUL = eevomomms e aane s
4. Menyatakan bukum Akta yang dibuat di Notaris (Twrut Terdawan I1T) yaitu Akta
Pengakuan Hutang Nomor 44 dan Akta Nomor 45 tentang dovgroche keduanya
tertnggal 27 Apeil 2007, tidok memenubi syarat sahnya perjanjian schagaimana
atur Galim Pasad 1320 KUH Perdata sehingga batal demi hakin -—---

5. Menyatakan hukum Akl Perjanjisn Hutang Nomoe 23 dibum oleh Notaris
(Teslawan 1) pada tunggal 20 Maret 2012 tidak memenuhi syarnt sshnya
periangian schugamana diator dalam Pasal 1320KUHPerdata sehingga batal demi
bukum:

6, Menyatikan hukum Akta Hak Tanggungan Nomor S%2012 tanggal 20 Apal 2012
dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3942012 1anggal 30 April 2012 batal
demi bukum karena gugumya Akta Perjanjian Hutang Nomaor 23 yang diboar oleh
Notanss (Turut Testawan ) pada tanggal 20 Maret 200 2;-- e

7. Menyatakan  hukum  Putusan  Perkarn Nomor  2PduEks20I VPN AP sertn
acarmemareimg vomor O1/PAEEKS201 3PN AP batal demil Bukum;---—eeeeeeee

8 Menyatakan bokum bokti pembayaran yang telsh Glakukan Pura Pelawan
sejumiah Rp313.665.320,- (lima rutus tige belas juta enam ratus enam pulub lima
ribu tiga ratus dua paluh rupah) adaluh sah;

9. Menyatakan hukum Para Pelawan membayar sisa hutung  setelah dakurangi

pembuyuran yang telah dilakukan dengan perincian:

Crwl
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Hutang Para Pelawan sebesar USSS0.000 (delapan pulub riba dolar Amerika

Senkat) dalam rupiah Rp738.400.000.- {rujub raties tiga palub delapan jum
cmpat ratus ribu rupaah )} didam brs dolar BpY, 230,- ailai seat (-~

Uang yang sudih diboyar Para Pelawan RpS13.665 320,- lima ratus tiga belss
Juts enam rutus enam pulub b by tea ratus dua paluh repash )——————-

Bunga hotung dihitung per bulan sebesar 1,5F oo i ithecid

Ditamhah beaya-biaya yang dikeluarkan dihitung sehesar 0,5%;

Bunga hwtang ditambah beban biaya yang dikeluadkan sotal 29— -—nemmeee—

Hutang dekali bunga dan bebun biaya (Rp738. 4000000 & 29 = Rp14.768.000);-

Hutang cikals bunga dikal: wukiu peminjaman dikurang jumlab pembayaran
Purn Pelawan schingga Parn Pelawan akin membayar sisa hutang pada
Terlawan | sehesar Rp623 470,680, (enam rutus doa pulub tign jutn empat

ratus twjuh pulub ribu enam catas defapan puluby rupials -

10, Menyatakan sisa pembaysran hutang Pars Pelawan ditakokan dalam tesipo |
sty ) twhun tuepa bungs din denda terhinmg sejuk Putusun Berkekuatan Hukum

Tetap:
11, Menghukum Terdawan | untuk membayar biaya yang timbal dalam perkas im;—
SUBSIDAIR:
Apabala Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang menyidanghan perkass ini

berpendapat lan, Para Pelawan memohon Putusan yang seadil-adilnya (ex ague e
tomo )
——— Menimbang. bahwa poda hari sidang yang telah ditentukan Parm Pelawan telah

datang menghadap ke persidangan dengan diwukili oleh kuass hukum mereka. demikian
puli untuk Terlawan | dan Tedawan 11, sera Tueat Terkawan [ dan Turt Terlawan 11, 1elah
dutang menghadap ke peradangan kussa bukum mereka;

weeeeee Memimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdumaian di amtarn para
pthak medalui mediasi sehagaimana chatur dalam Perma Nomor | Tahun 2008 tentang
Prosedur Mediasi di Peogadilan, yaito dengan menunjuk ANAK AGUNG AYU MERTA

DEWI, S H., Hukim pada Pengadilan Negen Amlap

Hatawean 11 dory 32 Pavusis No 8P GAI0IITNAN
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s Memimbang, bahwa berdasirkan laporan Mediator tertanggal 16 April 2014, upaya

perdamainn tersebut tidak berhasil, sehingga pemenksaan perkara dilanjutkan dengan
pembacaan surut gugatan perlowanan yang isinya tetap dipertahankun oleh Purn Pelawan.-
——— Menimbang, buhwa terhadap gugatan Para Pelawan tessebat, Para Terluwan dan
Para Tueul Terlawan telah meagajukan pawaban gugatan secara tertulis tectangeal 11 Jumi
2014, yasg isinya schagai beri)
DALAM EKSEPSI:

Bahwa Para Peluwan dalam perkirn perlawanan ini pada petitum oomor 6 antara lain
menuntut agar Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3942012 fanggal 30 April 2012
dinystokan batal desi hokum. Sedangkan Semufikar Hak Tanggungos merupakan
keputusan tita usaha negars yaiu diterbitkan oleh Kantor  Perumahan - Kabupsten
Karungasem.  Dalam  perkarn ini Pengadilan Negeni  Amiapura  tidok  berwenang
membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan yang menjodi wewenang Pengadilan Taw Usaha
Negara. Oleh karena wunnian terschut mesupakan bagian dan perkasa perfawanan inl, maka
siclah sepatutnys Pengadilan Negen Ambapusa menyatukan din tdak berwenang mengadili

perkan ini;
DALAM POKOK PERKARA:

1. Tedawan 1, Terlawan [, Turut Teedswan | dan Turnyt Terlawan 11 mepolak

Pesl Para Pel kurena dalam petitumnyn menuntut agar Peogadilan
Negeni Amlapars menyatakan akta yung dibaat i notaris (Turat Terdlawan 1T) yaim
Akti Pengakuun Hutung Nomor 34 dan aktin nomor 45 tentang borgrockt keduanya
tertenggal 27 April 2007, tidak memenuhi syarat salnya perfanfian sehagaiman
diatur dolam pasal 1320 KUHPerdata dan agar dmyatakan batal deon bokum,
Tuntutan batal demi hukum juga dimintakan atas Akta Peganjian Hutang Nomor 23
yung dibus i hadapan Tarut Terlawan | wnggal 20 Maret 2012, akta Hak
Tanggungan Nomor 8972012 tanggal 20 Apnl 2012 dan Serufikat Huk Tanggungan

Nomsar 394/2012 tanggal 30 April 2012
Tuntutan-tuntutan dalam petitum perdawanan mi tdak berdasarkan bukum, karena
menurt hukum yang dapat dituntus batal adalah perbaatun bukamnya bakan aktanya,
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Sesua dengan Patusun Mahkamah Agung RI Nomar: 702 KSSip/1973 tanggul §

September 1973 yang memeant kaxlah hukum Peagaditan tidak dapat membatalkan
akta, tetapl perbuasan bukamnya sajo. Don Putusan Mahkamoh Agung RI Nomeor:;
1420 KrSipd 1978 tanggzal | Mei 1979 yang meruat kasdab hokum Peagadilan tidek
dopat membatalkan akta, tetaps dapst menyatakan dak berkeXuatan bukom, Olel
karéna itu Perl Para Pel; haruslah datolak, Sedangkan khusus umtak

wntutan agar Sertifikat Hak Tanggungan dinyatakan batal demi hukum bukan
wewenang Pengadilan Negert Amlapura, melainkan wewenang Peogadilan Tac
Ulsaha Negaru::

-

Bahwa Terd I, Terk II, Tarut Terd: I dan Terl 1 luk dalil Para

F yang yatukan Para Pel tidak memahami ketentuan atau peraturan

perundung-undangan  yang  menganar  tentung  Kewarganegaraan,  Kewangan-
Perbankan/Perkreditan semtn hakum yang berlaku i Isdonesia, schingga Para
Tedawan hunya norut s pads Tedtawan | yaog berinisiatit senditl memberikan
mulen atow isi Akt Pengakamn Hutang yang oleh Tuna Terlawan 1 diberi Nomor 44,

Jika yang dimaksud ofeh Para Pel teloh terjadi kekhilafun atau penipoan dalam
pembuitan akta itu ying diketabuinya sejak tnggal 27 April 2007, maka tindakan
Para Pelawan datsm pedawonannyn vang mesuniut pembatalan peokatan berupa
akta-akta temebut di atas addalah sudah kedalusrss stou lampau waki kasena selah
melampant wakto 5 (lma) whun, sehagwmann diatur dalam Pasal 1454 Kitsh
Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang antara laim mengatur dalam hal
kekhilafan atau penipuan, sejak hari diketahainyu kekhilafan stan penipain it yang
didalilkan oleh Para Pelawan  pada tanggal 27 Apeil 2007, jika dabitung sampai sant
Perlawanun i dadaftarkan di Pengadilan Negert Amlapura tinggal 14 Nopember
2013, maka sudah melewati masa lebih dari 7 (tujub Ghen) lamasys yaita Jebih dari 5
{limsa tabun). Ofeh karena it peclawanan Pam Pelawun haruslah ditolak oo e
3. Tedawan |, Terkawan [I, Tarur Tedawan | dan Turue Teclawan (1 menolak wotuan
Para Pelowan yang menuntt dinystakan batal demi hukum akta Pengakuan Hutang

Nomar 44 dan akta Nomar 45 ng borgtocht keduanya tedtanggal 27 April 2007

yang dibuat di hadapun Terut Tes 11, nkta Peganjian Hutang Nomor 23 yang

Hatawean 13 dory 32 Pavusen No 8P GAIN0IITNAN
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dibuat di hadspan Turut Terlawan | tanggal 20 Maret 2012, akts Hak Tanggungan

Nomar 8%2012 tnggal 20 April 2012, karens akta-akn tersehut dibuat oleh Para
Pelawan dengan Terkawan | dan Terlawan 1 dibadapan notaris atau Pejabat Pemboat
Ak Tansh (PPATY yang berwenang, tdak ado unsur kekbilafan, paksaan ataun
penipann seperti dimaksud dalim pasal 1321 Kitsh Undung-uodang Hukum Perditn

{KUHPer). Schingga ukta-akea tersebut telah diboat secara sah, karena akta-akta du
tekah memenuhy syarat-syarat untuk sahaya suaty perikatan/peranjion sesusal dengan
pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdatn. Oleh Karena itu. berlakulah
ketentunn bukum pasal 1338 Kitab Usdang-undang Hukum Peedata yang antara lain

berbunyi: Semua persetujuan yang dibust secara sah berlaku sebagas undang undang

bagi yang membuatnya. Schingga tuntutan agar akta-2kia tersehot dinyatakan batal
demi hukom adalah tidak beralusan sama sekali;

4. Tedawan I Tedawan 11 Turue Tebawan 1 dan Toost Terlawan 11 menolak
pethawinan Para Pelawan Karena mengajuban peckawianan techacdap Turut Terlawan |
dan Turut Terlawan 11 dalam Kapasstasnya selaku ootaris dan PPAT. karena perkasa
ini menyangkut akta para pihak yang membuatnya atau “nkea pihuk” dischut juga
“Parrlf Acte”™. Tentang dsinya bukan inistasif dan Turue Tedawan 1 ata Tarut
Terbawan 11 Jupan setiap akia telah dibacakan rerlebib dshulu kepada para pibuk
yang membustnya sebelum akts-akia ditandstongans. Oleh karena tdak ada pihak
yang berkeberntan, moka akweakia lersebut ditandstangam dan pars pibek

mendapatkan salinannya;

5. Bahwa Terl I dan Terluwan I lak perinciun hutang yung dibuas oeh Parm
Pelawan dalom petitum Nomor 9 perfawanannys yang menychutkan sisa butangnya
hanyu sebesar Rpo23 470,680 (enam ruius dua polih tiga jata empal ratus wiuh paluh
ribu enam ratus delapan puluh rupish), spalegi jumish sisa hotung i dak termust
dalam posits perlawanannya, sehingga harus dikesampingkan, Pods mulsnyn Par
pelawan berhatang pada Terlawan | dan Terlawan 11 kKarena pinjaman uang sebogai
diuraikan dalom Akta Pengakunn Hutang Nomor 44 tanggal 27 April 2007 sejumlah

USS90.000 (sembilan pubh sembilan ribu dolar Amerika Serikat) bukan sejumlah
sebesar LISSOD.000 (sembilan pulub ribu dolar Amesika Serikat} seperti tertulis dalam
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pusita Nomar 3, 7 dan Nomoe 9 perdawanannya. Och karenanya Terlawan 1 dan

Terawan 11 meoolak jumbah USS90,000 yang discbutkan oleh Purn Pelawin Karena
tidak bear;
6. Bahwa schogal hosil kesepukatan ataro Para Terlowan dengan Tedawun | dan
Tectawan 11, maks AKia Pengakusn Hutang Nomor 44 tanggal 27 Apel 2007 tersebot

telah diubah dengan akta Perubuhan Nomoc: 75 tanggal 20 Sepiember 2008 yang
dihusae ditadapan Turut Terlawan 11 yaitu jumlah hutung Para Pelawan US$99,000
fsembilan pulub sembilan nbu dolar Amerika Senka), karenas Para Pelawan suduh

bayar sebagian, moka jumlah yang baras dibayar paliog lambst tanggal |
Nopember 2008 sebesar USSR9.915,79  (Delapan pulub ribu sembilun ratus fima

belas dollar Amerika Serikat point tujul puluh sembilan), kemadian disepakati diuhah
lugi dengan aktn Perubahan Nomor 79 tanggal 22 September 2008 yung menambah
Jumlab hutang menjadi sebesar USS126,409.53 (seratus dua puluh ennm ribo empat
ratus sembilan dolar Amerika Serkar point Hma pulub tiga) yang haros ditayar pada
tanggal 31 Oktober 2008, Selanjutnya Akta i disepakan diubah oleh Para Pelawan

dan Terlawan 1 sertn Terlawan [1 dengun Akta Perubshan Perganjion Hutang Nomor

) e

19 tanggal 13 Maret 2009 dihadapan Turwt Terlawan | dengan jumlab hatang
bertambah menjpadi USS1 35,358 24 (scratus tiga pubub Lima tibu tiga rates lma paluh
delapun Xoma  dua  empal  dolar  Amerika  Senkal)  atau  selarn  dengin
Rpl 624300000, (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus nbo
rupiah) yang harus dibayar paling lambat tanggal 30 Juni 2000, Akta tersebut divhah
dengan Akta Perabahan Perjanjian Hutang Nomor: 23 tanggal 20 Maret 2012 dibaat
dihadapan Turwt Terluwan [, kareon Para Pelawan memiota tambahaa pingaman dan
desetupul oleh Terlawan | dan Terluwan 1 sejumlab USS39.951,08 (tiga puluh

bilan ribu sembil Tima pulub s Xoma nof dedupan dolar Amerika Serikat)
schingga jumlah hutang Pasu Pel bertambah vjods USS8175,309,32 (Serutus

wjuh pulub hima nbu tga rams sembilin koma tiga dua dolar Amerika Senkar)
dengan kurs Rp9.230 (sembilan eibu dua rutus tiga pulub rapiah) per dolar Amenka
Serikat setara dengun Rpl618.105.023,6 (satu milyar enam ratus delapan belas juta
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serutus lima ribu dun pulub tiga koma emam rupiah) yang hams dilunasi selambat-

lumbatnya pada tanggal | Maret 2013;

7. Bahwa udek benar jumlah pepaman atas hotang Parn Pelawan saat ini seperti

tercaptum dalim pettum. Nomor 9 perl ya hanyu sebesar Rp623 470,650
{enam ratus diss puluh tga juta congat ratus wjah pulub rbo enam s delapan puluh
rupiah) dengan perhitungan pembayarn pada posita |5 pedawanannya, Karena
Jumlab wtang atas pinjpman Para Pelawan sudah dshitung aleh Para Pelawan dengan
Tertawan 1 dan Terlawan 11, sehingga pada han Sclasa pada tanggal 20 Maret 2012
Para Pelawan dalang menghadap sotans dan PPAT Ida Bagus Mantara, SH di

Amlapura (Turut Tesl 1 bl pernyatiun disaksikan oleh Terluwan 1 yang

bertindak untuk dirinya sendin dan sebagai kuasa dan Terlawan 11 yang ssimya benar
Para Peluwan berhutang atau pinjam vang dan Terluwan | dan Terlawan 11 sebesar
USS175,309.32 (Seraus tajuh pukub limas ribu tiga ratus sembilan koma tiga dua
dolar Ameniks Serkut) dengan kues Rp9.230 (sembilan ribu Jus ratus thiga palsih
rupiah) per dolar Amenika Seckat setura dengsn Rpl.618.105.023,6 (satn milyar
enam ratus delapan belas juta seratus Fima nbu dua pulah tign koma enam rupiah),
sesuni dengan Akta Pernyataan Nomor 24 tinggal 20 Marer 2012 yang tidak dituntet

Para Pel untuk  dibatalk schingga aktn pernyatann tersebut tidak dalam
sengketa dan berlaku sebagni bukti otentik yung sah serta hanss dataati oleh

pembaintaya vaitu Para Pelawian,

B Bahwa tidak benar jumlah pinjamsan itau hutang Pars Pelawan st inf seperti
tercanium dalum petdum Nomor 9 perlawanannys hanya sebesar Rp623.470.680
(enum rutus dusa puluh tiga juta empat mutus twjuh pulub ribe eoam mtus delapan pulub
rupiah), karena vang benar Pura Pel. berhutang atau peng

-

uang dun Terlawan 1
dan Terlawan 11 sehesar USS175,309.32 (Seratus tujoh pulab lima rho tign mtas
sembilan Koo tiga dua dolae Amenki Serikat) deogan kuss Rp2.230 (sembilan nbu
dus ratus tga puleh rupiah) per dolar Amerika  Serikal setarn dengan
RpL6I8.105.023,6 (satu milyar enam mtus delapan belay juti seratus lima nbu dus

paluh tign koma enam rupiah), sesuai dengan kwitans: yang ditandatangani oleh Para

Pelawan pada tanggal 20 Maret 2012 yang menyehutkan telab i uang sehesar
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USS39.951,08 (tiga puluh sembilan riba sembilan ratus lima puluh satu koow nol
delapan Jdolar Amenkn Serikat) schagal tambaban pimaman terdahaly sebesar US
$135.358.24 (serutus tga pulob Jima ribu nga ratws liow pulub delagan koma dua
empat dolar Amerika Serikar) sehingga jumbah pinjaman menjadi US$175,300.52
(Seratus tupule puluh fima nbe ga ratus sembilan koma tga dun dolar Amenka
Serikat) atau Rpl.618.105.023.6 (satu milyar enam matus delapan belas jula senatus
lima ribu dua pulub tiga koma enam rupiak);

Bahwa otas hutang Para pelawan terscbut dolam angkn 6 di atas, Pars Pelawan
menyerahkan kepada Terlawan | dan Terlawan 1] jamvisan berupa: Sebiding tanah
berikur bungunan sertifikat hak milik Nomor 2751Dess Bugbug yang diuraiksn
dalam Gambar situast tanggl 24 Mei 1996 Nomar 925/1596, seluas W03 m2 (nga
ribu tiga pulub meter persegi), tedenk di Desa Bugbug, Kecomatan Karangasem,
Kubopaten Karangasem, atas nama: SHIRLEY FELICITY BORCZAK - | GUSTI
NYOMAN SUKENDRI yaitu Paru Pelawan dun segala sesuaty yang melekat dan/
alaw tertanam & atas tnah tersebot karena sifat, peruntukannys ateu menwrut hukum
disebut schagai bends tetap. Terhadap bédamy tanah tersebul dibebani Hak
Tanggungan dengan Akt Pemberion Hak Tanggungan Nomaor 8972012 tinggal 20
April 2012 sejumlab Rp1.618 108.023.6 (sau milyur enam ratas defapan belas juta
seratus luna by dua puluh tiga koma enam rupiah) atan USSI75309,32  (Seratus
tugjush pulub lima ribu tiga mtus sembilan koma tiga dua dolar Amenka Senkar). Ustek
itu telah daterbatkan Sentifikn Hak Tanggungan Nomor 394/2012 tanggal 30 Apal

2012 okeh Kantor Pertanahan Kabupaen Kar

Bahwa atas hutang Pars Pelawan terscbut dalam Akea Perubahan Perjangion Hutang
Nomar: 23 tnggal 20 Maret 2012 dibuat dihadapon Tusut Tedawan 1, sebesar US
S$175.300.32 (Seratus tujuh paluh fima obu tga mwtus sembalan koma tga dua dolar
Amerika Serkat) setarn dengan Rpl.618.105.023.6 sata milyar enam ratus delapan
belas yuta seratus lima ribu dua pulub tiga (koma enam ruplah), temyata Para Pel

sama sekall tidak membayamya bahkan <aumpal lewat jatuh tempo tinggal | Maret
2013, Para Peluwan Udak jugs membayarnys, Oleh karena i Terlawan 1 dan

Tedawan II terpaksa mengajukan permohonan eksckuss Hak Tanggungan atas hutung
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terschut ke Pengadilan Negeri Amlap Atas permaly ksckusi itn, Para

Pelawan bukannya membayar melainkan mengajukan peckara perfawinan ini;—---——

11 Bahwa tidak beaar tanuh yoang dipadikan jaminan lsasnyn 33000 ne, Karens luas tanah
yang dipdikan jumisan dan dibebani Hok Tunggungan seperti discbutkan & utss
odalsh hanya seluas 3030 w7 (tga rbu bga pulub meter persegt) sesual dengan
sertifikat hak milik Nomor 275HDesa Bugbug yang diurnikan dalam Gambir situasi
tanggal 24 Mei 1996 Nomar: 925/1996, seluas 3030 m2 (tiga ribu tiga pulub meter
persegi ), tecketak di Desa Bugbug, Kecamaran Karangasem, Kabupaten Karangasein,
atas noma: SHIRLEY FELICITY BORCZAK - 1 GUSTI NYOMAN SUKENDRI
yaitu Para Pelawan dan segala sesuatu yang melekat dan/atan tectanum &3 atas tanah
tersehut karena sifit, peruntukannya atag meourut bukum discbut sehagai benda tetap;

12 Bahwa tidak benar wda putusan perkam Nomoy 2PdERV20IAPN AP seperty
tercantum dakam petitum perfawanan Para pelawan, karenn yang ado sdalah Terlawan
I dan Terlawan 11 mengajuban permobonan ammmaning, Sita cksekusi dan eksekusi
lelang Hak Tunggungan, disjukan & Pengadilan Negen Amlapura register Nomoe 2/
Pen Ek201 VPN, P yang sixlah sesuni dengan ketentuan hukum Pasal 14 ayat (1),
(21, % Undang-undang Nomor 4 Tabun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Bewls Yang Berkaitan Dengan Tanah, yaitu atas Sertifikal Hak
Tanggunigan Nomor: 394/2012 ranggal 30 April 2012 yang berisi irab-irah dengan
kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA", diterbitkan oleh Kuntor Pertamshan Kabupaten Karangasem, mempenyai
kekuatan eksekutonal yung samn dengan putusan peogadilan yang selah memperoleh
kekuutan bukum tetap. Oleh kasema itu permobooan Terlawan 1 dan Terlawan 11
terschut adulah sah karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Schingga
perfawinan Para Pelawan adalah tidak beralasan dan hareskah ditolak:

13 Bahwa berdusarkan segalu wrainn di dalam jawaban i, maka terbukiilah Paca
Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak bemar:.

14, Bahwa hal-hal lain dan selebibnya dalam perd Pura Pelawan, tidak  ditanggapi

lagi oleh Terlawan |, Terlawan 11, Tarue Terlawan | dan Turwt Terawan Il karena
thdak relevan dan tidak bermar:

Wt A3y A, - . wage Mot &
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Berdusarkan hal-hal yany diuraikan di dalam awaban ini, mohon ke hadapan yang mulia
Majelis Hokim Peogadilan Negen Amlapara, herk memutuskan sebagar bernkat ———
DALAM EKSEPSE:

Mengabulkius eksepsi Terl 1, Tesl 11, Turu Tesk 1 dan Turut Terkawun

= Menyatakan Pengadilun Negen Amlapura tidak berwenang mengidils perkara il —-
= Menghukum Para Pelawun membayar biaya perkar ini;

DALAM POKOK PERKARA::
- Menoluk perl Para Pel untuk sehuruhiny
Menyatakan bukum Para Pel adalub Para Pelawan yang tidak benas oo —

- Menghukum Para Pelawan membayar segala binya perkag ini; e ~
e Memimbang, bahwa terhadap jawaban Para Terlawan dan Parn Turut Terfawan

V]

tersehut, Para Pelawan telah memberikan tanggapanrephik secarn tertulis sertanggal 24 Juni
2014, yang pada pokoknya menymokan retap pada gugatan perlawanannya  sena
membantah semua isi pawaban gugutan dari Paru Terlawan dan Para Turot Terlawan

------ ~ Menimbang, hahwa terhadap replik dani Para Pelawan tersebat, Para Terlowan dan

Para Tuewt Terlawan telah mengajukan tanggoapun balik/duplik securn tertolis terungyal |
Juli 2014, yang pada pokoknyas menyatakian tetap pada jawaban gugatannya dun menolak
gugitan perly Paru Pel

e Menimbang, bshwa stax kesempatan yang diberikan ofeh Majelis Hakim, Para

Pelawan serta Pama Terlawan dan Para Tunut Terlawan telah menyesahkan kesimpulan

i iny ing sehagui dampir dalom berkas perkars, selanjunya para

pehak mobon putusin;
e Mesumbang. bahiwa sclanjutinya segala yang termuoat dalam benita acars

persidangan perkam ind, untuk menyingkal putasan ind dianggap telah termuat dan menjods
bagiun yang tuk werpisahkan d p ;-

oo e JENTANG PERTIMBANGAN HUKUM---eeoeoeoeoemmeeeeeee
RALAM EKSEPSL
——— Menimbang. babwa dalam jawaban gugatannya Para Terlawan dan Para Torut

Terdawan telah mengajukan cksepsi, yang pada pokoksyn menyatakan bahwa dalam
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perkara ini Pengadilan Negeri Amlupura tidak berwenang membatalkan Sertifikat Hak

Tanggungan sehab it aculah wesenang Peagadilan Tata Usaha Negan j-——eeeeee

—M bang, bahwa terhadap cksepsi teosebut, Mujelis Hakim telah menjatubkan
Putusan Scla Nomaor: 26Pde GEFIw/201 PN AP, vang amamya berbunyi scbagal berikut—
MENGADILL
L. Meoolak eksepsi Terdawan [ s.d. Turat Terl 11 selurubmy

2 Menyutakan bahwa Pengadilan Negeri Amlapara berwenang memenksi dan
mengadili perkara Noo 76/P3LGPIw201 3PN AP
3 Memenmtahkan Kepada kedua belah prhak yang berperkara untuk  melonjutkan

-
¥

pemeniksaan
4 Menangguhkan putusan tentang hiaya perkara hingga p akhir;

e Memimbang. babwa sesusi dengan pembabisan di stas maka Majelis Hakim
menyatakan menolak eksepsi durl Para Terlawan dan Para Turst Terlawan; ——————-—-
DRALAM POKOK PERKARA;
e Memimbang. bahwa maksod dan wjuan gugatn perlawanan dan Puro Pelawan pada

kol alulah | perjanjian hutung piutang antarn Para Pelawan dengan Para

Terdawan, yang menggunakan Sertifikat Hak Milik atns sehidang tnah di Candidasa
sebagai jaminan hutungnys;
e Menimbang, behwa oleh karena teedapul Bal-lal yang telah diskud stas setidak-
tidoknya nduk disangkal oleh Para Terlawan dan Para Turat Terfawin, maka mesurot

huskim hal-hal tersebut haras dianggap telah terbukti, yaitu:
- Boahwa benar pada tanggal 27 Apnl 2007 Para Pelawan telab membuat akta pengakuan
hutang atas hutang Para Pelawan kepada Para Terlawan perifial pingaman yang tercatat

sebesar USS99.000 embiliun pulub seenbilan by dolar Amenka Serikar), yang
dicatatkun oleh Turut Tesl I8

- Bahwa paxla keny iyl uang ping yang digerima aleh Para Peluwan dari Parn
Terlawan odalah hanya sebesar USS80,000 (delupan puluh ribu dolar Amenika Serikat),
dengan alosan selisihkelebibannya dibebankan oleh Para Terlawan kepada Para

¥ bagal biaya
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«  Bohwa yang dijadikan sebagai jaminan obeh Parn Pelawan dalam perjanjian butang

piuting teesehut sdalah Servifikut Hak Milik agas sehidung tanah selaas 3030 m?, No.
2751/Mesa Bugbug, yang tederak i Jalan Roya Candidssa, K

- Babwa dalum perjalonan proses pembayaran temyata Parn Pelawan telah membayar
cicilan hutangnya tersebul namun sk dapat melunssinyz, sehangga  akhiomyn
perjanjisn hitang tersebet telah diubab beberapa kuli sampai akhirnya dibuatkis Akta
Perubahan Perjanjian Pengakuan Hutang Nomar 19 tanggal 13 Maget 2009, dun
kemuodian menjadi Akta Perubahan Perjonjian Hutang Nomor 23 tanggsl 20 Mares
2012, yang kesemuanys dinotariskan oleh Turut Terlawan 1, sebingga jumlah hutang
Pur Pelawan kepada Para Terlawan berubah menjudi lebib besar dari butang sermulic--

Bohwa Senifikat Hak Milik No. 275U/Desa Bugbug tersebut telab dikenakan hak
tanggungan sehagal jaminan dalam peganjion hutung plutang antarn Parn Peluwan
dengan Para Terlawan, schingga kemudion terbat Sertifikat Hak Tanggungan No,

30472012 atas numa pemegang hak ranggungan yaltu Pars Terlawin -

Babwi Para Pelawan belum mammpo melunasi hutangnya tersebut kepada Pasa Terlawan
sampai melewati jatoh tempooya, schingga kemdian Pamn Terdawan mengajukan
permohonin eksekust Sertifiknt Hak Milik No. 2751/Desa Bugbug ke Pengadilan
Negerl Amlapura pada balan September 2013;
e Menimbang, haliwa yang menjadi perseagketuan antara kedua belah pilak adalih
perthal perlawanun terbadap eksekust obyek jamman hutang pistang antara Para Pelawan
dengun Para Terlawan, yaitu Sentifikat Hak Milik No. 2750/Desa Bughug atas nama Para

Pelawan, akibat Para Pelawan tidak mampu melunass husangnya kepada Para Tedawan

sampad patuh tempo:
e Menimbang, bahwa berdasarkan hal sersebut di sas maka Majelis Hakim perdu

mempertimbangkan terlebib dabaly hal-hal sebagai berih

1) Berapa jumlah cicilan yang telah dibayarkan Para Pelawan kepads Para Terddawan 7
21 Benpa wmlah sisa hutang yang semestinya masih horus dibayarkan oleh Pam

Pelawan kepoda Para Torlowan ¥
e Meenimbang, hahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) Para Pelawan

berkewajiban untuk buktikan hal but i atas;
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e Menimbang, bahwa antuk menguatkan dalilnys Purs Pelswan telah juk

bukti surnt berupa bukn P-tosampal dengan P-9, dan saksi-saksi vaitu saks) P-1: 1
NENGAH PASEK, saksi P-2; | NYOMAN ASTAWA dan saksi P-3 | WAYAN
SUDIANA;
Menimbang. bahwa dan alat-alut bukii yang diajukan oleh Para Pelowan yaitu abat

bukti surat dan ketersngan ssksi-saksi, pada pokokey ghun sebagai berikut: e

«  Bukti P-| tentang pengakuan butang antars Para Peluwan deagan Terlawan 1, sercantum
Jumlah pokok butang Para Pelawan adalab USS9,000 (sembilan pobule sembilan ribu
dolar Amenika Serikat )

Bukti P-2 tentang penjuminin Pura Pelawan kepada Terlawan | perihal hatang seb
US$49,000 (sembilan pulub sembilan ribu dolar Amenika Serika )
- Bukti P-3 tentang perubahan perganjian pengakuan hutang, schinggn hutang Para
Pelawan kepada Para Terdawan adalah menjadi USSEIS338 24 atan setarn dengan
Rp1.624 300.000,-;

Buku P-4 rentang pernyataan Poars Pelawan berbutang kepada Para Terlawan —oeeeeee
Bukti P-5 tentang perubaban perjanjian pengakuan hutang, schingga butang Para
Pelawan kepada Pam Terlawan adalah menjadi USS175,309.32 atan sesnrn dengan
Rp1.618 105,023 6:

- Buku P-6 tentang Sertifikat Hak Milik 2751/Desa Bugbug sehias 3030 m? yang fadikan
sehugos Pars Pelawan kepada Para Terl

- Bukfi P.7 v tanxla peneri uang seyumiah USSSO000 duri Terawan | kepada
Parn Pelawum,

- Buki P81 sd bukti P-8.24 eotng unda bokti transfer dan Pasa Pelawan kepada
Terluwan 1 sebagas cicilan pembayaran hutang, dengan il cicilan yang telah dibiyar
sebesur Rp513.665.320,-

Bukts P-9 wentang tands tenmn Sentifikat Hak Milik No. 2751/Desa Bughug scbagai

¥ dari Para Pel kepada Terlawan 1;-
- Keserangan saksi P-10 1 NENGAH PASEK. vang poda pokoknya menerangkan bahwa
pada thun 2010 pernah 6 (enam) kall mengantar Pelawan 1 ke bank untuk membiyar

L
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cicilan hatangnya kepada Terl 1, dan suami Pelawan | sudah meninggal dunia

nkibas sakit:
- Kegerangan saksi P-2: | NYOMAN ASTAWA, yang pada pokoknya menerangkan

bahwa pertsah 5 (lma) Kol mengantackan Pelawun | ke Baok Danamon di Denpasar

untak membayar cxcilan hutangnys kepaca Teel B

Keterangan saksi P.3: 1 WAYAN SUDIANA, yang pada pokokays menerangkan

bahwa permah 4 (empat) kali mengantaskan Pelawan 1 ke Bank BNI di Amlapura untuk

membayar cicilan hutangnyo kepada Tedkawan |
—— Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil saogkalasnya, Para Tedawun dan Para
Turul Terkawan teluh puls meagajukan bokti surat berupa buku TE T dan TTL TTI - |
sampai dengan TL T dan T3, TIHdan TTE, TTI - 16 dan 1 (satu) orang saksi: -
e Memimbang. bahwa dari alat-alat bkt yang diajokan oleh Pura Tertawan dan Para
Turut Terfawan, yaina alot buky surat dan keterangun saksi, pada pokokaya mencranghan
sehagal benkue:
- Buku TL TH den TTL TTH = | restang pengakum hutang Para Pelawan kepada

Terlawan | seheser US$99,000;

- Bukn T, TH dan TTY, TTH - 2 tentang penjaminan huting oleh Para Pelawan kepada
Terdawan 1

- Buku TL TID dan TTL TTH - 3 1entang perubahan hatang Para Pelawan kepada

Tesd, -

- Bukfi TI, TII dan TTL TTH - 4 tentang perubahan hatang Para Pelawan kepala

Terawan I
- Bukno TE TH don TTL TTI - § teatang perubahan perjanjian pengakuan hutang antara

Para Pelawan dengan Tedawun 1

Bukti TL TI dun TTL TTI - 6 tentang pernyatuan butsng Para Pelawan kepuda Par
Terlawan, yung mengadi USS135,358 24 stau setara dengun Rpl.624, 300,000,
- Bukt T TI dan TTL TTH - 7 weomng akia pemberian hak anggungan atas Sertifikas
Hok Milik No. 273 1/Desa Bughag seluas 3030 m?;

- Bukb TL TH dan TTL TTI = 8 sentang pecubalan hutang Pars Pelawan kepoda Pars

Teslawan:;
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Bukts TL TH dan TTL TTH ~ 9 tentang pernyataan butang Pam Pelawan kepada Pam

Terlawan, menjadi USS 17530932 asin setara dengan Rpl 618, 105 0236~
Buku TL T dan TTL TTH - 10 tentang akta pembenin hak tanggungan atas Sertifikat
Hak Milik No. 275)/Desa Bughug seluas 3030 m#;
Bukts TL T dan TTL TTH — 11 tentang Sertifikat Hak Tanggungan No. 39402012 afas

nama Para Tedlawan teshadup obyek Semtifikat Hak Milik No. 275 1/Desa Bughugs o
Bukti TL TN dan TTL TTH - 12 sentang Sertifikin Hak Milik No, 275 1/Desa Bugbug:
Buku TL T dan TTL TTI - 13 watang bukt rekening kotan BNE Dollar peribal
transfer durl Pasu Terkawin kepada Pory Pel

Bukti TL TI dan TTL TTH - 14 tentang bukti rekening koran BNI Emerad Saving

ihal fer dari Para Terl kepada Para Pelawan;

Bukts TL TH dan TTE TTH — 15 tentang hukn rekening koran BNI Emeradd Saving

perihal transfer dari Para Terl kepada Para Pel
Buku TL T dan TTL TTH - 16 wotang tands Para Pelawan telah menerims wang
ebages tambahan pang sejumlol LIS$39.951.08 dan Pars Terawan—eeeeeeee —

Keterangan sakst T, TH dan TTL TTIE TRI WIWIK SUPRIHATIN, vang pada
pakoknys ghan
- Babwa suksi pernab mengasub onak Terlawan 1

= Bahwi saksi pernals mendengar cerita dard Tedawan | jikn Para Pelawan berbatang
kepads Terlawan | sebesar USS99,000, yasnu Pelawan | menerima wang sejumish
Rp300.000.000.- dan Pelawan 11 menerima wang scjumish Rp8 EOOR000,
- Bahwn saksi mengetahul Para Pelawan permah menemud  Terlawan | dan
menyatakun tiduk sanggup untuk melunasi butang mereki ke Tedawan Ji--eeee—
- Babhwa pada tahun 2012 sakss pernah thut menghadin pertemuan Para Pelawan
dengun Terluwaun [ di Notssis (Turat Teddawan 1), yaitu saat Pasy Pelawan

hah hutang mereka kepada Parn Pel yuitu menjadi sebesar USS175
b

- Bahwa separuh hutang Para Pelawan adalah berusal dani vang milik Terlawan 1 dan
separshnya kagi dan Terlawan 15
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Bahwa perubahan hutang itu Korerns adanya bupga dani bunga hwtung yang

sebelumnya

e Memmbang, babwa pada tanggal 8 Agostus 2014, Majelis Hakim juga telah
melakukan Pemenkssan Sesempar techadap sehidang tanal Secufikit Hak Milik No, 2751/
Desa Bughug yong terletak di Jalan Raya Candidass, Karangssem, yang pada pokoknys
menerangkan tuah yang menjadi obyek penjuminan adalab benar milik Pelawan 1 dan di
musnys berdin schidang bangunan berupa hotel melati dan rumah makan sertn toko
souvenir, yang berama Temple Cofe and Seaside Cortages dengun penghasilan per
bulannya yang tdak terlalu seberapa jika dibandingkan deagan cicilan hutang Jar Para
Peluwan kepada Para Terlawan;

e Menimbang, bahwa berdasarkan alut-alat bokti yang diajukun oleh keduz belah

pthak sebogaimana tersebat & utas dalam Kaitannys sata sama lain yang temyats

bersesuaian Magelis Hakim berpendapat
- Bahwa memang benar felah tegadl penanylan hutsog piutang, yaite pada awalnya
anturs Paru Pel ch Teil L& pokok hutang sejumlah USS99.000,

®

&

namun yang diserima oleh Para Pelawan hanya sebesar USSKO,000, sedangkan
selisihnya dianggop sebagai hiayn notans;
- Bahwa sclanjomaya temyata sda beberapa kall perubahan hutang yang dibuat antara

Parn Pelawan dengan Para Terlawan sehungga jumlah butang Pary Pelawan menjadi
bertumbal besar LSS175,300.32 ata seturx dengan Rpl 618.105.023 6 ———e-e

- Bahwa Pamt Pelawan sxdoh mencicil husangnya kepads Para Pelawan sejumlah
RpS13.665320,- namun belum mampu melunasinyn meskipan sedah melewat masa
Jatub wemponyn, sehingga Parn Tertawan keomdian mengajukan permohonan eksekusi
ke Pengadilan Negerd Amlapura pacls bulan September 2013

Buhwa scbenarnya pemambahan jumiah butang yang dilakukan oleh Para Pelawan
dengan Parn Terlawan yang dicstatkan oleh Turut Terlawan 11 dan Turut Terlawan |
sama sekali ridak permah ditenma oleh Parn Pelawan, sebab penambahan sersebut

merupakan bunga dart bunga hutang sebebimnya:
- Buahwy perbustan Para Terlawan dalam mesctapkan jumlah hutang Pamu Pelawan,
semula USSY99,000 hingga menjmbi US$175,309.32, adalab perbaatan yang tidak dapat
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dibenarkun sehab yang diterima oleh Par Pelawan hanyalah sebesar USS80,000 dan
pembengkokan gumlah hatang tersebue sdalah akibat adanya bunga dar bungs hatang
awal yang belum dibumasi oleh Parn Teclawan -

Bahwa dalom hubungan hutang plutang antara Paro Peluwan dengan Para Terlawan,
Mujelis Hakim melilat schanyn sustu mavbrait van ligheden (penyaluhgunaan

A e

keadaan), yaitu karenn Para Terd memiliki keunggulan el is melehihs Parn

Pelawan, _ylinn ketika Pamn Pelawan sudab tidak mampu melumasi tunggakan batang
mereki kepada Parn Terlawan, sehingga Pars Torlawan dengan mudab memima Para
Pelawan unik melakukan perjanjian batang vang bary dengan jumlah hutang yang
lehih besar dan yany scbelumnya, yastw sebagai bunga dari bonga hutang terdabulu

yang belum dilunasi Para Pelawan:

Bahwa penyulshgumaan keadamn sehagaimama yung tersehat di sty menunjukkan
adaoya cacat kebendak dari Para Pelawan ketka akan melakukin pegjangian perabahan
butang, karena scbennmnya Parn Pelawan tidak menghendaki  dikenakan  hatang
sejumiah demikian, apalags mengingat Kemampuon ekonomis Para Pelawan untuk

mencicil hutang tersebut tidaklah sebanding & jumlah yang harus mercka

L L ¥

tanggung;
Bahwa menurut Prof, Z. Asikin Kusumah Atmadja, penyalabgunaan keadsan adalah

faktor yamg membatasi atas mengganpgy adunys Kehendak  yang bebas untuk
menentukan persetupuun antary kedua pikak, sebagaimana yang dimaksod dalam Pasal
1320 sub kesatu KUHPerdata (Varia Peradilun, Mahkamah Agung RI, 14 November
1986, hal. 87);

Bahwa berdasarkan uraian &1 atss Majelis Hakim menilai Akta Pengakuan Hutang
Nomor 44 dan Akta Nomor 45 wentang dorgrocht keduanya tertanggal 27 Apil 2007
yang dibunl oleh Turut Terawan I, AXla Perjanjian Hulang Nomor 23 dibuat osch
Terdawan | pada tanggul 20 Maret 2012, tidak memenuhi syarst sabaya perjanjian
sebiugaimana dianar dalam Pasal 1320 KUHPerdata schingga harusloh dinyatakan batal
demi bukum:

L
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«  Babwa dengan batal demi hukumnys akta-akts serscbut di otas maka Akta Hak

Tanggungan Nomor: 39/2012 1anggal 20 April 2012 dan Senifikat Hak Tanggungan
Nomoe: 3942012 tanggal 30 Apel 2012 jugo baruslah dinyatakon batal dema bukam:—
- Bahwa dengan botal deml hukumnya akta dun sertifikin hak tanggungon seporti tersebut
& atas maka Pemetapan Nomor: 2Pen AmaHT201 VPN AP serta Aammarimg Nomor:
O1/PALEK2013/PN.AP juga harus dinyatakan batal demi hukom— oo S
< Babwa pamun demikian, untuk menjaga hak dan Kewajiban masiog-masing pihak maka
Majelis Hakim memlar seharusnya butang yang waplb dibayarkun Para Pelawan kepada
Para Terluwan adadah butang pokok USSRO.000 (detspan pulub ribu dolur Amserika
Serikad ) atau setara dengan Rp738.400.000,- (ujuh rates tiga paluh delapan juta empat
rutas nhu rupiah) dikurangkan cicilan senilai RpS13.665.320,- (lima ratus tiga belas
Juta emam ratus eonm pubah limsa ibu tga ratus dua puluh rapah), luko ditambah bunga
per bulan schesar 1,5%, kalu ditambah biaya-blaya yang dikehirkan dibitung schesar
0.5%, dan bungs hutang ditsmbah beben biave yang dikelunrkan total 2%
(RpTISA0DO00,- x 2% = RpId 768,000+, sehinggs sisa hutang yang harus dibayas
Para Pelawan menjadi sebesar Rp623.470.680,- (enum ratus dua puluh tign juta empat

rtus wyuh palah ribu enam ratus delapan puluh rapiah);

——— Monimbang. balwa berdasarkan pertimbangan tersebat di atas, maka petitom angka

2 adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulk
e Memmbang., bahwa berclusarkan p bangan sebagaimana tersebut di atas dan

Putusan Mahkanah Agung gl 31-8-1977 Na. 697 K/Sip/1974, maka petitum angka 3

adalah patur dan beralasan bukum untuk dikabalkan:
——— Menimbany. bahwa sesua dengan uraian don pertimbangan hukum di atas maka
petitum angka 4, angka S, ungka 6 dan angha 7 adadah patat dan beralasan bukum uniuk

dikabalkan

weeeie Memimbang. babwa dengan dikabulkannya petitum angka 4, angka 5, angka 6 dan
angkn 7, moka pembayaran cictlan hutang yang telah dibayarkan Para Pel kepada Para
Tertawan scjumloh Rp313.665.320.- adalal sah, schingga dengan demikian petitum angka

B adalab patut dan beralasan hukum usuk dikabul)

Hatawon 27 dorr 32 Poruse No. 200 GRINOT PN AP
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s Memimbang, bahwa sesual dengan pembahasun &3 atas, maka petitum angka 9

adabaty patut dan beralosan hukum untak dikobalkan;

——— Memimbang, babwi perihal  pentum  anghs 10, maka  untuk  memberikan
kescimbangan hok dun kewnpiban  kepoda  musing-masiog  pitak, Khususoya dalam
kemampuan ekonomis, mengingal penghasilan Para Pelawan dan waho mereka di atas
obyek jaminan hustang yaitu Temple Cafe and Seaude Cotages adalah tidak sebesapa,
makn Majelis Hokim berpendapat pembayaran sisn butang Para Pelawan harus dilakukan
dalam tempo maksanal S (ima) whun desgoo bunga L5% per bulannya, teiitung sejak
putisan ind berkekuutan hukam wiap,

e Memimbang, bahwa peribal petitum angka 11, oleh karens Parm Terlawan dan Para
Turut Terdawan berada di pihak yang kalah, moka mercka haruslah dihukum untok
membiyar ongkos perkar secarm tanggung renteny, yang hingga han inl ditaksir schesar

tersebue dalum diktum putisan i
e Menimbang, hahwa sesual dengan pembabasan masing-masing  petitum  Para
Pelawan di atus, maka odaloh patet dan cukup beralussn bagi Magelis Hakim unuk
menyatakan gugatan perlawaman Para Pelawan dikabulkan untuk sebagion dan menalak

lebik

yang yas

——— Memperhatikan, pasal-pasal dalam Kisab Undang-undang Hukom Perdatz. Rbg, Ry

dan peraturan penindang-undangan lainnyy yang b 2h Jengan perkara ini;
MENGADILL:

Menolak cksepss Para Terlawan dan Para Tuewt Tertawun

DALAM POKOK PERKARA:
I, Mengabulkan perl Para Pel. untuk sebag;
2 Menyatakan Pars Pel adalah Pemilik Sertifikst Hak Milik Nomor 2751 atas

nama Para Pelowan yaitn sebideng tanah seluas 3030 m? serdetak di Jalun Raya
Candidasy Karangasem, Bali;

3. Menyatakan Para Pel adalah Para Pel vang jujur;

4 Menyatakan bukum Akia yang dibuat di Notans (Tuns Terlawan 1) yas Akia
Pengakuan Hutang Nomor 44 dan Akta Nomwor 45 teotang borgrochr keduanya

Wt Agny A, - . wage Mot 4,

Crwl
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tertanggal 27 April 2007, tidak memenuhi syarat sahoya perjanjion sebagaimsna

diatur dalam Pasal 1320 KUHPendata sehingga batal demi hukum; —————eeeeeeee

S Menyatakan hukum Akta Pecanpan Hutang Nomoe 23 dibuat olehi Notaris (Turus
Terlawiun 1) pada tangeal 20 Maret 2002 ok memenubd syasat sahaya pecanpiun
sebugaimana dintur dalam Pasal 1320KUHPerdata schingga batal demi bukum ———

6. Menyutakan hukum Akta Huk Tanggungan Nomoe S9/2012 wanggal 20 April 2012
dan Sertifikat Hak Tunggungan Nomar 394/2012 tmggal 30 Apeil 2012 batal demi
hokum kareno gugumya Akt Pegaopan Hutang Nomoe 23 yang dibuat oleh Notarts
(Turut Terdawan 1) pada tanggal 20 Maret 2012;

7 M kan  huk P Nomaor: m,ﬁhﬂmm.AP serta Aammaning

24 *

Nomar: 01/Pdt Eks/200 3/PN.AP batal demi huk

8 Menyatakan hukum bukti pembayaran yang telah dilakukan Parn Pelawan sejumiah
RpS13.665,320.- (lima rates tign belas juta cosm rans eoam puluh lima ribu tiga ratus
duss paluh rupiah ) adalah sah;-

9. Menyasakan bukum Pars Pelawan  membaysr ssa butang  setelah  dikurang:

pembayaran vang telah cilakukan dengan p

Hutang Para Pelawan sebesar USSS0,000 (delapan pulush nba dolar Amerika
Serikut) dalom yupinh Rp738400.000,- (tujuh ratus tiga puluh delagan juta empat
s eibut rupiah ) dalam &iers dodar Rp9.230). @ilad SO0 -—mmmeesemmees —
Uang yang swdab dibayar Pars Pelawmn RpS513.665.320,- (lima ratus liga belss

Juta enam ratas enam polub lima ribu tiga rates dua puluby rupiab e

Bunga hutang dshatung per bulan sebesar 1,5%;
Ditambah biaya-biaya yang dikeloarkan dihstung sehesar 0,5%;--

Bunga hutang dstambah beban blays yang dakehuarkan 100 259 - emeeeeee

Hulang dikali bunga dan beban biaya (RpTISA00000 x 2% = Rpl4 768.000);
Hutang dikoli bunga dikali waktu pemingaman dikurangs jumlah pembayamn Para
Pelawan schingga Para Pelawan akan membayar sisa batang pada Terlawan |
sehesar Rp623.470.680,- (enam ratus dan pulub tiga juta empat ratus wjoh pulub
ribu enam rutus debapan pulub rupiah);

Hatawon 29 dorr 32 Poruse No. 200 GRINOTIPN AP
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10 Menyatakan pembayaran sisa butang Pam Peluwan harus dilukukan dalam tempo
aksimal § (i tahun dengan bunga 1.5% per bulannya, teshitung scjak patusan ini

berkekuatan hukum tetap .
11 Menghukum Para Terdawan dan Pora Turut Tedawan ustuk secara tanggung renteng

membayar buaya yang timbol dalam perkara ing, yang sempii deagin ssat ini detaksiy

sejumlaly RpA6 1,000, - (sembilan ratus enam pulub satu riba mupiah ).
12 Menoluk perl Para Pel untuk selehihnya;

——— Demikion diputuskan dalam ropat masyawarah Mapelis Hakim Pengaditlan Negeni
Amlagurs pada lan SELASA, mnggal 28 OKTOBER 2014, oleh kami: DAMERIA
FRISELLA SIMANJUNTAK, S.H., MLHum. sehaga: Ketua Majelis Hakim, YAKOBUS
MANU, S.H. dan ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H., masing-
masing scbagal Hakim  Anggota, putusan mana pada hae SELASA. mnggal 11
NOVEMBER 2014, diucapkan dalum persidangan yang terbuka uniuk umum oleh Ketua
Majelis Hakim bat d didampingi Hukim.hakim Anggots tersebul. dengan

dibansu vleh | NENGAH KARYASA, S.H, schagai Punitera Penggunti pads Pengadilan

Negeri Amlapura, dan dihadini oleh Para Pelawan, Puru Tedawan dan Pasa Turut Tedawan:-

Ketua Majelis Hakim,

Lk

DAMERIA F, SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum,

Hakim Anggota |, Hakim Anggoen 1
114, il
YAKOBUS MANU, S.H. AAN, BUDHI DHARMAWAN, S H,
Panitern Peoggami,
Lt
I NENGAH KARYASA,S.H,

e

et e e Vabearw Agny Aasene - A 20 MW 0SOAR e RS o Matn e Ay -

B b ————
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Perincian biava-biaya:

~  Biaya PNPB 30.000

= Biayn ATK ..o o s 00O

- Biays panggiban ... CRp 600,000

- Biaya Pemerihsaan Setempat...... Rp........ 270.000

- M i 6.000

JUMLAH, . s R 961,000,

(sembilan ratus enam pulub sat ribu rapiah)

CATATAN:

Dicats disini bahwa Terlawan L Terlawan 11 Turue Tedawan | dan Turu
Ted I melalui K i pads tunggal 24 Nopember 2014 iclah menyatakan
banding terhadap Putusan Pengadslan Negeri No 76/Pd.G/PIw/2013/PN.Ap \anggal 1T

Nopember 2014 schingga p bat belum ipunyas kek bukum tetap:
Paniters
L
( L WAYAN PAGEH. SH. MH. )

Untuk Turunan Putusun yang sub.
Panitera Pengadilan Negert Amlupara

(| WAYAN PAGEH, SH.MH

Halavean 31 dory 32 Pavusin No AP GAINE0TITNAN

D
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Nip. 19621231 19830303 | 067

CATATAN:

Dicatat disini bahwa pada tanggal
Desember 2014 telah meminta Turunan Potusan Pengadilun Negeri Amlapure No 76/
Pdt.G/Piw/2013/PN.Ap wnggal 11 Nopember 2014 dengan binya-biaya sebagni berikut ;

1. Biaya Turunan Rp.  9.600.-
2. Biaya meterai Rp.  6.000-
3. Legalisasi tundatangan Putusun Rp.  10.000.-
Jumlah Rp. 25.600.-
e
EALO VA A AN Figa S04 VDRI (LRl chA el P A .k [T
Dedew b dusm o o oy au WOTOTA T TR BT heCua) URUARERT VAR ADLY) TY e
Crat

Ty OXV 384 20 (e 3T



LAMPIRAN

Akta yang Batal Demi Hukum

melalui

Putusan Nomor. 195/Pdt.G/2015/PN.Sda

Di Pengadilan Negeri Sidoarjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.ld PUTUSAN

Nomar 195 Pdt.G/2015PN.Sda.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdita pada
Lingat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sntar -

I Dra. SRIWAHYUNINGSIH : pekerjoan swasta, beralamat di Jalan Capung No. 97
RT.003 RW.001 Lemshpatro Sidoarjo. selanjutnys disebut sehagni PENGGUGAT.
1.

DIMAS MULIA ,  pekecjnan  swasta,  bermlamut di Julan  Capung  No. 97
RT.003 RWOM Lemshpatro  Sidoarjo,  selanjutnys disch hagai
PENGGUGAT.IT;

Para Peagpopal dalam hal im memberikan kuass kepads NOOR AUFA, SH.
SP.WIBOWO, SHMH pars advokat pada Kantoe Hukum " EN & Assocuites ™ Advocases

"~

Legal Consul 3ol v at law " berkedwlukan hikum di komplek Ruko Sun City
Mall Blok A2 Jalan Pahlawan No.l Sidoarjo berdasarkan sumut kuusa Khusus tertanggal
12 Oktober 2015

Luwun:

| PT.ASTRA SEDAYA FINANCE o/ Branch Manager PT. ASTRA SEDAYA
FINANCE Surabaya atau dikenal juga dengan ACC Branch Munager Sidoano
beralamat di Ruko Gateway Blok AL18-19 Julan Raya Waru Sidoarjo, selanpuinyu
discbut sebagas Tergugat I ;
EKA SUPIANDI | bertempat tinggal di Mutiara Citra Asri Gang 1724 Sidoano
selanputnya dischut sebagas Tergugat 11
Tergugut 1 don Tergugat 11 dalam hal i berikan kuasu kepuds - 1. TAUFAN
HIDAYAT, SHMH, 2 A. HELENA STELLA R. SH. 3. TRIAS WIDYA PARAMITA, SH.
4. YUDHA PRASETYA, SH para Advokat / Penasihat Hukum dan Konsultan hukum
berkamtor i Kintor Hokum ™ WIRJOHARDIO & REKAN Kompas Gramedia Bid Li5
NRaya Jemussan 64 dan . Kertapaya VIIC / 45 A Surnbayas berdasarkan sarat kussa
Khasias tanggal : 28 Okiober 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut |

Setelah membaca berkas perkirn serta bukti bukts surat yang bersangkutan ©

Setelah mendengar para pilak yang berperkara |

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

"

Hatowa | dart 28 perkans Moy 2014560 G201 2PN Sda
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.ld PUTUSAN

Nomar 195 PdtG/2015PN.Sda.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sidourjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdita pada
Lngat pertama telah menjatuhkan putusan sebogas berikut dalam perkara antar -

I Dra. SRI WAHYUNINGSIH : pekerjoan swasta, beralamat & Jalan Capung No. 97
RT.003 RW.001 Lemahy Sidoarjo. selanjutnys disebut sebagni PENGGUGAT.
1.

DIMAS MULIA ,  pekegaan  swasta,  bembamut di Julan  Capung  No. 97
RT.003 RWODI Lemahputro  Sidoarjo, lanjutnya diseh hagai
PENGGUGAT. T ;

Pura Peagpopal dalam  hal im memberikan kuass kepads NOOR AUFA, SH.
SPWIBOWO, SHMH pary advokat pada Kantoe Hukum " EN & Assocuiles ™ Advocases
Legal Consultants - ™ Attomey at law ™ berkedsdukan hikum di komplek Ruko Sun City
Mall Blok A-2 Jalan Pahlawan No.l Sidoarjo berdasarkan surut kuasa Khusus tertanggal
12 Oktober 2015

-

Luwun:

| PT.ASTRA SEDAYA FINANCE o/ Branch Manager PT. ASTRA SEDAYA
FINANCE Surabaya atau dikenal juga dengan ACC Branch Munager Sidoano
bernlamat di Ruko Gateway Blok AL18-19 Julan Raya Waru Sidoarjo, selanpuinyu
dischut sehagas Tergugat 1;
EKA SUPIANDI | bertempat tinggal di Mutiara Citra Asrl Gang 1724 Sidoano
selanputnya dischut sebagas Tergugat 11
Tergugut 1 don Tergugat 11 dalam hal i berikan kuasu kepuds - 1. TAUFAN
HIDAYAT, SHMH, 2 A. HELENA STELLA R. SH. 3. TRIAS WIDYA PARAMITA, SH.
4. YUDHA PRASETYA, SH para Advokat / Penasihat Hukum dan Konsultan  hukum
berkantor i Kuntor Hokum © WIRJOHARDIO & REKAN Kompas Gramedia BM L5
N.Raya Jemussan 64 dan . Kertapaya VIIC / 45 A Surnbaya berdasarkan sarat kussa
Khasias tanggal : 28 Okiober 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut |

Setelah membaca berkas perkirn serta bukti bukts surat yang bersangkutan ©

Setelah mendengar para pilak yang berperkara |

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

"

Hatowa | dart 28 pevkany Moy 2014560 G201 2PN Sda
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusanimahkamshagunt:goidal dalum srat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2015

yang felah didaftarkan s Key Pengadilan Negen Sidoarjo tanggal 19 Okober 2015
dibawah Nomor : 195/PALG201 SPN.Sda | telah jukan bagai berikat -

L) el

Berdasarkan Surat Kuasu Khusis tertanggal 12 Oktober 2015 bermeteras cukup sehingga sah
bertindak untuk dan alas nama serta kepentingan hukum klien kami
| Dra. Sri Wabyuningsih; Pekerjaan Swastic beralamat di Jalan Capung Na. 97 RT
003 RW 001 Lemahputro Sidoaryo |
Selanjutnya mohon desebul sebagasi PENGGUGAT 1

2 Dimux Muolia; Pekerjaan Swasti; beralamat s Jalan Capung No. 97 RT 003 RW 001

Lesubputro Sidoarjo ;

Selunjutnys mohon disebet sebaga: PENGGUGAT 11
Dengan ini PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT 1T mengajukan Gugatan Perb Mek
Hukum terhadap:

I PT. ASTRA SEDAYA FINANCE o/q Branch Manager PT. ASTRA SEDAYA
FINANCE Surabaya I atay dikenal jugs dengan ACC Branch Manager Sidoarjo,
beralamat & Ruko Gateway Blok A 15-19 Julan Raya Waru Sidoarjo; Selanjutnya
mobon disebut sebugal TERGUGAT |

2 Ekn Supiandi: Pekerjuan Swasta; beralumat di Mutiara Citra Asti Gang 124
Sidourjo . Selanjutaya moban disebut sebagnl TERGUGAT I

1 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT

u PENGOUGAT I dan PENGGUGAT 11 sclalub wanga negira Republik Indomesia, dan
PENGGUGAT | adalah Pemilik mobil Merk Honda Type Odyssey Nomor mangka
JHMRAGRSO1C201570 dan Nomor mesan: F23Z42001555 dengun Nomor Polisi L
1734 RZ atas nama | Soelopo yang fasilitas pembtayasn dengan jomi
fidusin odch TERGUGAT I3

b Buhwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indooexia Nomor §
Tabun 1999 Tentang Perfindungan Konsumen, PENGGUGAT [ adalah wirga Negam

Republik Indonesia yang pakan & TERGUGAT |1, schingga bherhak
untek diperlakukan atag dilayan secara benar dan jujur serta tidak diskniminatif oleh
pelaku usahx,

¢ Bahwa berdusarkan Pasal 7 Undang-undung Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasuan Kehakimun, PENGGUGAT | dan PENGGUGAT I1 adaluh
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanumahNamahgubdigladdnesia yung tdak dapat dikenakan penyitaan, kecuasli atas
perintah tertulis dari kekuasasn yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur
datlam unlang-undang;

I KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT I dan TERGUGAT 1T

= Bahwa TERGUGAT | adalah Perusahaan Pembigysan Konsumen yang tidak
memberikan perlakuan atau layanan secara benar dan jujur serta kerap melakuokan
tindakon diskriminatif dan sewenang-wenang serta SECARA MELAWAN HUKUM
techadap PENGGUGAT | dan PENGGUGAT IL

= Bahwa TERGUGAT 1l adalah penerima kuasa dart TERGUGAT 1 yang melakukan
perbuatan diskriminatif dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku kepads PENGGUGAT I dan PENGGUGAT 1T

= Bahwa berdasarkan pasal | Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, TERGUGAT [ adalah perusahaan
pembiavaan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan bukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan Kegintan dalam wilayah hukum negars
Republik  Indonesia, baik  sendini maupun  bersama-sama melalul  peranjian
menyelenggarakan kegistan usiha dalam bidang ckonomi;

1. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

= Bahwa PENGGUGAT | dan PENGGUGAT Il mengajukan gugatan ke Pengadilun
Negeri Sidoarjo melalui mekanisme pertanggungjawaban perdats berdasarkan Pasal
17 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentung Hak Asasi Munusia. yang
bunyinya menentukan, “Setiap orang. tanpa diskriminasi, berkak wnnd memperolel
keadilan dengan mengajukan permeh e I dan gug baik dal

7,

perkara pidana, perdata, mauy inistrasi serta diadili melalui proges peradilan

vang bebas dan tidak memihok, yeswal dengan hukum acara yang  menjamin
pemerikasaan vang objektif olel hokim yang jujur dan adil untuk memperoleh putiuson
vang adil dan benar’;

= Bahwa PENGGUGAT [ don PENGGUGAT 11 mengajukan gugutan ke Pengaditan
Negen Sidoarjo melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal
1365 Kitab Undang-undang Hukum Perduts (KUH Perdata), yang banyinys
menentukan, "Settap PERBUATAN MELANGGAR HUKUM yang membawa kerugian
kepada seorang lan, mewajibkan orang vang karena selahnva menerbitkan kersgian

it mengganti kerugian sersebur;

Halama 3 dari 28 perkara No. 20048dr G201 /PN Sda
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putusassnohEMOGUONY godid PENGGUGAT 11 mengajukan gugatan ke Peogadilan

w

Negen Sidoarjo melalui mekanisme pestanggung jawaban perdata beedasurkan Pasal
1367 Kitah Undung-undang  Hokum  Perdata  (KUHPerdata) yang  bunyinya
menentuban, “Maikan-maihan dan mereka vang menganghal orang-oring lain uniuk

svewakill ursame—wrngan meeeho odalah bestanggung Jowal Jentang herugian yimg
literbitkam  oleh  peluyvon-pelavan  atan  bowahan-bowahas  mereda i dalom
melakickan pekerjoan wntuk mana orong-oramg o dipakainye”;

URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

Balwa PENGGUGAT 1 dengan TERGUGAT | memiliki Pesjanjian Pembiaysan
Dengan Jaminan Fidusin pada tmggal | Sepeember 2014 dengan Nomor Perjanjian
D1300407000296095 atas | (sutu) wnir Mobil Honda Mobil Odyssey dengan Nomor
Polisi L 1734 RZ dengan momor mesin F23Z420X11555 dan nomor rngka
JTHMRAGESOIC201 570 warna Biro Metalik utus nama | Soetopo

Balwa meskipun perjanpian pokok antara PENGGUGAT | dengan TERGUGAT |
adalah Klausul peganjean pembeayann dengan ssmnan fidusin, temyata hingga
pugatan il digjukan. PENGGUGAT | salaku pemilik dart unit kesdaraan o que tidak
pernah menandatungani akte pembebanan jaminan fdusia sebagaimany dewijihkan
vleh UU Namsor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Flusia dan juga PENGGUGAT 1
tiduk permaly berhadapan demgan notaris serta menandatungant dokumen-dokumen

yang diwajibkan sehagui dok pernlby Jurminan secara fidusia

Bahwa sesuni dengan Ketentuan yung terdapat dalam Pasal 18 UL Nomar 8 Tahun
1999 ang Peclindungan K ditegaskun babwa pelaku wsshy dilsrany
mencantumkan klansuls baku yang memberikan kuasa dari konsamen kepada pelaka
usaha wntuk melakakan segals tindak pihik k pembeh dendn dan
peayiman obyek fidusin tanps melalui procedare hukum dan p penndung

undangan yvang berlaku serta dilurang pelaku usaha dilacang mencantumkan konsumen
memberh kuasa kepada peluku usaba untuk pembebanan hak rnggongan, hak goda,
utaw hak jorminen terhadap barang yang dibell olehs konsunsen secac angsuran.

Bahwa sesvar denga st Pasal § UL Nomor 42 Tahon 1999 wentang Jaminan Fidusin,
babwa setsap pembels benda dengan § fidusin harus dibuat dengan ukta
notarts dan merupakan akie jaminan Odusis yang haras didalarkan & Kantor
Pendaftaran Fadusio uotuk diterbikun Semifikat Janinan Fidusia dan apabila transaksi
pokok pembiaysan dengan jamisan secaru Odusia tidak didaftarkan maka secara
hukum perjunjian pokok tersebat tidak memiliki hak eksekutorial
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pulusatishohiamataguhl o @) 15 di decrab kediaman Pengpugat 11 ada beberapa onng

Delw Collecror yang merupakan Pihak ked yang menersma kuasa dari Tergugat |
melakukan penagiban stus pembayaran angsuran acilan kredst Penggugar 1 kepada
Tergugat | podalsal angsuran tersebut telah diboyarkan pads tanggal 29 Mer 2015
melalui internet bapking BCA jum 12:56:45 WIB dengan Nomor Referensi:
63854A2F-EATLTRB-Q4BSSTEOEFGE  schesar Rp. 29999000, (dua  pulub
sembilan juta sembilan ratus sembilan pelub sesmbalan riba rupish)

Bahwa pada st penagstun yany dilakukan y kuisa Tergugat [ sebagaimana
lersebut padn angka | diotas, para penerima Kuasa dan Tergugnn Vdebt collector
tersehut juga bermaksud melakukan penyitaan secarn paksa dan tanpa procedure
hokum atas mobil Hooda Odyssey Nomor Polisi L 1734 RZ serma menunta tambahan
biays penarikan unit Kendsraan o gwo

Buhwa pads saat melakukan penagihan dan reocana peogambsalan/eksekuss pakse atax
unit Kendarsen mobil Heoda Odyssey Nomor Polisi L 1734 RZ inh, penorima Kuasu
dart TERGUGAT Lidetn collector juga telsh menyebarkan informasi secarn sepibak
kepada lingkungun tempal tinggal PENGGUGAT IT dengs yebutkan Keed
yang digunskan/dikenduri oleh PENGGUGAT I telsh menungzak pembayarun b
ACC Cabang  Sidoarjo, padshal scharusnya  informasi  pembayaran  milik
PENGGUGAT 1 ndalsh infonmasi rabasia yang tidak boleh dscbarfuuskan kepada
pibak lain selain atas persetujuan konsumen dan atou demi peregakun hukum sesuai
larEn dang-uedangan yany berlab

Bahwa temyata kemaxlisn pembayaran vang dilakukan stos unggakan cicitsn, denda
dam bungn otas pembiayazn Mobil Honda Odysssey L 1734 RZ sehesar Rp
29.999.000,- (dua paleh sembilan juta sembidan mtus sembilan polub sembilan dbu
rupial) sehagaimana sersebot pada anpka § distas. secara sepibak oleh TERGUGAT 1
telah diabokasikanddigenakan ndok scbag: mestinyn dan hanyn ditesima untuk
pembayaran pokok saja sebesar Rp 23 00046~ dan sebesar Rp 6.999.000 {enam fuen
sembilan raas sembilan puluh sembilan by napsah) tanpa hak dan Kewenangan

thgunakan oleh TERGUGAT | untuk bayar biayn penarikan pihak ketiga/debe
collector
Bahwa berdasarkan  bukti can history  pembay pada bulim Agustus dan

September 2015, temyuta PENGGUGAT | totap ditagibkan bungs dan denda
sehagnimana tersehur puda angka ¥ dsatas padahal antak hal ini sudah dshayarkan
securn lunas oleh PENGGUGAT |

Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh pihak ke-3 yang merupakan orng-orung
suruhan penerima kuasa dur Tergugat 1, telab menimbulkan kerugiun tidak hanya bagi
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusafmshicarishagtmgaoadd | tupi juga bagi keluarga Pepgpueat | dan Pengeuzat 11
teruttama telah membuat kedun anak PENGGUGAT 11 yang masih berumur 6 tahun
ketakutan dan pts samt dilakukan pencegatan dan keributan oleh pilak
ke-3 yang mwerupakan peserima kuisa dan TERGUGAT 1 bahkan para penerima Kusa
dart TERGUGAT 1 ini mengancam akan melukal dan membanuh PENGGUGAT 11
besert keluarga
11 Bahwa tindakan pihak ke-3 yang menerima koasa dant TERGUGAT 1 mi juga
menyehabkan aktifitas Penggugat | dan Penggugat I menjudi teeganggu serta telab
merusak kredibilitas Penggugm | dan Peaggugat 11 di lingkungan sckitar tempat
tinggal Peaggagat | dan Peaggugat [ serta lingkungan tempat usahia Penggugat If
12 Bahwa kemadian pada hart Jumat anggal 28 Agostus 2015, ssat Penggogat 11
mendart & Bandasa Lo jonal Djwsnda Surabava, tecvyato PENGGUGAT I yang
saat e mengendarar Mobil Hoeda Odyssey milik Penggugat 1 dengan Nomor Polisi L
1734 RZ ditkuti oleh sebugh Mobil Toyora Rush yang didalaminys terdapat beberapa
orang dan kemudaan sekitar 500 Meter doni Piale Kelust Bandars Djsands beberapa
orang dant Mobil Toyota Rush tersebut keluar dan menggedeos-gedor mobil yang
dikendara Penggugat 11
I3 Buhwa karena Penggugat 11 tidak mengenal siapa yung mengejar serty mepggedor:
gedor mohil yang dikendarui Penggugnt [1 Pengggugat 1 tidak mempedulikunnyn dan
tetap mengeodarsi wobil ju Jalan Tol Djuands - Sidourjo. Tups kemudian di
Pintul Kelwar Tol Sxloao, beberupa orang k di ghidang Penggagat 11 san
man melakukan pembayaran aang tol dan memaksa Penggugat 11 untuk turan dan
mobil yang dikendarai Peaggagat 11 serta memanta Mobil yang dikeadara Penggugar
Il dengam alasan Mobil tersebut terdaput tunggakan ocilan yang sehanssnya
dibayarkan kepada Tergugar |
14 Bahwa Karenn Penggugar 1 merssa ndak aman, Penggugat L meminta agar becremu di
Polsesk Sidoarjo Ko dan membicarakannyn & Polsek Sidoano Kota
15 Bahwa saar di Polsek Sidooryo Kota, Tergugat 1l yong mepgatasoamakan berundak
umluk dan sas kunsa dari Terpugat | memuksa Penggugat [1 untuk melakukan
pelunasan atas weluruh crcslan, bunga dan denda kepada Tergugat 1 lermeasuk memaksa

Penggugat 11 melunast cicilan hingga selesa g cicalan b

14

musth berjalan hangga Bulan Seplember 2016 serta bayar basyn penarikan atas
unit mobal a guo
166 Bahwa Penggugat 11 telah ijedash mengenai  pembay tunggakan ini

Penggugat 11 bara bisa menyelesatkannya dalam jungkn wakm | minggu berikstnya
karena Penggugat [l menunggu administrust pencatran proyek milik perusabaan

Do
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putusafashiesmithbgiiag Fodgkupal 11 siap memberikan juminan bilyet  giro  tap

TERGUGAT Il maupun TERCUGAT T tiduk maw tabu akan hal ini.

17 Bahwa karenn Penggugat 11 tidak mampu melabukan keselurshan tunggakan bertpa

cicilan, denda dan busgs serty pel atas keseluruhan kredst mobil fersebat,
Tergugat Il meminta agar mobil tersehut dititipkan i Polsek Sidoargo Kota hingga
Penggugat | atsu Penpgugnt 11 melunasi keselumban tunggakan cicilan, denda dan
banga bertkut dengan biaya penarikan sertn melumasi kredit meskipan belum gatuh
temp

15 Bahwa kemoduan pado saat dv Polsek Sadoano Kota i, Penggugas 1 juga dipaksa dun

ditekan untuk memboat Berita Acara Penitipan Keadaraan teringgal 28 Agusius 2015
dengan mewajibkan  Penggogat Il waw Penggugas | menyelesakun  kewajiban
tunggakan padn ACC Cabang Sursbaya dan melakukan pelonasan secam 1l dan
pada saat inl Pesggugat 11 meminta keselurbhan detail tincian yangn haros dilunss
termasuk  pelunasan total tanpa sda bunga di bulan-bulan  benkutnya, setapl
TERGUGAT 1 dan TERGUGAT I tidah dapal menjeluskannys dan Gdek may
meneliskannya dalans Benita Acara Pesitipan Kenddraan tersebut

19 Bohwa kemudian pada tangeal 29 Agastus 2015, Penggugat 11 berusaha melakukan

permbi dan musy h dengan Tergugat | deag latangi Kantor Terguga
I yang terletak di Ruko Galeway Blosk A 18-19 Julan Raya Suwolratrap Sidourjo, Lapi
pada suat imi Tergugat 1 langsung yatakan bahwa Tergugat | sudab tidak mau
menerima pembayaran dart Peaggugat | atas Peaggogat |1 dan mempersilahkan
Penggugat | atan Penggugat 11 melakukan penyelesaian dengan pihak ketiga yang
telah ditunguk oleh Tergugat [ yaitn Tergugat 11 (yang discbutkan schagai BAGIAN
PENANGANAN), termasuk memintn Penggagat | atan Penggagat 11 melunass
keseluruhan cicilan, bunga dan denda yang serunggak serta biaya penarikan uait
kenduraan  dimaksud  ditambob  dengan kewajiban  Penggugar | untik melanasy
keselunuhan cacilan kredit meskipun keedst yoruh tempo pada Bulan Seprember 2016,

20 Bahwa aas wnggakan yang scharusnya dibayarkan oleh PENGGUGAT | kepada

3

TERGUGAT 1, telab dibayarkin pada tanggal (4 September 2015 pukul 14:55:39
WIB melalui i banking BCA sehesar Rp 18.924000; (delapan belas jutu
semnbilan ratus duas pulub empal ribe rupash)

Buhwa termyata meskipan lunggakin atas cicilan, bunga dan dends sudub dibayarkan
olch PENGGUGAT [, TERGUGAT | dan TERGUGAT I tetap tidak mau
menyerahkan unat kend haik kepada PENGGUGAT 1 dan/itau PENGGUGAT |
dengan alzsun hahwa pembayarun tidak tercutat padda system TERGUGAT |, dan
termyata diketahui bahwa TERGUGAT | dun TERGUGAT [l sengajn menutup/

Hatowa T dart 28 pevkany Mo 201450 G201 2PN Sda
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusammsiidsmahagung.ge. ibharusoya merupakan hak Penggugat §selaky Koesumen,
serta hingga gugatan ini dajukan unit kendaman dimaksod permah dititipkan pada
Polsek Sidoarjo Kota dam tanggal 28 Agusus &0 12 Oktober 2HS, serta
PENGGUGAT 11 dan PENGGUGAT | udak pernah  bisa  menikimsti  dan
menggunakan kescloraan @ guo schingga telah menembolkan kerugian yang nyats
bagi PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT [ yany apabila dinilsi dengan uang seb
Rp L0000, {satu juta rupizhihan x 44 han = Rp 44.000.000,- (Empat Puluh

Empat Juta Rupiah) ;
22 Bahwa kemudian temyata scjak tanggal 12 Oktober 20550 unit kendaraan @ que tedah
dipindahkin penitipanaya oleh penerima kuasa TERGUGAT | dan TERGUGAT 1l

kepada Polda Jawa Timur, don bingga diajukannya gugatan il wnit kendaman a quo
tidok pernah dikembalikan kepada PENGGUGAT 1 danvatan PENGGUGAT 1l
sehingga telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT | dan PENGGUGAT It
yang apabila dindlal dengar wang sebesar Rp 1 OO0, (sat jota rupiah)thart sejak
tanggal 12 Okwober 2015 hinggs dikenibalikannya unit kendersan o quo  oleh
TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT It

23 Bahwa tindakan penyitssn sepibak yang ditakuksn oleh Terguga 11 berdasarkan kizsa
yang disershkan oleh Tergugat 1 yang dilakukan pada tunggal 28 Agusis 2015
tersebut, telah bertentangan dengan Pasal 7 Undang-undang Republik Endonesin
Nomar 48 Tabun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

24 Bahwa tindakan Tergugat | dan Tergugat 11 yang memmta agar Penggugat 11 atau
Penggugat | melunas keseluruhan cicilan yang musih berjalun hingga September 2016
adalsh bestentangan dengan peruturan penandang-undungan yang berlab

25 Bahwa kemodion pada ssat PENGGUGAT 11 mau melakokan cictlan pada bulan
Oktober 2015, sernyata pembayaran cicilan sodah pdak bisa ditakukan balk oleh
PENGGUGAT 11 atan PENGGUGAT | karena rekeming pembayaran PENGGUGA'T
I telab diblokie secarn septhak  oleh TERGUGAT | tanpn persetuguan  dan
sepengetahian PENGGUGAT 11

26 Buhwa berdusarkan uratan kejadian dostus TERGUGAT I dan TERGUGAT 11 terwobut
merupakan bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang teluh menimbulkan
kerugian yung sangal nyuta terhadap PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT IE

27 Buhwa tindakan TERGUGAT | dan TERGUGAT 1 yang telah melakokan perbuatan

I bukem dan bertindak lang g kepada PENGGUGAT | dan
PENGGUGAT beserta kedua anak PENGGUGAT I telah menimbulkan kemagian
immutenal sechinggs sadub sepantasnya apabila TERGUGAT | dan TERGUGAT 11
dihukum secam tanggung g meagganti kerugi 1l kepuda PENGGUGAT

Do
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putusan talENGENSIANGIgoud xpabila dinilai dengan vang sehesar Rp 4.000.000,000,-

(Empat Milyard Rupiah)

28 Bahwa unisk jamin dilaksamakunnyy p in oleh TERGUOAT 1 dan
TERGUGAT 1, maka sudab sepantasnys kepada TERGUGAT | dan TEROUGAT I
dihukum membayar dwangsom (uang Paksa) apabala tidak jalankan key

yang telab berkekuatan hakum tetap sebesar Rp 000000, (satu Juta rupiab) per han
scjak  potwsan  dalam  perkara  ini memiliki | kekwstan  hukum  tetap  hingga
dilsakansakannya isi putusan oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 1T

29 Bahwa agar tdek ada perbuastun hukum lain yang dapat dilukukan techadap unis
kesdirnun berupa Honda Mobil Odyssey dengan Nomoe Podisi L 1734 RZ dengan
nomor mesin F23Z42001355 dan oomor ranghs THMRAGS301C201 570 warna Bira
Metahik utas nama | Soctopo sudab sepatuenya untok diletakikan sita Jaminan atas vait

kesdarann « guo
Berdisarkan  uraian but distas dengan inl PENGGUGAT 1 dan PENGGUGAT It
memohon kepada Pengadidan Negen Sidoaro €. Magelis Hakim yang memenkss dan
patils perkara o guo berk Aan peekira i dengan amar sehagai berikul:
V. TUNTUTAN
DALAM PROVISI:

I Menetapkan Terlebib dahuly Sitn Jaminan (Conservaroir Sexlag) teshodap: | {sutu)
unit Mobil Honda Mobal Odyssey dengan Nomen Polisi L 1734 RZ dengan nomor
mesin F23ZA2001555 dan nomor rangka JHMRAGBSO1C201570 warna Biro Metalik
atas nama [ Soetopo
Memenntabikan kepada TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 11 mengembalikan 1 (sutu)
unit Mobil Honda Maobil Odyssey dengan Nomar Polisi L 1734 RZ dengan nomor
mesin F23Z42001555 dan nomos rangka JHMRAGES01C201570 wama Biru Metalik
atas nama | Svewpa kepada PENGGUGAT [ dan PENGGUGAT 11 yang dalam saat
ini berada dalam pengusaan TERGUGAT | dan TERGUGAT 1T
3 Menctapkan terlebih dohuls menunda  pelaksamaan cicilan - pembsayaan  dengan
Jaminan fidusia atas | {satw) unit kendseaan Honda Odyssey demgan Nomar Polisi L
1734 RZ  desgan  nomor  mesin F23Z42000555  dan nomor  rangka
JHMRAGBSOIC201570 wamn Biru Metalik otas auma 1 Soctopo durl Penggugat |
kepmda Tergugat | sejak Bulan Oktober 2015 hingga pembayaran cxcilan bulan
September 2016 hingga odanys potasan yang berkekuatan hukum tetop dalam perkara
i
DALAM POKOK PERKARA
I Mengabulkan Guygatan PENGGUGAT | dan PENGGUGAT I secaru keselunshan.

e
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
puluBanimotvickmahagunipgoad TERGUGAT | din TERGUGAT I teloh melabukan
PERBUATAN MELAWAN HUKUM,
3 Menyatakan botal demi hukum serst Berita Acara Pemtipan Keodarsan tanggal 28
Agustus 2015 antarn EKa Supsands dengan Dimas Mulia,
4 Menyatakan Surat Perjanjian Pembiayzan Dengan Jaminan Fidusis dengan Nomar
Perjunjiun: 0 1400307000296095 tertanggal 16 Nopember 201 | amara PENGGUGAT
1 dengan TERGUGAT I adalah sah menurut hukum:
5 Menyatakin secara hukum tindokan TERGUGAT 11 dan TERGUGAT 1 dalam
pelaksansan ckskusi unit kenduraan o gue  tddak memitiki kekuatan hukum dan
sehugal perbuatan eksekusi yang cacat hukum
6 Menghukum TERGUGAT | dan TERGUGAT 11 secara tanggung renteng umtok
meivbayar secars sekabigs dan tunad ganti kerugian matenil kepada PENGGUGAT |
dan PENGGUGAT [, Rp 44000000 + Rp Rp 6.999000 = Rp. 50.999.000.- (Himu
paluh juta Sesnbilon ratus Sembilan puluh nbu ruplab)
7 Menghukam TERGUGAT 1 dan TERGUGAT secara langpung remieng  untuk
membayar sebesar Rp 1000000~ (satu fula rupsah)han sepak mobil diambil/
dicksekusi paksa oleh TERGUGAT 11 dan TERGUGAT | pada tanggal 12 Oktober
2015 hingga diserabkunnys st kend: o qguo oleh TERGUGAT 11 dun
TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT 1
8§ Menghukum TERGUGAT [ dan TERGUGAT secura tanggung 7enteng  untuk
membayar secara sekaligns dan tunai ganti kerugian immateri) kepada PENGGUGAT
I dan PENGGUGAT 1T sebesar Rp. 4.000.000.000, - (empat mikyard rupiab);
9 Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 11 secarn tanggung renteng untuk
membayar wing paksa (dwangsom) sebesar Rp 1000000, - {sats juta repiab) per han
seak potusan i memperodeh kekustan hukum tetap hinggs dilaksanakannya putussn
dadum perkara tol oleh TERGUGAT | dan TERGUGAT 11,
10 Menyatakan putusan perkarn ini dspar dilaksanakan terfebih dabulu meskipun ada
perdawanan, banding, kasasi ataupu upaya hokum dainoya dart TERGUGAT | dan
TERGUGAT 1 ats pihuk ketiga bsinmya (ust voerbaar bij yorrsad):
11 Membebankan  selurub biayn  dalam  peckara mi kepada TERGUGAT | dan
TERGUGAT 11 secars tanggung renleny.
Atau apabila Yang Mulin Magelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya {ex nequo et bona )

Menimbang. bahwa pada persidangan yang telah ditentukan  antuk pam penggugat
datang menghadap kuasanyu NOOR AUFA, SH dan SP WIBOWO SH.MH sedangkan usuk
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protusenunshicamaksgamg JOMdFAN HIDAYAT. SHMH, A HELENA STELLAR, SH.

TRIAS WIDYA PARAMITA, SH, YUDHA PRASETYA, SH |

Menimbang, bahwa unfuk hi K bag Kby dlaliam
Peratuen Mahkamah Agung ( PERMA) Nomor - 1 Tabun 2008 tentang Mediasi, 1elah
dsumjuk JAUHARL SH aclabu Mediator untuk mengusahikan upaya perdamaian, akan tetap
tdak berbasil sebagaimana dalam Berita Acara Mediasi tertanggal 24 Nopember 2015, oleh
harena i pemeriksaan perkara akan dilanjutkan |

Menmbang. bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Gugatan dimana  kisssa
Penggugar menyatakan  ada perubahan puda Ursdan Fakta-Fakes Hokom pads angha 22
yuitu katu dipindahkan penitipannye digant dengun kot diambil secarn sepihak dan kot
kepada Polda Jawa Timur Gcoret dan Sati-kata tersebul §

Menmmbang, bahwa  sas Gugatan  Penggugar tecsebut. kunsa  Tergugar  wiah
mengajukon jawaban tertanggal 01 Pebruan 2016 sebagaimuna surat Jawabon sebagai berikut

DALAM EKSEPSI
A GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBELS)

I bahwa Penpgugat | dan Penggugat [1 mendalilkan berdasarkan pasal
1365 KUHPerdta, Pengeugat 1 don Penggugat 11 mengabumi
kerugian yang diakibatkan perbustan Paro Tergugat, samun &lam
pehak Pemggugal 1 dan Penggugat [1 wkan serta ak il
telah menandatangmni PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN
JAMINAN FIDUSIA fertanggal 01 September 2014, Nowoe
Perjanjian : D1ANLADT 00.029609.5, Namioe
Langgaman -300.01008722.9 (untuk Tergugat 1) sedangkan Tergugat
11 adatah peajamin Tergugat 11 dakam PERJANJIAN PEMBIAYAAN
DENGAN JAMINAN FIDUSIA aquo, sehingga dengan seodiriaya
mengikatkun din dengan PERJANJIAN PEMBIAY AAN DENGAN
JAMINAN  FIDUSIA  Aquo, olch kareoanya jelss  dengan
duandotanganings  PERJIANJIAN - PEMBIAYAAN  DENGAN
JAMINAN FIDUSIA tersebal makn Penggugat | menyetujuoi isi
dari Perjanjian, dimana upabila mefibat dari i dalum perjanjian
tersebot, jelas Tergugat adalab merupakan pibak vang paling
dirugikan akibat perbustan Penggugat | dan Penggupat [T,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mshkamahagung.go.ld

2 bahwa perbuatan Penggugat 1 dan Penggugat 1 yang dengan sengain
Ddak membayar angsuran dard fasilitas pembiaysan yang diberikan
don Tergupat | . malsh gajukan gug dengan mendalilkan

pasal 1365 KUHPentata, terfebib lagi alilkan tcdak petahui
adunys  Juminan  Fidusa  adalah Bl yung  mengada-oda;

3 bahwa obyek PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN
FIDUSIA sdalals mobil Hoeda O\dyssey T : 2.3 A/T TON MB, Tahun
2001, Warma - Bim Mewlik, Nomor Rangka
JHMRAGSSOIC201570, Namor Mesin - F23Z42001555, Nomor
Polisi © L1734 RZ, Nomar BPKB : 1 10111371, STNK atas nama - |
SOETOPO.

Bahwa  BPKB  samt ind dalam pengussaan Tergugin | karcaa

Tergugar 1 adalaly pibak yang membiayal pembelan Kendarsan

sekaligus sekale Penerimu Fidusia, maka dalil Penggugat | schagail

Pemilik Obyek Juminan Fidusin adulah dalil yang kabar, kareas

dengan adanys jaminan Fidusis maks hak kepemilikan atas

objek Jaminun Fidusia ada pada Penggugast | seluku Penerima

Fidusia  hinges  berakhirnya PERJANJIAN PEMBIAYAAN
DENGAN JAMINAN FIDUSIA aquo:

Dengim demikian dalil tersebut mervpukan dalil yang kabar sertu mengada ada, sehingga

dan P I dan Penggugat 11 dutolak  dan

T 24 ¥ 2 S e

dikesampangkan.

DALAM POKOK PERKARA
| bahwa apa yang diuraikan dalum Eksepsi mobos dianggsy lang

dalam pokok perkara i serta menjdi satu kesstuan yang tdak
tespisabkan

2 bahwa Para Tengugat menalak dalil-dalil Penggugat | dan Penggagat
11, kecuall yang dianggap benar oleh Para ‘Tergugan;

3 bahwa benar dabil Penggogar | dan Penggugat 11 podo balaman 4 poin
L dimana ontara Pemggugar | dengan Tergugar | wenka dalam

L
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahaGENSPUISN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA
leranggal 01 Seprember 2004, Nomor  Perjanjian
01.400407.00.029609.5,  Nomot  Langgaman  A00.01008722.9,
dempan milai hutang secara keseluruhan sebesar Rp, 113,530,000,
{sermtus tiga belas juta lima ratus empat palub empat ribu napiah) dan
daangsur sebanyak 24 (dua pulub empat) kali. dengan pembayaran
angsuran setiap holannya sebesar Rp4.731.000, (empat juta tujuah
ratws tiga puluby sata ribu rupiah) atas objek jaminan fidusia berupa
mobil Honda Odyssey T 0 2.3 AT TON MB. Tahun - 2001, Wama
Biru Meulik, Nomor Rangka | JHMRAGESO1C201570. Nomor
Mesin © F23Z42001535, Nomaor Polisi : L 1734 RZ, Nomor BPKB © 1
1011371, STNK atas nama - L SOETOPO.

4 bahwa dali} Penggugat pada halaman 4 poin 2 adalsh tdak benar dan
keliru dengan penjelasan sebagai berikat ©

® bhahwi antara  Penggugat | dan Tergugat | sepaka
mengikatkun  din dalsm  PERIANIIAN  PEMBIAYAAN
DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 01 Scpaember
2004, Nomor Peganfian | 0140040700 02909 .5, Nomoe
Langganan (400.01008722.9, dimana Penggugat 1 tolab setuju
dan menandatangani serta mweayershhan selurvh dokumen
persayaratan keedst antarn lain - Perjanjian  Pembiaysan
dengan Jamman Fidusia, Susat Pernystaon Bersama, Surat
Pernystanan dan Kunsa, Surat Kuasa, Surat Permyatuan;

* - babwa Perjanjian Pembiaysan dengan Jaminun Fidusin
telah b tindak Janguti dengan adanyn Akt Jaminan Fidusea
No. 139 tanggal 12 Sepeember 2014 yvang dibuant olch Notaris
PPAT Mirza Reagga Putra SH Mk dan telab didaftarkan di
Keenemterian  Hubum  Dan HAM  dengan  dikeluarkasya
Sertsfikat Jaminan Fidusia Nomor © W15.00922541 AH.05.01
Tahun 2014 tanggal 26 September 2014;

o behwa Faktanya Bukii Keodaraan adalah BPKB dan BPKB
sait ini odo pada Terguga | schagal juminan pelaksanzan
kewajibun Penggugat | sesual dengan Peganjian Pembiayaan
dimumno Penggugat 1 selaku debitur;

Makerws 13 dart 28 pevkans Mo, MO1ARG G201 2PN Sela
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.ginbda sclas Peramian tersebor diatis adalab Peryanjian yang
tunduk akan kesentuan Pembiayaan, dalam hal ini UU No. 42
Tatwn 1999 entang Jaminan Fidusia, maka dengan demikian
UL No. 42 Tahun 1999 ving beddaku sebagal usdang-undang
antara Penggugat | dan Tergugat | dalam  Pembiaysan
Pembelian Kendaruan |
S babwi dalll Penggugst | dan Peaggugat 1 pacs bakaman 4 poin 3 adakah tdek benar,
babrwisanmyi Pemgpugnt | telah membertkan kuasa kepada pilak Tergugat 1 tertanggal 01
September 2014 untuk membuut den menandatangani Akta Jaminan Fidusia, hal tersebut
adalsh sty kewajaran dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fdusia sebagai

bentuk efisienst dalam dusia bisnis dan bukan pakan beotuk klsusuly baku, karena
Penggugat sendiri vang secara sadur telab memberikan kuasa kepads Tergugat 1 untuk
4 i dan us by Akta Juminan Fidusia di N

L & ¥

6 bahwa dalil Penggugat 1 dan Penggugat [l pada halaman 5 poin 4 adalab tidak
benar,  webagaimana urnian Para Tergugat diatas babwasannyu Perjanjian
Pembiayasn dengan Juminan Fidusin telah di tindak lonjuti dengan adanya Akta
Jaminan Fudusia No, 139 wnggal 12 Sepeember 2013 yang dibuat oleh Notaris
PPAT Mirza Rengga Putra SH Mkn dan selab didaftarkan di Kementenan Hukum
Dan HAM  dengan  dikebunrkanya  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  Nomor
WIS.0002254 1 AH.OS.01 Tahun 2014 tasggal 26 September 2014;

7 behwa tndakan Tergugat [ melskukan penagiban dikarenakan Penggogat [ dan
Pengguga I sering kali menunggak angsuran (tdak weatur membayvar angsuran )
dan tidsk mengindalksn surat tagihan yang dikitim oleh Tergugat 1. sedangkan
menyaskut angsuran yang dibayarkan pada tanggal 29 Mei 2015 melslui Intemet
Banking BCA scbesar Rp.29.999.000,- (dua pulah Sembilan juta Sembilan mtus
Sembilan paluh Sembilan ribe nupiah) 1elah ditolak dan tidak dapat diproses oleh

" sistem pembayuran milik Tergugat [ dikarenakan tedah melewati batas
waktu dan kredivpembagyaan atas nama Penggugot | telah dinyatakin macet,
dimana uang tersebut telah dikembalikan/ditransfer kembali kepada Penggugat;

8  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU No 42 Tahun 1999 (eatang jaminan
Fidusin, bah wa apabila pembert fidasia eidern janji, maka sebagas Penerima
Fidusia Tergogat | berhnk melakukan cksekust atss objek jaminan Hidusia otss
keki ya sendiri seb amanat trle eksekutoeal (irale-irah ) yang tertals

{ ony

dalam Sertifikar Janvinan Fidusio, dan hal tersubut sesuai deng dur buk

¥

yang dianar dakam peratuzan perusdang-undangan;

Do
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putusat. mishkamtahaguhglgoudne fidusia aquo permah diamunken i kantor Polsek
Sidoarjo atas kesepakitan kedus belah pibak, yusg kemudian dikuti dengan
kenepokatan yasge dibost dibawoh dibawah tangan, dimoana Penggugat 1 dan
Penggugat 11 bersedia melunast kredit pembiysan tersebut, namun hingga batas
wakiu yang telah disepakati. Penggupat | dun Penggugat 11 belum juga melunasi

kredit pembiyuan temsebut, obeh & ya Tergugat 1 melalud Terggugat [T dan
diketahui odch Kaasa Pengeugat T dan Pengpogat 1T menank obycek jaminan fidusia
uguo, hal but untuk mengurangas Kerugian yang diderita oleh Tengugat |

10 batwi kerugian yang dsdalilkan oleh Penggugat 1 dan Penggugat 11 jelaslah tidsk
beralasun, kareoa dalam hal ind sesungguhnya yang sangat dirugikan adalab
Tesgugat | sebagai kredi kaligus penerima fidusia atas tindakan cidern janji
(wampresrasi ) yang dilakukan oleh Penggugat | dan Penggugat [ vang dengan
sengaja tidak membuyar angsuran atas perjanjlan Fidusia Aque dan malah
mengalibkan kesalshannys dengan cara menggugat Terpugat | dan Tergugat 11,
oleh v sudab varnya dalil Penggugat tentang kerugian matenil dan
trmmateridl harus ditolak;
bahwa dalil Perbuatun Melanggas Hokem yang dilakukan oleh Terguga | dan
Tergugat 11 yang didalilkan oleh Penggugat | dan Peaggugat I sangatlah tidak
beralasan dan sewajurnya ditolak, odeh karenyn dalil lentang ganti ragi, vang paksa
(dwamgsom) dan juga sita juminan serta tuntutan dalem provis lainnys patut
untuk diksampingkan dan disolak.,
Bahwa atus dalil-dalil Peaggagat 1 dan Penggugat |1 rersebue Magelis Hakim yang derhok
menilal tajuan dan maksd gogatan Penggugat | dan Penggugat I banya akal-akalan sajs
yung tudak mau membayar ang: saja dengan tetap menguasal kendaraan.oleh karenanya
sxlah wewajurnys gogatan Penggugat | dan Penggugat 1l ditolak atau setidak-tidsknya
denyatakin tidak dopat diteruina
M 3
1 bahwa apa yang durmikan dalam Pokok Perkam, mohon dsanggap terulung dalam

Rekompensi ini serta mengadi satu K yang tidak terpisahban deng lak
seluruh dalil Para Terpugat Rekonpensi. kecuali yang dianggap benar oleh Penggugat
I Rekonpenst ;

2 bahwa Penggugat | Rekanpenss adalsh lembaga Keuangan bukun Bank okan tetapi
lembagn Pembiyaan ;

3 bahwa benar antara Penggugat | Rekonpenst dan Tergugat | Rekonpensi terikat dalam
PERJANIIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA tertanggal 01
September 2004, Nomer  Perjanjian @ 01.300.407.00.0296095,  Nomor
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusabumstrcamatQUNPERIIP, dengan nilal butang  secarn keseluruhon - sebesar

Rp. 1 13.544.000,- (seratus tiga belas juta lima ratos empat pulal empat ribu rupsah)
dan deangsur sobunyak 24 (s palud erpat) kalk, desgan pembayaran angsuran setiap
bulusnya sebesar Rp 47310000 (empat jutn tujul rtes tga pulub satu riba ropiah)
utas chjek jaminan fidusiy berupa mobil Honda Odyssey T: 2.3 A/T TON MB, Tahun
£ 2000, Warna : Biru Metalik. Nomor Rungka - JHMRAGS501C201570. Nomor Mesin
: FIAZA2001555. Nomor Polisi : L 1734 RZ. Nomoe BPKB : 1 10111371, STNK atas
e - L. SOETOPO:

* bahwn atas permintaan Para Tergugat Rekompensi agar Penggugat [ Rekonpensi

membayar mobil Honda Odyssey T : 2.3 AT TON MB, Tahun : 2001, Wama - Bira
Metalik. Nomor Rangka - JHMRASSSOIC201570, Nomar Mesin : F23Z42001555,
Nomor Polisi : L 1734 RZ, Nomor BPKB : I 10111371, STNK atas nama : 1
SOETOPO, melal kanisme pembiyaan dengan juminan fidesia, dimana Tergugat
I Rekoopensi berkewajiban  membayar secam ungsurun dan menurue  ketestuan
Undang-undang 42 Tabun 1999 Tergugat 1 Rekonpensi selaku Pemberd Fidusia
didudukan sebagai Penyewa selama angsuran belum lunas, Lrens  boki
kepemilikan  Mobil adalah BPXKB yang ado dalam  penguasaan  Pengguga |
Rekonpensi selaka Penerima Fidusio |

babwi ternyata fakunys Para Tergugal Rekonp tduk by 1
sebaguimana yang telah dipeganjkan, schangen Para Tergugat Rekonpensi patut
dinyatokun cidera jamji (wamprestasi) kepads Penggugat | Rekonpemsi. oleh
karemanyy sangat patutlah juga Tergugugal Rekonpenss dihakum menyerahkan barang
jaminan FiduSia berupa mobil Honds Odyssey T - 2.3 A/T TON MB, Tabun - 2001,
Warna | Birw Metalik, Nomor Rungkn - JHMRAGE501C201570, Nomor Mesin -
FA3ZA2001555, Nomar Palsi | L 1734 RZ, Nomor BPKB - 110111371, STNK atas
nama - L SOETOPO kepoda Penggugat 1 Rekanpensi dalam koodisi baik;

babwa akitat Pert Tt 1 Pasu Tergugat Rekompensi but Penggugat |
Rekompensi tiddak dapat memutarkan modal, dan dalam Pegjanjian Pembinyaun dengan
Jaminan Fidasia welah diterbitkan Senifikal Fidussa teshadap Juminan Fidusia, dimana
Sentifikut Fidusia tersebot menganduny Trah-lrah dimana kedudukunnya  sama

dengan Putusan yang mempunyai kekustan hukum tetup, yang memberikan kewengan
kepadn Penggugat [ Rekonpensi untuk melakukan penjualan obyck jaminan fidusia
usitisk mengambil pel prutanguy

babwa akibat Perb I i Parn Tergugat Rekonpensi, muka Para Tergugat
Rekompensi sodab sepatutnya dibukum untuk membayar kerugian materiil dan
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putusatemahicainabaguip.4d 38 544,000, (suly milyar seratus tign pulub delapan jota
Limn rutus empat puluh empat sibo rupiah) secaro tanggunge renteng kepada Pengpugut
1 Rekonpensi dengan rinciin sebagas berikut |

MATERIIL -

I mobil Hosda Odyssey T - 2.3 A/T TON MB, Tahun © 2001, Wamu © Birg Metalik,
Nomor Rangka - JHMRAGSSO1C201570, Nomoe Mesin | F23Z42001555, Nomor
Polisi © L 1734 RZ, Nomor BPKB | | 10111371, STNK atas nama - 1. SOETOPO
sechargn Rp.113.544 000~ (seratus Uga belis juta lima ratus empat pulub empst by
ruplah);

Akibat pugatan Pars Terpugal Rekonpensi yang telah meagajukan gugstan terhadap
Pura Penggugat Rekonpensi, dimana gugatan ado karena kelaloian Para Tergugat

L=

Rekompensi sehingga Para Penggugat Rekonpensi harus menyewa Pengacars alau

Konsultan Hukum sebesar Rp. 25.000.000. (dua pubsh Jima juta rupiah).
IMMATERIIL :

Berkurangnys kepercavaan serta harkat dan manabat Penggugst Rekonpenst selaku

lembaga pembiayoan yang dinllal sebesar Rp. 10.000.000,000.- (Sepalub Milyard

rupiah);

8 babwa vntuk menanin dgar pugstan rekoopensi Pengeugat 1 Rekonpenss inf tdak sia-
sb maka Penggugat | Rekonpenss mohon agar diletakkan Stta Jaminan techidap hana
bergerak pan tidk b

pun yvang dik kan dikemudian hari selelsh p panyai kik
hukiam tetap dan permohonan it juminam skin disjuk liri pada st proses
perkan berjalan di Pengadilan Negeri Sidaarjo;

% babwa apabila Para Tergugat Rekonpensi mengulur-ular wakto dalam menjalankan iss
potusan,  maka  sudah ya Parmn Tergagmt Rekonpens  dibukum  umtuk
membayar vang keteriambatan/dwung = Ry 1 000000, {sistu jutn rapish)
setiap hari keterlambatan dalam pelak | imi;

10 babwa karena gugatan Rekonpenss i didasarkan pada buksi yang oteank, maka ssdah

7 ¥a § Rekonp mi dapat dilaksanakan teddebih dabule walaupun ada
banding kasass maupan perlawanan;
Berdasarkan hal-hal terscheat dintas Tergugat Koopensi | Penggugat Rekonpens: mohon
kepada Hakim Pemenksa perkam agar sudl kiranya memerksa serta memumiskan sehagai
berikur :

k milik Para Tergugat Rekonpensi. yang ada saat imi
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
FRAISAMMENG I MR R 46 RONPENS] :

I Menolok gugatan Penggugat | dan Penggugat 11 untuk selurahnya:

2 Menghukum Penggugat | dan Penggugat 11 untuk membayar hinys Perkara yang
timbul;

DALAM REKONPENSI 1

I Mengabulkan gugatan Parn Penggugar Rekonpensi untok selunihnya;

2 Menyaeskan Para Tergugat Rekonpensi melakukan Perbuatsn Wanprestasi;

3 Menghukum Para Tergugat Rekonpensi menyerabkan barang jamivan Fadusia berupa
mobil Hooda Odyssey T+ 2.3 AT TON MB, Tahun © 2001, Warna - Biro Meualik,
Nomor Rangkn + JHMRAGSSOIC201 570, Nomor Mesin 1 F23Z42001335, Nomoe
Polisi : L1734 RZ. Nomor BEKS 110111371, STNK atss nama @ | SOETOPO:

4 Menghukum Tergogar Rekompenst wntok membayar kemagian materul dan fmmarenil
sebesar Rp, 1138580000, (satu milyar seralin tga puluh Selapan juta lima rotus
empul  paluh cmpst nbe rupiah) socara laeggung renteng  hepada Penggugat
Rek i d rincian sebagas benkut :

4 = e’

MATERML -

I mobil Hosxda Odyssey T 125 AT TON MB, Tahun © 2001, Wama @ Biw
Metlik, Nomor Rangka © THMRAGHSOIC20IS70, Nomor Mesin
F23Z42001535, Nomor Polis © L 1734 RZ, Nomor BPKB - 1 10111371,
STNK atus s : L SOETOPO seharga Rp. 1 13.544.000,- {seratus 11gas
bekas puta lima rutes empat pulub ermpat ribe rupiah )

=)

Akibat gogstan Para Tergugal Rekonpesst yang teluh mengayukan
pugilan terhadap Para Penggugat Rekonpemsi, dimana gugatan sda
karena kelalsian Para Tergugat Rekonpensi schingga Para Penggugat
Rekoapensi harus menyews Pengacara atan Koasultan Hukum sehesar
Rp. 25000000, (dwa pulub lima juta rupiah);
IMMATERIIL:
Berkumungnya kepercaysan serta harkat dan martobat Penggugat Rekonpensa seluku
lembaga pembiaynan yung dmla sebesar Rp 10000000000, (Sepaluh Milyard
ruptahy;

5 Menyatakan sah dan benar Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeni
Sidoarjo  terhadap hana bergerak maunpun tidak bergerak milik Parn Tergugat
Rekonpensi, yang ada saat ini maupun yang diketemukan dikemadian han seselah
i panyai kekuatan hukum tetap:

Do
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanimghidematBigunligodd Rekonpensi untuk hayur usng  keterfambatun/
dwangsom sebesar Rp. [ OMO000,- (satu yuts rupiah) setiop hari keterlambutun dalam
pelaksansn putisan mi;
7 Menyatakan gugatan Para Pengpugal Rekonp clapat didad K terdebih dabuly
walzupan ads upaya hukum perlawanan. banding maupun kasasii:

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum kepada Pengpugat | Konpensi dan Penggugat 11 Kovpensi / Pam
Tergugul Rekompensi untuk membayar semua biays perkara yang tmbal sebagd akibat
adanya gugatan ini.

Aty

Apabila Majelis Hakim yang menyldanghan perkarn aguo berpendapat laln Mohon
agar memberikan putisan seadil-sdilnya (ex acguo et bono),
Menimbang, bahwa atas pawahan Tergugal tersebut, Pemggugat telah mengajukan
tanggapan atas Eksepsi ! Replik tertanggal 09 Februori 2016 . kemudian Tergugat
mengajukan puls Dupliknya tertanggal 16 Februag 2016 ;
Menimbang. babwa untuk menguatkan dalil pupatannys Pengpugsl mengajukan alat
bukti surat yaitu yang ditandai dengan P.1-P.IE ) SK P.E- PO 13 bermuterai cukup |
| Foto Copy Perjanjian Pembizyaan dengan Jaminan Fidusia, diberi tanda bakti PLP

Il

Foto Cogry Syant kan kelesstian Umum Perjunjian Pembiaysan dengan §

Fidusia, dibeni tanda bukt PLP 112

3 Fowo Copy Surat Pernyatsan bersama dibery tandn bakei P1-P £1-3

4 Fowo Copy Surat Keterangan No - 022UPKP/SPC/X/201S diberi tanda buky PL-P | 1-
4.

§ Fow Copy Sura keterangan No - 0221/PKPISPC/X2015 diberi tando bukth PI-P 11-
5

6 Fowo Copy Surat Pembentabuun dan ERGUGAT I pada tanggal 13 November 2015
dibert tanda buki: P1-F 11- 6 ;

7 Foto Copy Schedule Pembayaran, diberd tands bukti P1-P 11- 7

§ Foto Copy History Pemhayaran, diberi tanda bekti P1-P 11- 8 ;

9 Foto Copy Kartu Pelanggan atas nama PENGGUGAT. 11, diberi tanda bukti P1-P 11-

[

10
10 Foto Copy Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan Cubang ACC, diberi tanda bukti
PP
Pakery |9 dart 28 pevkans N, M01ASD G207 20PN Sela
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putuisafmattpyiatiaguung Fougtmbalian dari POLSEK Sidoarjo kota tanggal - 12
Oktober 2015, dibert tands bukt P1-P1-12
12 Fowo copy Berita Acura Penyerahan Kerslarsan tanggal 12 Oktober 2015 - dibers tanda
bakti P1-P1-13 |
Menmmbang, bahwa disamping alal bukti surat Penggugat mengajulan 2 (dua) vrang
satkst dibawah suppaly yaitu ©

1 AGISTA NUGRAHANI, pada pokokays menerangkan |

- Buhwa suksi kenal dengan parm Pepggugat dan tidsk keoak deagan pars Tergugat |
Bahwa saksi taba Penggugit | membell mobil secars leasing pada PT, ACC Warw
Sidoarjo .

- Bahwa suks) mengetahul pertstiwa pada bulan Agustus 2015 pada wakiu ita Dimmis
{ Penggugat 11 ) mengendarar mobil dikejur oleh Depkolektor ACC |

-+ Bahwa wuktu i saksi dengan Peoggugat 11 dari Bandara Juanda menuju Tol Wary
diperjalunan  disuruh berbenti paksa oleh Deplolektor sebanyak S ormg dan disurul
menyerabkan mobilnya |

« Bahwa saksi pernoh dapat ceritern durt Penggogat 1T ( Dimas ) kaloy angsurun mobii
nunggak sampai 3 bolan ¢ 3 kali angsaran ) ©

-« Bahwa saks tubo Depkolektor pernsh datang ke nmab Dimas di jalan Capung
Sidoarjo nagih vang angsuran mobel tapi sudah dibayar kemudisn beberapa han lagi
datang lagi

1 SITIAZIZAH , padu pokoknya mencranghkan

«  Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat |

= Bahwa saksi laby pada wakiu ko rumah Bu So Wabyusingsah ( Penggugat 1) mdla ribut
rebut dan saksi tdak taba permasalahannya

< Bahwa kejadunnya taben 2015 ¢
Menimbang. hahwa untud mengustkan dalil Jawahannya Tergugn mengajukan bokii

surat yang ditandai T.0& T s/l T.1 & TH1- 14 yung bermatersi cukup ;

I Fow copy Surat perhitungan pembayaran AP An. Dra, Sri Wahyuningsih. No
langganan :© 400010087229, tanggal 28 Agustus 2014, dibeni tanda bukti T.1 &
TIL1,

2 Foto copy Surmt pemy dan konfirmas: penyerahan dok T &
pembiayuan An. Dra. S6 Wahyuningsily, No. langganan : 400010087229 tnggal 28
Agustus 2014 ; dibers tanda boke T L& T11- 2 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pulubafmshiymahagsoaguooud mum perjanjian pembisyson desgan jaminen Gdusia |
tiberi tanda bukti T.1 & T.IE3;
4 Fow copy sural pernyatsam bersama astora DrsSn Wahyumingsib (Penggugat 1)
dergan Maridi Susilo. tertanggal 01 September 2014, dibers tanda bkt T.1 & T.A1- 4;
5 Fowo copy Surat Pernyauan dan kuasa temanggal O September 2014 vang
ditandatangani oleh Pengpugat | (DraSri Wahyuningsit ; diberi tanda hukti T.1 &
TIL5;
6 Foto copy Surat Pemyotusn Jaminan tertanggal 01 Scptember 2014 vang
diandatanguni okeh Penggugat I Dumsas Mulia ) © dibens tanda bk T.1 & TA- 61
7 Fow Copy A Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugnt 1 ¢ Dra. Sni
Wahyuningsih | sertanggnl | Sepeember 2014 . B.Ringkasan Informasi Pembiayaan,
diberi tanda bokt T.1 & TI-T7:

8 Fowo  Copy Sural  perjanjian  pembiay Jeng: Fadusia
No.OLA00A07.00.029600.5 teranggal 01 September 2014 & dibeet tands buke 1.1 &
TI-8;

9 Foto Copy Ringkssan Peratumn Otoritis Jasu Keuangan POJK No. 0101/
POIKO7/2013 diberi tanda buku T.1 & TIL 9

10 Foto Copy Berita Acura Terima unat / Kenclarsan yang ditanclatungani oleh Penggugat
I ( D So Wabyuningeh) sduky pihak pepcerioa pembeli dop Marili Suslo
testangzal D1 September 2014 ; diberi tanda bukti T.1 & T.15-10

11 Foto Copy Surat Permohonan dengan penhal pinjuman cash advance wertnggal 09

November 20H4 beserta lampiran-lampirnya, dibeni tanda bukn T.0 & TH-11

Foto Copy Akta Jaminan Fidusin No. 139 tangga) 12 September 2014 vang debuat

dihadspan Mirza Rengga Putra, SH M Kn, Notaris i Gresik, diben tanda bukn T.1 &

TH-12:

13 Fowo Copy Serifikar Jaminan Fidusea No, W I30W22541AH 0501 Taban 2014
tanggal 26-09-2014 dikeluarkan oleh Memseri Hokum dan Hak  Asasi Manusia
Republik Indoncsia , dibert tanda bukn 7.1 & T11-13 ¢

14 Foto Copy Bukti Sctorun Bank BCA atas nama penyetor PTASF (Tergugat 1) kepada
Dimas Mulin (Penggugat 11) dengun No. Reg 0182658501 schesar Rp, 18.924.000,-
(detapan belus jotu sembilan ratus s pouh empat nbu rupioh) fertanggal 13
Nopember 2015 dengan | e sebaga Pengembalian Ang Karen tidak
dapat masuk system PT ASF | diberi tanda bukti TV & T 1114
Menimbang. bahwa di persidangan Tetgugat tidak mengajukan saksi ;

=

Menimbang, bahwa selanj Pen, kan kesimpulan tenanggal 3 Mes

o ) L) )

2016 dan Tergugat mengajukan kesimpulan sertanggal 3 Mei 2016 ;

Makerws 21 dart 28 pevkans Mo, MIAH G207 2PN Seia
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusanimahkamshigunalgoudya unluk mempersingkal uriion p I ditunjuk al-
hal sebugabmany tercantum dalam Berta Acary pemerik perkary ini dan jadi bagian
yung & lerpisabkon dan putusan i
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, hahwa nuaksued dan isi gugatan Penggugst adalah sepenti tersebut dlatas |
DALAM KONVENSI

Mecnimbang. ‘baiwa uds 4 (cmpat) hal pokok yang meajodi inti pokak gugatin
Pengzupat adalah sehagai berikut

| Bahwa sergugm | dan tergugat 11 ielah melakukan perbuatan melawan hukom |

2 Menyatakan  sumil  perjunjian  pembiayaon  dengan  jami Felusin - No
DIAEO000296(0S  reanggal 16 Nopember 2001 antaes Penggugat | dengun
Tergugat Eadalah saby menurut bukom

3 Menyatakin bahwa tiodakan Tergugat I dan Tergugat 1 dakam  melaksamakian
Exsckusi sata unit kendarssn Honda Odyssey No POl L 1734 RZ cacat bukum .

4 Menghukum tergugat I dan tergugst 11 secara tangpung renteng untuk membayar uang
ganti rugi matertil sejumlah Rp. 50.999.000, (lima pulub juts sembilan raties sembilan
puluh sembilan ribu rupiah) |

DALAM PROVISI -

Menimbang, bahwa  Peogpogal  dalsn st Gagatannya  telah  mengajukan
permobonan untuk dibenkan putisan Provist yuite sebagaimany yang teemuat dalam Sural
Gugatun Peaggagat |

Menmmbang., bahwa atas p h 7 Provisi b 2 pengembalian |
(satu) unit Mobil Honda Odyssey NoPol L 1734 RZ kepada Pengpugat | dan Penggugat 1l
dan penetapan pesundaan cicilan pembiayuan dengan juminan Fidusia stas kendanuun Aguo
sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan cicilun bulan seplembar 2006 hingga wdanya
patusan Aguo mempunyai kekuatan hakum tetap |

Menimbang. hahwa atas psrmoh but Pengadilan berpeadapat hahwa sel
proses persidungan perkary tersebut Pengadilan twlok menemukan alasan-alasan hakum yang
dapat dijadikan dasur untuk membenkin putusan Provisl. oleh karena itu untutan tersebut
haruslah dinyasakan ditolok ;

Menimbang. bahwa atas gugatan peaggugal para tergugat mengajukan Eksepsi dan
gugatan rekoavensi |
DALAM EKSEPSI

Menimbang. bahwu adapan is Eksepsi para Tergugat dalam jawabannya tertanggal |
Februari 2016 vang dapar disimpulkan sehagai berik

2
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putusafsnehkamaka gungagoddabar ( Obscwar Libels | karena dalil penggugat dalum
yugatannya suling hertentangan ;

Menimbang. babwa sehaliknya penggugat dalams Repliknys atas Eksepsi tersebut
distus mengemukakan hahwa gugatan pesggugat sudah benar, sepanjang WU penggugat
sehagal pemilik obyek fambnan fidesia yastu saru unit Mobal Honda Odyssey No Pol L 1734
RZ .

Menimbang, babwa dan dus alassn hakum tersebut diatas , pengadilim berpendapat
balswa gugatin penggugat jelas, terang dan telah memenuhi persyaratan lukum formal olely
karena ity bsi Eksepss para Tergugot dinilal tdsh berdasar dan  beradasin hukum maks
Eksepsi tenebot hasus dikesampingkin |
DALAM POKOK PERKARA

Menimbang. bahwa yang menjadi inti pokok gugatan penggugat adalab sehagaimans
tersebut diatas |

Menimbang.  bahwa  atas  gugatan  tenebut  para sergugot menyangkal dengan
mengemukakin alasan — alosan hukumnya, karenanya penggugat basus membuktikan dalil-
dalil gugatannya, sehaliknyn para tergugst Gapat mengajukam bukt lawan ;

Menimbang, babwa untuk menguatkan dassr gugatannya, penggugat (ipersidangan
mengajukian buki-buktl S PA - P11 o PEPI-EL dan 2 (dea) orang sakss masing-
masing bermama AGISTA NUGRAHANL SITI AZIZAH, scbaliknyn wotuk mengostkan
dasar sangkolannya para tergogit dipersidangan mengajukan bukti surst TETIED wd TI-
T3

Menimbang. babwa peaggugat mendalitkan bahwa Tergugat | dan Tergugat I telah
melukukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, babwa atas dalil penggugal tersebat peagudil lebih dshuby periu

menilai dan menentukan bubungan hukum antara pengguest dengan tergugat |

Menimbang. babwa berdasarkan bukii surst PLPI-] dan bukts surst TETIL 12 serta
bekti P1LPIL3 maka jelaslah antarn penggugat | dengan Tergugat 1 terdapat hubungan bokum
perjanjian pembiayuan dengan jaminan Fidusia, di obyek Juminan Fidusia berupa satu
umit Mobil merck Honda Odyssey No.Pol L 1734 RZ ©

Menimbang, bubwa dari hubungan hokumn sersebat diatas, maka mepurut bokam
Fidasaa adalah penundahon milik secura kepercayaan namun sesunggubnya hak temsebut
hanys suatu jamman atis soatu hutang, sehinggn dengan demikian pemindahan ¢ besalibnyn
hak atas obyek fidusia pada penggugat selclah peaggogat membayar uang cicilan terakbir atas
perjanjian pembiayaan dengan | Fadusia kepada Tergugat ;

Menmmbang, bahwa atas perjanjian pembaay schut apakah penggugas telah
memenuhs kewajiban hukumnya, sehingpa peoggugal mendabilian Tergugam 1etah melakukan
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pretbssumalksmahsgund.gonidicrzugat teluh ik hembali / meayitn mobil Honda
Odyssey milik pengpuzal secara paksa |
Menmmbang, bahwa dari bk PLPIE-S,6 dan bukt PLPI-L dan bokt TLI-14 maka
Mejelis mendapatkan asumsi penggugal dalan membayar ccilan dalum setsap bulanys tidak
schagaimana disentukon dalam  perjanjion. karena duni bakti PLPIIA. Penggugat ielsh
membayar uang cicilan sejumiab Rp.29.999.000.- tanpa  rincian untuk cicilan berapa bulan,
namun jika dihitung dart dimulsinya perjanjian sampai dengan pembayaran cicilan adalah §
bulan yatu 8 X dalam setiop bulanys Rp. £730000, = Rp.37.848.000- sedangkan
penggugal membayar Rp 29999 000~ demikian pula dart bukt PLPI-S Surat Setermngan
bahwa penpgugat telah membayar Rp. 18.924.000.- dalam buban Sepeember 2015, samun dari
bokts TLTTE- 14 vang mencrangkan bahwa vang sejumlah Rp. 13924000~ welah dikembalikan
kepada Penggugar, karena Peaggugnt dianggap edambat dalam memienohi Kewagibannya
oleh karens iy Pengadilan berpendapat bahwa penggugal dalam mebiksanakan prestasinya
dalam perjanglan yang telsh disepakat tdak sesual dengan jadwal wakiu yang dineotukan dan
bukum keadaon yang demikian penggugat dapat dikwalifikas weiah Wan Prestast ©
Menimbang. buhwa jang tindakan Tergugat I, Tergugat 11 telsh melskukan

Lant e )

penankan kendarsan Honda Odyssey NoPol L1734 RZ yang selunjutnya kendansan tersebut
datitipkan ataw damankan & Kantor Polisi Sektor Sidoargo kiota, meourut pesjanjian tindakan
tergugat tersebut dibenarkan | ( Bukts PLPI1) sepanjung ity sesungguhnya mobil Homda
Odyssey tersebut bokaniah milik penggupnt namuen milik Tergugat 1 sebagai juminan hutang
penggugat |

Menimbang. bahwa bertfasarkan penilaian buk but diatas, mauka tindskan para
tergugnt menarik kembali mobil Honda Odyssey dissmping sebagai miliknya dan tindakan
Tergugat distur dalam perjanjuan sehingga tindakun tersebot bukanlah tindskan melswan
hukum ¢

Menimbang, bahwa dengan tdak terbukunya para Tergugar melakuban perbuatan
melawan hukum, maka tueusan-anman penggugat / petim penggugs yang kainya/
selurubnya harustah dikesampingkan ;

Memmbang. babwa dengan ditolaknys gugatan penggopat, maks pihok penggugat
yang dikalshkan dalam perkara im harus dihukum uniuk membaysr baya perkara yung
besarmys ukan ditentukan dalam amar putusan ini ;

DALAM REKONVENSI ;
Menmmbang, bahwa para Tergugar dalam jawabanys tenangpal | Febooari 2016 1elah
gajukan gugatan Reh Japun st gugasan Rekonvenst terseben adalah sebagal

dulam gugatan Rekonvenss para Tergogar |
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putusanmahkamattshung.gpeidios tuntitan penggugat Rek i lergug
Konvensi mohon antuk dinyutskan  tergugas Rekonvenst / Penggugat Konvensi telah
Wanprestasi, Pengadilan berpendapat babwa sebagaimana telah depertimbangkan dalam

Konvensi bahwa pengpugal K i telah Wanp i, obeh Karena Ity tuntutan pengguzst
Rekoavensi harusizh dikabulkan :
Menimbang, bahwa demgan terbuktinyy tergugat Rekoovensi Wongrestasi  sera

tuntutan penggugst Rekoavensi tentang gantirugi Maseriil dan Imateriil yang harss dibayar
oleh para tergugat Rekonvensi kepada Penggugnt Rekonvensi, pengadilan berpandapat bahwa
tuntatan eesebut tidak berdosar dan beralusan hukum, maka custutan sersebut harastah ditolak
karena berdasackan jawaban-juwaban para pihak telab terbuksi pada tanggal 28 Agusius 2015
wobil Hoexda Odyssey telab deank odeh Penggugat Rekonvensi menmtipkan kendaraan
tersebut di Pobsek Sidoarjo Kota  dengan demikion kendaraan reesebut tidak lugy dadam
penguassan Tergugol Rekonvenss |
Bahwa tentasg  penuntutan penggantian blaya peoyews pengacas atau Konsultan hukom
harus dib pingkan Kareni ng dadim beracara &b peagadlan tidak hurus didampingi
alaw mengumsakan Kepada pengscara | denuikian poda watang tustutan kerogion lmmateriil
dari akibal Penggugst Konvensi menggugat tergugat Konvenst schingga harkat dun martabat
tergugat K ! fengan  berkurangnyn - keperciy chagui  Lembag
pembaaysan,  Pengadilin berpeodapal bahwa  p ata  snggapan  berkurangmya
kepercayaan utas dirinyn atun pepcemaran babkan rasa malo karens adanys akiba 2ks:
perdata dan pibak lain bukanlah sesasto yang melanggar bokem, meogingat suate akst
perdata adalah hak setuap orang yang notabeoe kepentingan hukumnya merasa dilanggar oleh
pihak kain m case tergugat konvensi / Peaggugat Rekonvens: dianggap telah melakukan
perbaiatan melawan bukum, oleh karena it tuntutan teesebut haruslah dikesampingkan ;

Monmmbang, bohwa scpanjang pettum penggugat Rekonvensi yang mohon agar
tergugat Rekonvensi dihukom wmuk menyerahkan basang jaminan Fidusss beywpa mobil
Honda Odyssey NoPol L 1734 RZ |

Menmmbang. bahwa dengan terbukunys rergugm  Rekoovensi  wanprestas)  dan
dikaitkan dengan tuntutan tersebul dintas, maka wntutan teesebul mengandung arti bahwa

pengpugal rekonvens: meagingnkan perjungian pembiayzan dengan j Fidusan yung
dsbuat untara pengpugal Rek dengan tergugat Rek 1 untuk dibatalkan |, peadap
pengadil but bertujuun antuk peayel secirn tunkas, sckalipun tidak dimmia olch

Rekoavensi, hal but musih dalam hatas-batas posicn vang  dikehendaki
penggugat Rekanvens ©

HBahwa pembatalun perjanjiun karena salph saty pihak wanprestasi telah sesual dengan
Yurisprodensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa karena adanya Wanprestasi, maka
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prilubajumahicagtshagling. gocidmiul pembatalan peganjian oleh karena ilu tuntutan
penggugal Rekonvenss dapatlah dikabulkan |
Menimbang. bahwa sepanjang petitum penggugst Reb i g Sita J
Dwangsom dan putusan dapat dijalankan lebib dabuly Pengadilan berpendapat bahwa
twntutan Sita Jaminan dan potusan dapat djalaokan lebib dabulu hanaslah dikesampingkan
karena pengadilan tidak kan hal-bal sehagai dasar untuk melakukan penyitaan dan
tadok menemukan halhal yang bersifat Eksepsional untuk gabulkan | yang dopat
dijalankan lebih dubule sedsngkan tuntutn dwangsom dipandang IRRELEVANT untuk
dipertunbanghun Karean sehagaimana telah serungkap darl jawoban para pihak, barang
Juminan Fidusin tdak berada dalam pengs tergugat Re i oleh kareni M watutan
tersehut haruslah dikesampingkan |
Menimbang. bahwa berdasarkan perimbangan hukum tersebus dintas dakam kuitannya
satu deogan yang labnnya, muka gugatsn Rekonvensi dikabulkan antuk sebagian ;
Menimbang, babwa dengan dikabalken schagian gugatan Reb i maka pilak
tergugat Rek i yang dikalahkan dalam perkarn imt haros membayas binys perkara yang

dalam gougatan Rekonvenst im dimla: Nibil ;
Memperhutikan k dun g fung - Undangun yang berkenan dengan perkara

MENGADILE:
DALAM PROVIST.
*  Menolak permohenan Provisi Penggugat |
DALAM EKSEPSI
*  Menolak Eksepsi Tergugat | dan Tergugas 11
DALAM POKOK PERKARA :
*  Menolak gugatan penggugat untuk selurubnya
DALAM REKONVENSI :
* Mengabulkun gogatan Rekonvensi untuk sebagi
*  Menyatakan paru Tergugat Rekonvenss / Pengpugat Konwvensi telah melakokan
Wanprestas .
o Membatalkin perpanjian pembiayaan dengan gaminan Fidosia No o 139 unggal 12
September 2014, dibam dilsadapan Notars MIRZA RENGGA PUTRA, SHMKn |
o Menolah gugatn Rekonvenst selain dan selebibngs |
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
o Menghukum penggagat Konvenss £ para Tergugar Rekonvensi uniuk membayas bsayi
perkara schesar Rp 841000, (detapan ratus riba empat pubah satw ribu ropiab )
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putusafimibinmghogdng ddid dang pe ¥ Majelss Hukims Pengadil
Negert Sidoarjo pada bari Selasa tanggal 03 Mei 2016 oleh kami YOHANES HERO
SLAYA. SHMH scbagai  Hakim Kewn JAUHARIL SH dan NOVA FLORY BUNDA,
SHMHum  mosing-masing sebagnd Hakim Aoggota yung dstunjuk  berdasarkan  Surat
Penetapan  Ketus Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomoe ¢ 195/t G201 S/PN.Sdu tanggal -
21 Oktobor 2008 Putusan tersebut pads hart Selass . tanggal : 24 M 2016 , dwcapkan
dalam persidangan terboku untak wmum odeh Hukim Ketua dengan dibadin oleh para Hokim
Angpoty tersebut didampangi TRISNO, SH Panitera Peaggants sertn dibadint pula olels Kissa
Hukum Peoggugat dan kuisa Hukom Tergugat |

Hakim Ketva,
Hakim Anggota .
ud

ud
JAUHARL SH

30
NOVA FLORY BUNDA, SH.M. Hum

Panitern Penggant| |
d
TRISNO, SH.
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Perincian binya perkara ©
« Bigya pendafarun Rp.  30.000..
« Biayn proses/ATK Rp.  50.000..

- Biays panggilan Rp. 705,000,
- PNBP Rp. 15000,
- Biaya sumpah Rp. 300000,
- Mareras Rp, 6000~
- Redsksi B S000-
Jumlah Rp. B41.000,- (delapan ratus empat pulub satu ribu ruplah) ;
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